BUPATI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 157 TAHUN 2016

TENTANG

KETENTUAN PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG
(IMB), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG)

Menimbang

DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin

Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu, Pemilik
Bangunan Gedung wajib memperoleh IMB sebelum
melakukan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung
berdasarkan dokumen rencana teknis yang telah disahkan;

. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin

Nomor 8 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, Pemilik
Bangunan Gedung wajib memperoleh IMB sebelum
melakukan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung
berdasarkan dokumen rencana teknis yang telah disahkan;

. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin

Nomor 8 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung,
Pemilik/Pengguna Bangunan Gedung wajib memperoleh SLF
sebelum pemanfaatan bangunan gedung;

. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin

Nomor 8 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, dalam
pengesahan dokumen rencana teknis Bangunan Gedung
untuk kepentingan umum perlu mendapatkan pertimbangan
teknis dari TABG;

. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin

Nomor 8 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, Pemerintah
Daerah wajib melakukan pendataan bangunan gedung untuk
keperluan tertib administrasi pembangunan dan tertib
administrasi pemanfaatan bangunan gedung;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (5),
Pasal 24, Pasal 25, Pasal 111 ayat (4), Pasal 125 ayat (3), Pasal
145, Pasal 160 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten
Banyuasin Nomor 8 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung;

. bahwa berdasarkan Peraturan Gebernur Nomor 29 Tahun

2015 tentang Penyelengaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
(andadalin) di Sumatera Selatan;

h. bahwa . ..



Mengingat

h.

10.

11.

12.

13.

14.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f,
perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4181);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
lingkungan;

Peraturan Menteri PU Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis IMB sebagaimana telah diubah menjadi
Permen PU Nomor 5 Tahun 2016 tentang IMB;

Peraturan Meneteri PU Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Pedoman Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung;

Peraturan Menteri PU Nomor 26 tahun 2007 Pedoman Tim
Ahli Bangunan Gedung (TABG);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012
tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib
Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 20 Tahun
2011 tentang Perizinan Tertentu.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 28 Tahun
2012 tentang RTRW Kabupaten Banyuasin;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 8 Tahun
2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014
Nomor 038);

Memutuskan . . .



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG KETENTUAN
PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG,
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI, TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Banyuasin.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Banyuasin dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Banyuasin.

Instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung
adalah instansi yaitu dinas atau bidang yang membina
penyelenggaraan bangunan gedung.

Izin Mendirikan Bangunan Gedung, yang selanjutnya
disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh
pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi
khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung
untuk membangun baru, mengubah,memperluas,
mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai
dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.

Sertifikat Laik Fungsi, yang selanjutnya disingkat SLF adalah
sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kecuali
untuk bangunan fungsi khusus oleh Pemerintah untuk
menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik
secara administratif maupun teknis, sebelum dilakukan
pemanfaatan bangunan gedung;

Tim Ahli Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat TABG
adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan
penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk memberikan
Pertimbangan Teknis dalam proses penelitian dokumen
rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga
untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah
penyelenggaraan Bangunan Gedung Tertentu yang susunan
anggotanya ditunjuk secara kasus perkasus disesuaikan
dengan kompleksitas Bangunan Gedung Tertentu tersebut.

8. Pendataan . .



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Pendataan bangunan gedung adalah kegiatan pengumpulan
data bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah yang
dilakukan secara bersamaan dengan proses ijin mendirikan
bangunan gedung, proses sertifikat laik fungsi bangunan
gedung, dan pembongkaran bangunan gedung, serta
pendataan dan pendaftaran bangunan gedung yang telah ada;

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan
konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya,
sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam
tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia
melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat
tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial,
budaya, maupun kegiatan khusus.

Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang
digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung
fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau
pemanfaatannya  membutuhkan pengelolaan khusus
dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat
menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan
lingkungannya.

Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah
bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik,
baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial
dan budaya.

Bangunan gedung fungsi khusus adalah bangunan gedung
yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk
kepentingan nasional, atau yang penyelenggaraannya dapat
membahayakan masyarakat disekitarnya dan/atau
mempunyai risiko bahaya tinggi.

Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum,
kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum
sah sebagai pemilik bangunan gedung.

Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan
gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung
berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung,
yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung
atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang
ditetapkan.

Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi
bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan tingkat
persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.

Lingkungan bangunan gedung adalah lingkungan di sekitar
bangunan gedung yang menjadi pertimbangan
penyelenggaraan bangunan gedung baik dari segi sosial,
budaya, maupun dari segi ekosistem.

17. Analisis . . .



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya
disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan
penting suatu uisaha dan/atau kegiatan yang direncanakan
pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan
usaha/kegiatan di Indonesia.

Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan
Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah
Dokumen lingkungan yang wajib disusun oleh usaha
dan/atau kegiatan yang tidak wajib ABMDAL, dokumen
tersebut berisi uraian dampak dari usaha dan/atau beserta
upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari usaha
dan/atau kegiatan tersebut.

Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disingkat SPPLH adalah Surat penyataan
kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha
dan/atau kegiatannya.

Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut
ANDALALIN serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak
lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman,
dan insfrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk
dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat
RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah
Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dengan peraturan
daerah.

Rencana Detail Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat RDTR
adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah
kabupaten/kota ke dalam rencana pemanfaatan kawasan
perkotaan.

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang selanjutnya
disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu
kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang
memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana
umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan
pengendalian rencana, dan pedoman  pengendalian
pelaksanaan .

Keterangan Rencana Kabupaten/Kota adalah informasi
tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang
diberlakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota pada lokasi
tertentu.

Surat Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah, yang
selanjutnya disingkat SIPPT adalah dokumen yang diterbitkan
oleh Gubernur, Bupati/Walikota untuk dapat memanfaatkan
bidang tanah dengan batas minimum luas tertentu, sebagai
pengendalian peruntukan lokasi.

26. Strata . . .



26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Strata title adalah Istilah kepemilikan bersama, biasanya
digunakan untuk apartemen milik sendiri (bukan sewa) atau
rusnami, dimana kepemilikan tanah dan bangunan bukan
milik individu.

Rumah deret adalah Rumah/bangunan yang salah satu
sisinya berhimpitan/berbatasan langsung dengan rumah/
bangunan yang disebelahnya

Dokumen administratif adalah dokumen yang berkaitan
dengan pemenuhan persyaratan administratif meliputi
dokumen kepemilikan bangunan gedung, kepemilikan tanah,
dan dokumen izin mendirikan bangunan gedung.

Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, yang
selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat penetapan status
kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan berdasarkan
hasil pendataan pendaftaran bangunan gedung yang
diterbitkan oleh instansi yang ditunjuk sesuai dengan
Peraturan Presiden.

Dokumen pelaksanaan adalah dokumen hasil kegiatan
pelaksanaan konstruksi bangunan gedung meliputi rencana
teknis dan syarat-syarat, gambar-gambar workshop, as built
drawings, dan dokumen ikatan kerja.

Data base Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung adalah daftar
tentang data anggota tim ahli bangunan gedung yang diutus
oleh asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli
termasuk masyarakat adat dan instansi Pemerintah Daerah/
Pemerintah yang telah ditetapkan dan diangkat/ditugaskan.

Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB
adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara
luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/
tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai
rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan
lingkungan.

Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB
adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh
lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah
perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan
rencana tata bangunan dan lingkungan.

Koefisien Daerah Hijau, yang selanjutnya disingkat KDH
adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh
ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan
bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/
daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang
dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Koefisien Tapak Basemen, yang selanjutnya disingkat KTB
adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara
luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/
daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang
dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

36. Perencanaan . . .



36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Perencanaan teknis adalah proses membuat gambar teknis
bangunan gedung dan kelengkapannya yang mengikuti
tahapan prarencana, pengembangan rencana dan
penyusunan gambar kerja yang terdiri atas: rencana
arsitektur, rencana struktur, rencana mekanikal/elektrikal,
rencana tata ruang luar, tata ruang-dalam/interior serta
rencana spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya, dan
perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan standar
teknis yang berlaku.

Pertimbangan teknis adalah pertimbangan dari tim ahli
bangunan gedung yang disusun secara tertulis dan
profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis
bangunan gedung baik dalam proses pembangunan,
pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran bangunan
gedung.

Persetujuan rencana teknis adalah pernyataan tertulis
tentang telah dipenuhinya seluruh persyaratan dalam
rencana teknis bangunan gedung yang telah dinilai/
dievaluasi.

Pengesahan rencana teknis adalah pernyataan hukum dalam
bentuk pembubuhan tanda tangan pejabat yang berwenang
serta stempel/cap resmi, yang menyatakan kelayakan
dokumen yang dimaksud dalam persetujuan tertulis atas
pemenuhan seluruh persyaratan dalam rencana teknis
bangunan gedung dalam bentuk izin mendirikan bangunan
gedung.

Pemeriksaan adalah kegiatan pengamatan secara visual
mengukur, dan mencatat nilai indikator, gejala, atau kondisi
bangunan gedung meliputi komponen/unsur arsitektur,
struktur, utilitas (mekanikal dan elektrikal), prasarana dan
sarana bangunan gedung, serta bahan bangunan yang
terpasang, untuk mengetahui kesesuaian, atau
penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan
semula.

Pengujian adalah kegiatan pemeriksaan dengan
menggunakan peralatan termasuk penggunaan  fasilitas
laboratorium untuk menghitung dan menetapkan nilai
indikator kondisi bangunan gedung meliputi 3
komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan
elektrikal), prasarana dan sarana bangunan gedung, serta
bahan bangunan yang terpasang, untuk mengetahui
kesesuaian atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis
yang ditetapkan semula.

Rekomendasi adalah saran tertulis dari ahli berdasarkan
hasil pemeriksaan dan/atau pengujian, sebagai dasar
pertimbangan penetapan pemberian sertifikat laik fungsi
bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah/Pemerintah.

43. Penyedia . . .



43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Penyedia jasa konstruksi bangunan gedung adalah orang
perorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan
layanan jasa konstruksi bidang bangunan gedung, meliputi
perencana teknis, pelaksana konstruksi, pengawas/
manajemen konstruksi, termasuk pengkaji teknis bangunan
gedung dan penyedia jasa konstruksi lainnya.

Penyelenggaraan  bangunan gedung adalah kegiatan
pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan
pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan,
pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung.

Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan
gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan
gedung selalu laik fungsi.

Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti
bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan,
dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap
laik fungsi.

Pemugaran bangunan gedung yang dilindungi dan
dilestarikan adalah kegiatan memperbaiki, memulihkan
kembali bangunan gedung ke bentuk aslinya.

Pelestarian adalah kegiatan pemeliharaan, perawatan serta
pemugaran, bangunan gedung dan lingkungannya untuk
mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan
aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang
dikehendaki.

Keandalan bangunan gedung adalah kondisi keselamatan,
kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan yang memenuhi
persyaratan teknis oleh kinerja bangunan gedung.

Struktur bangunan gedung adalah bagian dari bangunan
yang tersusun dan komponen-komponen yang dapat bekerja
sama secara satu kesatuan, sehingga mampu berfungsi
menjamin kekakuan, stabilitas, keselamatan dan
kenyamanan bangunan gedung terhadap segala macam
beban, baik beban terencana maupun beban tak terduga, dan
terhadap bahaya lain dari kondisi sekitarnya seperti tanah
longsor, intrusi air laut, gempa, angin kencang, tsunami, dan
sebagainya.

Kegagalan bangunan gedung adalah kinerja bangunan
gedung dalam 2 tahap pemanfaatan yang tidak berfungsi,
baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis,
manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan atau
keselamatan umum.

Keselamatan adalah kondisi kemampuan mendukung beban
muatan, serta kemampuan dalam mencegah dan
menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir yang
memenuhi persyaratan teknis oleh kinerja bangunan gedung.

Kesehatan adalah kondisi penghawaan, pencahayaan, air
bersih, sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan gedung
yang memenuhi persyaratan teknis oleh kinerja bangunan
gedung.

54. Kenyamanan . . .



54. Kenyamanan adalah kondisi kenyamanan ruang gerak dan
hubungan antar ruang, kondisi udara dalam ruang,
pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan oleh
kinerja bangunan gedung.

55. Kemudahan adalah kondisi hubungan di dalam bangunan
gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam
pemanfaatan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan
teknis oleh kinerja bangunan gedung.

56. Utilitas adalah perlengkapan mekanikal dan elektrikal dalam
bangunan gedung yang digunakan untuk menunjang fungsi
bangunan gedung dan tercapainya keselamatan, kesehatan,
kemudahan, dan kenyamanan di dalam bangunan gedung.

57. Dengar pendapat publik adalah forum dialog yang diadakan
untuk mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat
baik berupa pendapat, pertimbangan maupun usulan dari
masyarakat umum sebagai masukan untuk menetapkan
kebijakan Pemerintah Daerah/Pemerintah dalam
penyelenggaraan bangunan gedung.

Bagian Kedua
Maksud
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pengaturan
pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Bangunan Gedung dan dan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun
2011 tentang Perizinan Tertentu yang merupakan ketentuan
penyelenggaraan IMB, SLF, TABG dan Pendataan Bangunan
Gedung.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 3
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang
memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis;

b. mewujudkan bangunan gedung yang sesuai fungsi dan
klasifikasi, sesuai tata bangunan, serta serasi dan selaras
dengan lingkungannya;

c. mewujudkan bangunan gedung yang diselenggarakan secara
tertib untuk menjamin keandalan teknis bangunan gedung;
serta

d. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan
bangunan gedung.

Bagian . . .
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Bagian Keempat
Ruang Lingkup
Pasal 4

Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi ketentuan mengenai
penyelenggaraan:

a.

b
c.
d

(1)

(2)

(3)

Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB);
Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG);

Pendataan Bangunan Gedung.

Bagian Kelima
Penggolongan Bangunan Gedung

Pasal 5

Penggolongan bangunan gedung untuk penerbitan IMB dan
pemberian SLF bangunan gedung meliputi:

a. bangunan gedung pada umumnya; dan
b. bangunan gedung tertentu.

Bangunan gedung pada umumnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal
sederhana, yang terdiri dari: rumah inti tumbuh, rumah
sederhana sehat, dan rumah deret sederhana;

b. bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan
rumah deret sampai dengan 2 (dua) lantai; dan

c. bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana
2 (dua) lantai atau lebih, dan bangunan gedung lainnya
pada umumnya.

Bangunan gedung pada tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, meliput bangunan gedung untuk
kepentingan umum.

BAB II
KETENTUAN PENYELENGGARAAN IMB
Bagian Kesatu

Tata Cara Penerbitan IMB

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

IMB diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan
gedung untuk kegiatan meliputi:

a.

Pembangunan bangunan gedung baru, dan/atau prasarana
bangunan gedung;

b. Rehalibitasi . . .
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Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana
bangunan gedung, meliputi perbaikan/perawatan,
perubahan, perluasan/pengurangan; dan
Pelestarian/pemugaran.

Pasal 7

IMB sebagai pengesahan dokumen rencana teknis yang telah
disetujui oleh pemerintah daerah, diberikan untuk dapat
memulai pelaksanaan konstruksi bangunan gedung.

(1)

(2)

(3)

Pasal 8

Penerbitan IMB oleh pemerintah daerah dilakukan dengan
prinsip pelayanan prima.

Proses penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi proses:

a. pengkajian;

b. penilaian/evaluasi;

c. persetujuan; dan

d. pengesahan dokumen rencana teknis.

Pelayanan prima sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan proses penerbitan IMB yang dilakukan dengan:

a. prosedur yang jelas sesuai dengan proses dan
kelengkapan yang diperlukan berdasarkan tingkat
kompleksitas permasalahan rencana teknis;

b. waktu proses yang singkat berdasarkan penggolongan
sesuai dengan tingkat kompleksitas prosedur penerbitan
IMB;

c. transparansi dalam pelayanan dan informasi termasuk
penghitungan/penetapan  besarnya retribusi IMB yang
dilakukan secara objektif, proporsional dan terbuka; dan

d. keterjangkauan yaitu besarnya retribusi IMB sesuai
dengan lingkup dan jenis bangunan gedung serta tingkat
kemampuan ekonomi masyarakat.

Paragraf 2
Proses Penerbitan IMB

Pasal 9

Proses penerbitan IMB untuk bangunan gedung hunian rumah
tinggal tunggal sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (2) huruf a, meliputi:

a.

b.

Mendapatkan rekomendasi tata ruang dari Pemerintah
Daerah;

penyediaan dokumen rencana teknis siap pakai (prototip)
sebagaimana diadakan/disiapkan oleh Pemerintah Daerah,
yang memenuhi persyaratan sesuai Keterangan Rencana
Kabupaten/Kota;

c. Pengajuan . . .



7Q

12

pengajuan Surat Permohonan IMB dengan kelengkapan
dokumen administratif dan dokumen rencana teknis;

pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran (pencatatan,
penelitian) dokumen administratif dan dokumen rencana
teknis, penilaian/evaluasi, serta persetujuan dokumen
rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan yang
dikeluarkan oleh instansi teknis yang terkait;

dalam hal dokumen administratif dan/atau dokumen rencana
teknis yang belum memenuhi persyaratan dikembalikan
kepada pemohon untuk dilengkapi/diperbaiki;

Pemeriksaan lokasi oleh tim teknis dan membuat berita acara
pemeriksaan lokasi;

penetapan besarnya retribusi IMB;

pembayaran retribusi IMB melalui lembaga keuangan yang
sah;

penyerahan bukti penyetoran retribusi kepada pemerintah
daerah;

penerbitan IMB sebagai pengesahan dokumen rencana teknis
untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi; dan

penerimaan dokumen IMB oleh pemohon.
Pasal 10

Proses penerbitan IMB untuk bangunan gedung hunian rumah
tinggal tunggal dan rumah deret sampai dengan 2 (dua) lantai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi:

a. Mendapatkan rekomendasi tata ruang dari Pemerintah

b.

Daerah;

penyediaan dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPLH (jika
memenuhi syarat ketentuan);

Penyedian dokumen Andalalin (jika memenuhi syarat
ketentuan);

pengurusan SIPPT atau dokumen sejenisnya untuk luas
tanah tertentu sesuai ketentuan daerah masing- masing;

penyediaan dokumen rencana teknis yang dibuat oleh
pemohon/pemilik (yang memiliki keahlian perencanaan
bangunan gedung) dan terdaftar atau oleh penyedia jasa;

Pemeriksaan lokasi oleh tim teknis dan membuat berita acara
pemeriksaan lokasi;

pengajuan Surat Permohonan IMB dengan kelengkapan
dokumen administratif dan dokumen rencana teknis;

pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran (pencatatan,
penelitian) dokumen administratif dan dokumen  rencana
teknis, penilaian serta persetujuan dokumen rencana teknis
yang telah memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh
instansi teknis yang terkait;

i. Dalam . . .
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dalam hal dokumen administratif dan/atau dokumen rencana
teknis yang belum memenuhi persyaratan dikembalikan
kepada pemohon untuk dilengkapi/diperbaiki;

penetapan besarnya retribusi IMB;

pembayaran retribusi IMB melalui lembaga keuangan yang
sah;

penyerahan bukti pembayaran retribusi kepada pemerintah
daerah;

penerbitan IMB sebagai pengesahan dokumen rencana teknis
untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi; dan

penerimaan dokumen IMB oleh pemohon.

Pasal 11

Proses penerbitan IMB untuk bangunan gedung hunian rumah
tinggal tidak sederhana 2 (dua) lantai atau lebih, dan bangunan
gedung lainnya pada umumnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) huruf c, meliputi:

a.

b.

Mendapatkan rekomendasi tata ruang dari pemerintah daerah;

Penyediaan dokumen AMDAL/UKL - UPL/SPPLH; (jika
memenuhi syarat ketentuan)

Penyedian dokumen Andalalin (jika memenuhi syarat
ketentuan);

pengurusan SIPPT atau dokumen sejenisnya untuk luas tanah
tertentu sesuai ketentuan daerah masing- masing;

penerbitan  SIPPT atau dokumen  sejenisnya yang
ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau pejabat lain yang
ditunjuk olehnya;

penyediaan dokumen rencana teknis;

Pemeriksaan lokasi oleh tim teknis dan membuat berita acara
pemeriksaan lokasi;

pengajuan Surat Permohonan IMB dengan kelengkapan
dokumen administratif, dokumen rencana teknis dan
dokumen lain yang disyaratkan;

pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran (pencatatan,
penelitian) dokumen administratif dan dokumen  rencana
teknis, penilaian serta persetujuan dokumen rencana teknis
yang telah memenuhi persyaratan;

dalam hal dokumen administratif dan/atau dokumen rencana
teknis yang belum memenuhi persyaratan dikembalikan
kepada pemohon untuk dilengkapi/diperbaiki;

penetapan besarnya retribusi IMB;

pembayaran retribusi IMB melalui lembaga keuangan yang
sah;

. penyerahan bukti pembayaran retribusi kepada pemerintah

daerah;

n. Penerbitan . . .
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penerbitan IMB sebagai pengesahan dokumen rencana teknis
untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi; dan

penerimaan dokumen IMB oleh pemohon.

Pasal 12

Proses penerbitan IMB untuk bangunan gedung untuk
kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(3), meliputi:

a.

b.

5 09

Mendapatkan rekomendasi tata ruang dari pemerintah daerah;

penyediaan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL)/UKL-UPL/SPPLH;

Penyedian dokumen Andalalin (jika memenuhi syarat
ketentuan);

pengurusan SIPPT atau dokumen sejenisnya untuk luas tanah
tertentu sesuai ketentuan daerah;

penerbitan  SIPPT atau dokumen  sejenisnya, yang
ditandatangani oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk
olehnya;

pemeriksaan lokasi oleh tim teknis dan membuat berita acara
pemeriksaan lokasi;

pengurusan persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait;
penyediaan dokumen rencana teknis;

pengajuan Surat Permohonan IMB dengan kelengkapan
dokumen administratif, dokumen rencana teknis, dan
dokumen lain yang disyaratkan;

pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran (pencatatan,
penelitian) dokumen administratif dan dokumen rencana;

dalam hal dokumen administratif dan/atau dokumen rencana
teknis yang belum memenuhi persyaratan dikembalikan
kepada pemohon untuk dilengkapi/diperbaiki;

pengkajian dokumen rencana teknis sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

.dalam hal dokumen rencana teknis yang belum memenuhi

persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki;

. pelaksanaan dengar pendapat publik/sosialisasi kepada

masyarakat sekitar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

. dalam hal dokumen rencana teknis yang belum

memperhatikan hasil dengar pendapat publik dikembalikan
kepada pemohon untuk dilengkapi/diperbaiki;

. pemberian nasihat dan pertimbangan teknis profesional;

penilaian/evaluasi dan persetujuan dokumen rencana teknis;
penetapan besarnya retribusi IMB;

pembayaran retribusi IMB melalui lembaga keuangan yang
sah;

t. Penyerahan . . .
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t. penyerahan bukti pembayaran retribusi kepada Pemerintah
Daerah;

u. penerbitan IMB sebagai pengesahan dokumen rencana teknis
untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi; dan

v. penerimaan dokumen IMB oleh pemohon.

Pasal 13

(1) Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan penerbitan IMB
secara bertahap pada pembangunan bangunan gedung di kota
yang berkembang pesat dan jadwal pelaksanaan konstruksi
yang optimum.

(2) Penerbitan IMB secara bertahap sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan tahapan yang merupakan satu
kesatuan dokumen, sepanjang tidak melampaui batas waktu
yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Penerbitan IMB untuk pembangunan bangunan gedung secara
massal (Perumahan) dapat dilakukan oleh pemerintah daerah
untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan
rumah deret di satu kawasan (Pasal 10).

(2) Penerbitan IMB untuk pembangunan bangunan gedung secara
massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) prinsipnya
dilakukan dengan mengikuti proses sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11, dengan mengikuti ketentuan peraturan
perundang- undangan.

Pasasl 15

(1) Penerbitan IMB untuk pembangunan dengan strata title dapat
dilakukan oleh pemerintah daerah untuk bangunan gedung
rumah susun atau apartemen bertingkat.

(2) Penerbitan IMB untuk pembangunan dengan strata title
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) prinsipnya dilakukan
dengan mengikuti proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, dengan mengikuti
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Pemilik bangunan gedung dapat mengajukan pelayanan
administrasi IMB, untuk:

a. pembuatan duplikat/kopi dokumen IMB yang
dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang
atau rusak, dengan melampirkan keterangan hilang
tertulis dari instansi yang berwenang;

b. pemecahan dokumen IMB sesuai dengan perubahan
pemecahan dokumen IMB dan/atau kepemilikan tanah dan
perubahan  data lainnya, atas permohonan yang
bersangkutan; dan

c. Bangunan . . .
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c. bangunan gedung yang sudah terbangun yang belum memiliki
IMB dan diwajibkan mengajukan permohonan IMB sesuai
ketentuan daerah masing-masing.

Paragraf 3

Tata Cara Pengesahan Dokumen Rencana Teknis

Pasal 17

(1) Proses pengesahan dokumen rencana teknis dalam proses
penerbitan IMB bangunan gedung pada umumnya dilakukan
dengan ketentuan:

(2)

(1)

a.

b.

dokumen rencana teknis wajib mengikuti persyaratan
dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL;

pada lokasi yang terdapat program instansi yang terkait
dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana atau
pelayanan kepentingan umum (seperti jalan, jalur
penerbangan, telekomunikasi, gas, listrik, pertahanan dan
keamanan) harus mendapat persetujuan/rekomendasi
dari instansi terkait atau pembina penyelenggaraan
prasarana dan sarana yang dimaksud;

dokumen rencana teknis diperiksa (dicatat dan diteliti),
dinilai/dievaluasi dan disetujui oleh pemerintah daerah
melalui instansi teknis pembina penyelenggaraan
bangunan gedung;

pengesahan dokumen rencana teknis (rekomendasi)
dilakukan/dikeluarkan oleh instansi teknis yang
berwenang;

persetujuan diperoleh pemohon tanpa pungutan biaya
atau secara cuma-cuma,;

Bupati menerbitkan surat perintah pembayaran retribusi
IMB kepada pemohon;

pemohon melakukan pembayaran retribusi IMB melalui
lembaga keuangan yang sah, setelah dokumen rencana
teknis mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud
pada huruf a;

Bupati, menerbitkan IMB sebagai pengesahan dokumen
rencana teknis setelah pemohon  menyelesaikan
pembayaran retribusi IMB dengan menyerahkan bukti
pembayaran retribusi IMB (penyetoran uang) melalui
lembaga keuangan yang sah.

Bagan proses pengesahan dokumen rencana teknis dalam
proses penerbitan IMB bangunan gedung pada umumnya
tercantum dalam Lampiran [ sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Proses pengesahan dokumen rencana teknis dalam proses
penerbitan IMB bangunan gedung tertentu dilakukan dengan
ketentuan:

a. Dokumen . . .
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a. dokumen rencana teknis wajib mengikuti persyaratan
dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL;

b. dokumen rencana teknis disusun dengan mengacu pada
rekomendasi/ hasil  Analisis Mengenai = Dampak
Lingkungan (AMDAL) yang diwajibkan untuk bangunan
gedung tertentu, atau Upaya Pemantauan Lingkungan
(UPL), dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL);

c. pada lokasi yang terdapat program instansi yang terkait
dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana atau
pelayanan kepentingan umum (seperti jalan, jalur
penerbangan, telekomunikasi, gas, listrik, serta
pertahanan dan keamanan) harus mendapat persetujuan/
rekomendasi dari instansi terkait atau pembina
penyelenggaraan prasarana dan sarana yang dimaksud;

d. dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk
kepentingan umum, diperiksa (dicatat dan diteliti) oleh
pemerintah daerah melalui instansi teknis pembina
penyelenggaraan bangunan gedung, dan dikaji oleh TABG
untuk disampaikan dalam dengar pendapat publik;

e. pertimbangan teknis oleh TABG untuk dokumen rencana
teknis yang telah disetujui dalam dengar pendapat publik;

f. dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk
kepentingan umum, dinilai/dievaluasi dan disetujui oleh
pemerintah daerah, melalui instansi teknis pembina
penyelenggaraan bangunan gedung;

g. persetujuan diperoleh pemohon tanpa pungutan biaya
atau secara cuma-cuma,;

h. penetapan pembayaran retribusi IMB dilakukan oleh
Bupati/Walikota, dengan penerbitan surat perintah
pembayaran retribusi IMB (Surat Setoran Retribusi
Daerah) kepada pemohon untuk bangunan gedung
kepentingan umum;

i. pemohon melakukan pembayaran retribusi IMB ke kas
daerah melalui lembaga keuangan yang sah;

j. Bupati, menerbitkan IMB untuk bangunan gedung

kepentingan umum sebagai pengesahan dokumen
rencana  teknis setelah pemohon menyelesaikan
pembayaran retribusi IMB dengan menyerahkan bukti
pembayaran (penyetoran uang) melalui lembaga keuangan
yang sah.

Bagan proses pengesahan dokumen rencana teknis dalam
proses penerbitan IMB bangunan gedung tertentu tercantum
dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Paragraf . . .
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Paragraf 4
Pemeriksaan Permohonan IMB
Pasal 19

Pemeriksaan permohonan IMB dilakukan melalui tahapan:

a. pencatatan dan penelitian kelengkapan dan kebenaran
dokumen administratif;

b. pencatatan dan penelitian kelengkapan dokumen rencana

teknis;
c. penelitian kebenaran rencana teknis;
d. pengkajian oleh TABG;
e. penilaian/evaluasi; dan
f. persetujuan dan pengesahan.

Pasal 20

(1) Pencatatan dan penelitian kelengkapan dan kebenaran
dokumen administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 huruf a, meliputi:

a. pemeriksaan terhadap status hak atas tanah meliputi
kelengkapan dan kebenaran dokumen kepemilikan; dan

b. pemeriksaan terhadap status kepemilikan bangunan
gedung meliputi kelengkapan dan kebenaran dokumen.

(2) Dalam hal pemilik tanah sebagai pemilik bangunan gedung,
pemeriksaan terhadap status hak atas tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. kebenaran dan keabsahan status hak atas tanah;

b. kejelasan dan kebenaran data kondisi/situasi tanah
(letak/lokasi dan topografi/kontur); dan

c. pernyataan bahwa tanah yang dimaksud tidak dalam
status sengketa.

(3) Dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung,
pemeriksaan terhadap status hak atas tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. kebenaran dan keabsahan status hak atas tanah;

b. kejelasan dan kebenaran data kondisi/situasi tanah
(letak/lokasi dan topografi/kontur);

c. pernyataan dari pemilik tanah bahwa tanah tersebut tidak
dalam status sengketa; dan

d. perjanjian tertulis antara pemilik tanah dan pemilik
bangunan gedung.

(4) Pemeriksaan . . .
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(4) Pemeriksaan terhadap status kepemilikan bangunan gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
kelengkapan dan kebenaran dokumen:

a. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, atau
dokumen bentuk lainnya sebagai bukti awal kepemilikan;
dan

b. data pemilik/pemohon bangunan gedung, meliputi nama,
alamat, tempat/tanggal lahir, pekerjaan, nomor KTP, atau
identitas lainnya, serta fotokopi KTP atau identitas
lainnya.

Pasal 21

Pencatatan dan penelitian kelengkapan dokumen rencana teknis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi
kelengkapan:

a. rencana arsitektur;

b. rencana struktur;

c. rencana utilitas (mekanikal dan elektrikal);
d

perhitungan struktur untuk bangunan gedung 2 lantai atau
lebih, dan/atau bentang struktur lebih dari 3 m, disertai hasil
penyelidikan tanah;

e. perhitungan utilitas (untuk bangunan gedung selain hunian
rumah tinggal tunggal dan rumah deret); dan

f. data penyedia jasa perencana konstruksi yaitu arsitektur,
struktur, dan utilitas (mekanikal dan elektrikal) yang memiliki
izin dalam wilayah Kabupaten Banyuasin.

Pasal 22

Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung Sederhana I (satu)

Lantai dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Dukumen rencana teknis bangunan gedung sederhana 1
(satu) lantai dapat disediakan sendiri oleh pemohon dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Memenuhi persyaratan pokok tahan gempa; dan

b. Menggunakan desain prototipe bangunan gedung
sederhana 1 (satu) lantai.

(2) Desain prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan
kondisi masing-masing daerah.

(3) Dalam hal tidak menggunakan desain prototipe sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon harus
menyediakan dokumen rencana teknis.

(4) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dapat digambar oleh:

a. Perencana kontruksi; dan

b. Pemohon.

(5) Dokumen . . .
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(5) Dokuemen rencana teknis digambar oleh pemohon
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (4) huruf b dapat
digambar secara sederhana dengan informasi yang lengkap.

(6) Persyaratan pokok tahan gempa dan desain prototipe
bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 23

Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung Sederhana 2 (dua)
Lantai.

(1) Dokumen rencana tekns bangunan gedung 2 (dua) lantai
disediakan oleh pemohon dengan menggunakan jasa
perencana konstruksi.

(2) Dalam hal pemohon tidak mampu menggunakan jasa
perencana konstruksi, dokumen rencana teknis disediakan
sendiri oleh pemohon dengan menggunakan desain prototipe
bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai.

(3) Desain prototipe bangunan gedung 2 (dua) lantai sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Menteri dan/ atau
pemerintah daerah.

(4) Desain prototipe yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kondisi
masing-masing daerah.

Pasal 24

(1) Dokumen rencana teknis bangunan gedung sederhana 2 (dua)
lantai sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 paling sedikit
memuat:

a. Rencana arsitektur;
b. Rencana struktur; dan
c. Rencana utilitas.

(2) Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a paling sedikit memuat:

a. Gambar situasi atau rencana tapak;
b. Gambar denah;
c. Gambar tapak; dan
d. Gambar potongan.
(3) Rencana struktur sebagaimaan dimaksud pada ayat (1) huruf
b paling sedikit memuat;
a. Gambar rencana pondasi termasuk detailnya; dan
b. Gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya.
(4) Rencana utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
paling sedikit memuat;
a. Gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih,
air kotor, limbah cair, dan limbah pada
b. Gambar jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber,
jaringan, dan pencahayaan;
c. Gambar pengelolaan air hujan dan sistem drainase dalam
tapak.

Pasal . ..
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Pasal 25
Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung Tidak Sederhana
dan Bangunan Gedung Khusus. Dokumen rencana teknis
bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus
harus disediakan oleh pemohon dengan menggunakan
perencana konstruksi.

Pasal 26

(1) Dokumen rencana teknis bangunan gedung tidak sederhana
dan bangunana gedung khusus sebagaimana dimaksud
dalam pasal 25 paling sedikit memuat:

a. Rencana arsitektur;
b. Rencana struktur; dan
c. Rencana utilitas.

(2) Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a paling sedikit memuat:

Gambar situasi atau rencana tapak;
Gambar denah;

Gambar tampak;

Ao oo

Gambar potongan;
e. Gambar detail arsitektur; dan
f. Sfesifikasi umum perampungan bangunan gedung.

(3) Rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b paling sedikit memuat:

a. Perhitungan struktur untuk bangunan gedung dengan
ketinggian mulai dari 3 (tiga) lantai, dengan bentang
struktur lebih dari 3 (tiga) meter, dan/ atau memiliki
basement;

o

Hasil penyelidikan tanah;

o

Gambar rencana pondasi termasuk detailnya;

o

Gambar rencana kolom, balok, plat detailnya;

Gambar rencana rangka atap, penutup, dan detailnya;

®

Sfesifikasi umum struktur; dan
g. Sfesifikasi khusus.
Pasal 27

Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat
(2) harus memuat rencana penyediaan fasilitas dan aksesibilitas
bagi penyandang disabilitas sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal . ..
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Pasal 28

Penelitian kebenaran rencana teknis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 huruf ¢, meliputi pemeriksaan:

a. kebenaran data umum bangunan gedung;

b. kebenaran rancangan arsitektur bangunan gedung;
c. kebenaran rancangan struktur; dan
d

. kebenaran rancangan utilitas (mekanikal dan elektrikal).

Pemeriksaan kebenaran data umum bangunan gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. fungsi/klasifikasi bangunan gedung terhadap
peruntukan lokasi,

b. luas lantai dasar bangunan gedung terhadap KDB
maksimum dan/atau luas lantai basement terhadap
KTB maksimum;

c. total luas lantai bangunan gedung terhadap KLB
maksimum; dan

d. ketinggian bangunan gedung terhadap ketinggian
maksimum.

Penilaian dalam pemeriksaan kebenaran data umum

bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan berdasarkan Keterangan Rencana Kabupaten/Kota

(3)

(4)

()

(6)

Pemeriksaan kebenaran rancangan arsitektur bangunan
gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
meliputi:

a. gambar situasi (site plan);

b. gambar denah;

c. gambar tampak;

d. gambar potongan; dan

e. spesifikasi umum finishing bangunan gedung

Penilaian dalam  pemeriksaan kebenaran rancangan
arsitektur bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilakukan berdasarkan pada persyaratan arsitektur
dan lingkungan.

Pemeriksaan kebenaran rancangan struktur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, meliputi:

a. gambar struktur bawah (pondasi);
b. gambar struktur atas, termasuk struktur atap; dan
c. spesifikasi umum struktur bangunan gedung.

Penilaian dalam pemeriksaan kebenaran rancangan struktur
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan
pada persyaratan kekuatan dan ketahanan struktur dalam
mendukung beban hidup dan beban mati, termasuk beban
yang timbul akibat alam (angin dan gempa).

(8) Pemeriksaan . . .
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(7) Pemeriksaan kebenaran rancangan utilitas (mekanikal dan
elektrikal) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
meliputi:

a. gambar sistem utilitas (mekanikal dan elektrikal);

b. gambar sistem pencegahan dan penanggulangan
kebakaran;

c. gambar sistem sanitasi;
gambar sistem drainase; dan

spesifikasi umum utilitas (mekanikal dan elektrikal)
bangunan gedung.

(8) Penilaian dalam pemeriksaan kebenaran rancangan utilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan
pada persyaratan pencegahan dan  penanggulangan
kebakaran, kesehatan, dan aksesibilitas termasuk
kelengkapan sarana dan prasarana bangunan gedung.

Pasal 29

(1) Pengkajian oleh TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf d dilakukan oleh TABG dengan melakukan pengkajian
secara selektif terhadap subtansi yang menurut penilaian
perlu dikaji lebih lanjut pada dokumen rencana teknis
bangunan gedung tertentu berdasarkan tingkat kompleksitas
permasalahan teknis dalam dokumen rencana teknis.

(2) Pengkajian oleh TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. pengkajian pemenuhan persyaratan teknis; dan

b. penyusunan pertimbangan teknis.

Pasal 30

Pengkajian pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a meliputi:

a. pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan fungsi
bangunan gedung;

b. pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan
bangunan gedung tertentu;

c. pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan
bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting
terhadap lingkungan;

d. pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan
klasifikasi fungsi bangunan gedung;

e. pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan tata
bangunan; dan

f. pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan
keandalan bangunan gedung.

Pasal . ..
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Pasal 31

(1) Pengkajian kesesuaian dengan ketentuan persyaratan fungsi
bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
huruf a merupakan pengkajian secara teknis untuk
menyimpulkan kesesuaian fungsi utama bangunan gedung
yang diusulkan terhadap ketentuan dari pemerintah daerah
sebagai bangunan gedung tertentu berdasarkan fungsinya.

(2) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:

a. fungsi keagamaan;

b. fungsi usaha;

c. fungsi sosial dan budaya;
d. fungsi khusus; dan

e. dalam kategori fungsi ganda/campuran.

Pasal 32

Pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan bangunan
gedung tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b
merupakan pengkajian secara teknis untuk menyimpulkan
kesesuaian bangunan gedung tertentu yang diusulkan terhadap
ketentuan kategori dan kriteria dari pemerintah daerah tentang
bangunan gedung untuk kepentingan umum.

Pasal 33

Pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan bangunan
gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c¢ merupakan
pengkajian secara teknis, sosial, budaya, dan ekonomi untuk
menyimpulkan kesesuaian rencana teknis bangunan gedung
yang diusulkan terhadap ketentuan atau rekomendasi dalam
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya
Pemantauan Lingkungan (UPL), dan Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UKL).

Pasal 34

(1) Pengkajian  kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan
klasifikasi fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 huruf d merupakan pengkajian secara teknis
untuk menyimpulkan kesesuaian klasifikasi fungsi bangunan
gedung dan pemenuhan ketentuan batasan lainnya yang
diusulkan terhadap ketentuan dari pemerintah daerah yang
diizinkan.

(2) Ketentuan dari pemerintah daerah yang diizinkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. tingkat kompleksitas bangunan gedung;

b. tingkat permanensi bangunan gedung;

c. tingkat . . .
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tingkat risiko kebakaran bangunan gedung;
zonasi gempa di lokasi bangunan gedung didirikan;

tingkat kepadatan bangunan gedung di peruntukan
lokasi bangunan gedung didirikan; dan

tingkat ketinggian bangunan gedung di peruntukan lokasi
bangunan gedung didirikan.

Pasal 35

Pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan tata
bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e
merupakan pengkajian secara teknis untuk menyimpulkan
kesesuaian pemenuhan persyaratan teknis tata bangunan
yang diusulkan terhadap ketentuan dalam RTBL.

Ketentuan dalam RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a.

b.

persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung
persyaratan arsitektur bangunan gedung, terdiri dari:

1. persyaratan penampilan bangunan gedung;

2. persyaratan tata ruang-dalam; dan

3. persyaratan keseimbangan, keserasian, dan
keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya.

persyaratan pengendalian dampak lingkungan, terdiri
dari:

1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
untuk setiap bangunan gedung yang dalam
pembangunan/pemanfaatannya menimbulkan
dampak penting terhadap lingkungan;

2. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Upaya
Pengelolaan Lingkungan (UKL) untuk setiap kegiatan
dalam penyelenggaraan bangunan gedung yang
menimbulkan dampak yang dapat diatasi dengan
teknologi dan tidak perlu dilengkapi AMDAL sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 36

Pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan keandalan
bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f
merupakan Pengkajian secara teknis untuk menyimpulkan
kesesuaian pemenuhan persyaratan keandalan bangunan gedung
yang diusulkan terhadap ketentuan tentang:

a.

b
C.
d

persyaratan keselamatan;

persyaratan kesehatan;

persyaratan kenyamanan;

persyaratan kemudahan.

Pasal . ..
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Pasal 37

Ketentuan persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 huruf a, meliputi:

a. persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk
mendukung beban muatan; dan

b. persyaratan kemampuan bangunan gedung dalam
mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan
bahaya petir.

Persyaratan = kemampuan  bangunan gedung untuk
mendukung beban muatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, meliputi:

a. persyaratan struktur dan bahan struktur (kuat/kokoh,
stabil, dan memenuhi persyaratan kelayanan atau
serviceability);

b. persyaratan pembebanan, dan ketahanan terhadap gempa
dan angin;

c. perencanaan struktur atas termasuk struktur atap;
perencanaan struktur bawah (pondasi); dan

e. perhitungan struktur bangunan gedung (untuk bangunan
gedung lebih dari 2 lantai, dan/atau bentang struktur
lebih dari 6 meter, atau bangunan khusus).

Persyaratan kemampuan bangunan gedung dalam mencegah
dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. perlindungan terhadap bahaya kebakaran yaitu:
1. sistem proteksi pasif;
2. sistem proteksi aktif; dan
3. unit manajemen pengamanan kebakaran.

b. instalasi penangkal petir untuk mengurangi risiko
kerusakan yang disebabkan sambaran petir;

c. instalasi listrik meliputi jaringan distribusi, beban listrik,
dan sumber daya listrik; dan

d. sistem pengamanan untuk mencegah terancamnya
keselamatan penghuni dan harta benda akibat bencana
bahan peledak.

Pasal 38

Ketentuan persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 huruf b, terdiri dari:

a. persyaratan sistem penghawaan;
b. persyaratan sistem pencahayaan;
c. persyaratan sistem sanitasi dan air bersih; dan

persyaratan penggunaan bahan bangunan gedung.

(2) Persyaratan . . .
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(2) Persyaratan sistem penghawaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, meliputi:

a.

ventilasi alami meliputi bukaan permanen, kisi-kisi pada
pintu dan jendela, sarana lain yang dapat dibuka,
dan/atau dapat berasal dari ruangan yang bersebelahan
untuk memberikan sirkulasi udara yang sehat;

bangunan gedung tempat tinggal, pelayanan kesehatan
khususnya ruang perawatan, pendidikan khususnya
ruang kelas, dan bangunan pelayanan umum lainnya
harus mempunyai bukaan permanen, kisi-kisi pada pintu
danjendela, dan/atau bukaan permanen yang dapat
dibuka untuk kepentingan ventilasi alami;

ventilasi mekanik/buatan, harus disediakan jika ventilasi
alami tidak dapat memenuhi syarat; dan

penerapan sistem ventilasi harus dilakukan dengan
mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan energi
dalam bangunan gedung.

(3) Persyaratan sistem pencahayaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.

b.

pencahayaan alami meliputi perencanaan pencahayaan
alami dan penentuan besarnya iluminasi;

bangunan gedung hunian rumah tinggal, pelayanan
kesehatan, pendidikan, dan bangunan pelayanan umum
harus mempunyai bukaan untuk pencahayaan alami;

pencahayaan buatan, meliputi tingkat iluminasi,
konsumsi energi, perencanaan sistem pencahayaan,
penggunaan lampu, daya maksimum yang diizinkan, dan
daya pencahayaan buatan di luar bangunan gedung; dan

pencahayaan buatan untuk pencahayaan darurat harus
dapat bekerja secara otomatis dan mempunyai tingkat
pencahayaan yang cukup untuk evakuasi yang aman.

(4) Persyaratan sistem sanitasi dan air bersih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, meliputi:

a.

b.

sistem air bersih dengan pemenuhan persyaratan yaitu:

1. sumber air bersih (sumber air berlangganan dan/atau
sumber air lainnya yang memenuhi persyaratan
kesehatan);

2. kualitas air bersih; dan

perencanaan sistem distribusi air bersih yang
memenuhi debit air dan tekanan minimal yang
disyaratkan.
sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah dengan
pemenuhan persyaratan yaitu:

1. perencanaan/pemilihan sistem  pengaliran atau
pembuangan dan penggunaan peralatan yang
dibutuhkan; dan

2. perencanaan sistem pengolahan dan pembuangan
serta sistem instalasi pengelolaan air limbah (IPAL).

c. sistem . . .
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c. sistem pembuangan kotoran dan sampah dengan
pemenuhan persyaratan yaitu:

1. kapasitas (jumlah) pewadahan atau  Tempat
Penampungan Sementara (TPS) sesuai dengan
ketentuan jumlah yang berlaku;

2. bentuk penyediaan penempatan/pewadahan dan/atau
penampungan kotoran dan sampah serta
pengolahannya;

d. sistem penyaluran air hujan dengan pemenuhan
persyaratan yaitu:

1. perencanaan sistem penyaluran air hujan (diresapkan
ke dalam tanah pekarangan, dan/atau dialirkan
ke sumur resapan, dan/atau dialirkan ke jaringan
drainase lingkungan/kota);

2. penyaluran air hujan yang dilakukan dengan cara lain
(bila belum tersedia jaringan drainase kota ataupun
sebab lain yang dapat diterima); dan

3. persyaratan saluran (saluran terbuka/tertutup,
lubang pemeriksa, kemiringan saluran, dan bahan
saluran).

(5) Persyaratan  penggunaan bahan  bangunan  gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dengan
persyaratan:

1. tidak mengandung bahan-bahan berbahaya/beracun
bagi kesehatan; dan

2. aman bagi pengguna bangunan gedung.

b. bahan bangunan yang tidak berdampak negatif terhadap
lingkungan dengan persyaratan:

1. tidak menimbulkan efek silau dan pantulan;

2. tidak menimbulkan efek peningkatan suhu lingkungan
di sekitarnya;

3. pertimbangan prinsip-prinsip konservasi energi; dan

mewujudkan bangunan gedung yang serasi dan
selaras dengan lingkungannya.

c. pemanfaatan dan penggunaan bahan bangunan lokal
dengan persyaratan:

1. harus sesuai dengan kebutuhan; dan

2. memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal . ..
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Pasal 39

Ketentuan persyaratan kenyamanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 huruf c, terdiri dari:

a. kenyamanan ruang gerak;

b. kenyamanan hubungan antar ruang;
c. kenyamanan kondisi udara;
d

kenyamanan pandangan dari dalam bangunan gedung ke
luar;

e. kenyamanan pandangan dari luar ke dalam bangunan
gedung;

f. kenyamanan terhadap getaran;
g. kenyamanan terhadap kebisingan.

Kenyamanan ruang gerak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dengan persyaratan memenuhi:

a. pertimbangan  fungsi ruang, jumlah  pengguna,
perabot/peralatan, dan aksesibilitas ruang; dan

b. persyaratan keselamatan dan kesehatan.

Kenyamanan hubungan antarruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dengan persyaratan memenuhi:

a. pertimbangan fungsi ruang, aksesibilitas ruang, jumlah
pengguna dan perabotan/ peralatan;

b. sirkulasi antar ruang horizontal dan vertikal; dan
c. persyaratan keselamatan dan kesehatan.

Kenyamanan kondisi udara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c dengan persyaratan memenuhi:

a. perencanaan sistem pengkondisian udara;

b. prinsip-prinsip penghematan energi dan kelestarian
lingkungan; dan

c. perkiraan beban pendinginan.

Kenyamanan pandangan dari dalam bangunan gedung ke
luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan
persyaratan mempertimbangkan:

a. gubahan massa bangunan gedung, rancangan bukaan,
tata ruang dalam dan tata ruang luar bangunan gedung,
dan rancangan bentuk luar bangunan;

b. pemanfaatan potensi ruang luar bangunan gedung dan
penyediaan ruang terbuka hijau; dan

c. pencegahan terhadap gangguan silau, dan pantulan sinar.

(6) Kenyamanan . . .
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Kenyamanan pandangan dari luar ke dalam bangunan
gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan
persyaratan mempertimbangkan:

a. rancangan bukaan, tata ruang-dalam dan tata ruang-luar
bangunan gedung, dan rancangan bentuk luar bangunan
gedung; dan

b. keberadaan bangunan gedung yang ada dan/atau yang
akan ada di sekitarnya.

Kenyamanan terhadap getaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f dengan persyaratan mempertimbangkan:

a. baku tingkat getaran;
b. sumber getaran; dan
c. dampak getaran terhadap lingkungan.

Kenyamanan terhadap kebisingan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g dengan persyaratan
mempertimbangkan:

a. baku tingkat kebisingan;
b. sumber kebisingan; dan

c. dampak kebisingan terhadap lingkungan.

Pasal 40

Ketentuan persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 huruf d, terdiri dari:

a. kemudahan hubungan horizontal;
b. sarana hubungan vertikal antar lantai;

c. sarana hubungan vertikal dengan ketinggian di atas 5
(lima) lantai; dan

d. tingkat penyediaan sarana evakuasi (kecuali untuk rumah
tinggal tunggal dan rumah deret).

Kemudahan hubungan horizontal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dengan mempertimbangkan:

a. jumlah, ukuran, dan jenis pintu;

b. arah bukaan daun pintu dalam suatu ruangan; dan

c. ukuran koridor sebagai akses horizontal antar ruang.

Sarana hubungan vertikal antar lantai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan
mempertimbangkanjumlah, ukuran, dan konstruksi sarana
hubungan vertikal (tangga, ram, lif, tangga
berjalan/eskalator, dan/atau lantai berjalan/ travelator).
Sarana hubungan vertikal dengan ketinggian di atas 5 (lima)
lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dengan
mempertimbangkan:

a. jumlah, kapasitas, dan spesifikasi lif; dan

b. penyediaan lif kebakaran.

(5) Tingkat . . .
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(5) Tingkat penyediaan sarana evakuasi (kecuali untuk rumah
tinggal tunggal dan rumah deret) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d dengan mempertimbangkan:

a. sistem peringatan bahaya bagi pengguna;
b. pintu keluar darurat;

c. jalur evakuasi untuk melakukan evakuasi;
d

kelengkapan tanda arah yang mudah dibaca dan jelas;
dan

e. manajemen penanggulangan bencana atau keadaan
darurat (Disaster Management).

Pasal 41

Penyusunan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf f dilakukan oleh TABG sebagai kesimpulan dari
hasil pengkajian berupa nasihat, pendapat, dan pertimbangan
profesional secara tertulis merupakan masukan untuk
penilaian/evaluasi dokumen rencana teknis dalam memberikan
persetujuan pemenuhan persyaratan teknis oleh Pemerintah
Daerah.

Pasal 42

(1) Penilaian/evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf e dilakukan untuk menetapkan keputusan terakhir
tentang pemenuhan persyaratan teknis dari dokumen
rencana teknis setelah mendapat pertimbangan teknis TABG.

(2) Pada proses pengesahan dokumen rencana teknis bangunan
gedung pada umumnya, hasil penilaian penelitian kebenaran
rencana teknis, selanjutnya dinilai dan dievaluasi oleh
instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung.

(3) Pada proses pengesahan dokumen rencana teknis bangunan
gedung untuk kepentingan umum, hasil pemberian
pertimbangan teknis dari TABG, selanjutnya dinilai dan
dievaluasi oleh instansi teknis pembina penyelenggaraan
bangunan gedung.

Pasal 43

(1) Persetujuan dan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf f dilakukan berdasarkan hasil
penilaian/evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

(2) Persetujuan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan persetujuan, dan pengesahan
dokumen rencana teknis bangunan gedung pada umumnya
dan dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk
kepentingan umum dalam bentuk IMB oleh Bupati, atau
pejabat yang ditunjuk olehnya.

Paragraf . . .
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Paragraf 5

Perubahan Rencana Teknis Dalam Tahap Pelaksanaan
Konstruksi

Pasal 44

Dasar perubahan rencana teknis dalam tahap pelaksanaan
konstruksi meliputi:

a.

perubahan akibat kondisi, ukuran lahan kavling/persil yang
tidak sesuai dengan rencana teknis, dan/atau adanya kondisi
eksisting di bawah permukaan tanah yang tidak dapat
diubah/ dipindahkan berupa jaringan infrastruktur/
prasarana, seperti kabel, saluran, dan pipa;

perubahan akibat perkembangan kebutuhan pemilik
bangunan gedung, meliputi: penampilan arsitektur,
perluasan, atau pengurangan luas dan jumlah lantai,
dan/atau tata ruang dalam; dan

perubahan fungsi atas permintaan pemilik/pemohon.

Pasal 45

Proses administratif perubahan rencana teknis dalam tahap
pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
dilakukan dengan ketentuan:

a.

perubahan rencana teknis yang dilakukan untuk
penyesuaian dengan  kondisi lapangan dan @ tidak
mempengaruhi sistem struktur, dituangkan dalam as built
drawings;

perubahan rencana teknis yang mengakibatkan perubahan
pada arsitektur, struktur, dan utilitas (mekanikal dan
elektrikal), harus melalui permohonan baru/revisi IMB;

perubahan rencana teknis, karena perubahan fungsi harus
melalui proses permohonan baru/revisi IMB dengan proses
sesuai dengan penggolongan bangunan gedung untuk IMB;

proses penerbitan baru/revisi IMB akibat perubahan, kecuali
karena perubahan rencana teknis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 huruf a dikenakan retribusi secara
proporsional sesuai dengan lingkup perubahan, dan tidak
melampaui besarnya retribusi IMB pembangunan baru.

Paragraf 6
Jangka Waktu Proses Penerbitan IMB
Pasal 46

(1) Jangka waktu proses pemeriksaan dokumen administratif

dan dokumen rencana teknis paling lambat 7 (twjuh) hari
terhitung sejak penerimaan surat Permohonan IMB dan
dokumen administratif yang telah memenuhi persyaratan
kelengkapan.

(2) Jangka waktu proses penerbitan IMB paling lambat 7 (tujuh)

hari sejak tanda bukti pembayaran retribusi IMB diterima.

Bagian . . .
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Bagian Kedua
Persyaratan Permohonan IMB

Paragraf 1

Persyaratan Administratif Dokumen Untuk Permohonan IMB

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 47

Setiap permohonan IMB harus mengisi formulir Permohonan
Izin Mendirikan Bangunan Gedung (PIMB) dan memenuhi
persyaratan administratif, yang terdiri atas status hak atas
tanah dan status kepemilikan bangunan gedung.

Format formulir PIMB sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

Setiap bangunan gedung yang didirikan harus pada lahan
kavling/persil yang status hak atas tanahnya jelas.

Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai tanda bukti penguasaan atau kepemilikan tanah,
harus dibuktikan dan/atau dilengkapi dengan:

a. surat bukti status hak atas tanah;
b. surat perjanjian pemanfaatan/penggunaan tanah; dan
c. data kondisi/situasi tanah.

Surat bukti status hak atas tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a yang diputuskan oleh Pemerintah
Daerah dapat berupa:

a. sertifikat tanah;

b. Surat Keputusan Pemberian Hak Penggunaan atas Tanah
oleh pejabat yang berwenang di bidang pertanahan;

c. surat kavling dari Pemerintah Daerah, atau Pemerintah;

fatwa tanah, atau rekomendasi dari Badan Pertanahan
Nasional;

e. surat girik/petuk/akta jual beli, yang sah disertai surat
pernyataan pemilik bahwa tidak dalam status sengketa,
yang diketahui lurah setempat;

f. surat kohir verponding Indonesia, disertai pernyataan
bahwa pemilik telah menempati lebih dari 10 tahun, dan
disertai keterangan pemilik bahwa tidak dalam status
sengketa yang diketahui lurah setempat; atau

g. surat bukti kepemilikan tanah lainnya.

Surat  perjanjian pemanfaatan/ penggunaan  tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan
perjanjian tertulis antara pemilik bangunan gedung dengan
pemilik tanah, apabila pemilik bangunan gedung bukan
pemilik tanah.

(5) Data . ..
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(5) Data kondisi/situasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf ¢, merupakan data-data teknis tanah yang memuat
informasi meliputi:

a.

b
C.
d

gambar peta lokasi/lengkap dengan konturnya;
batas-batas tanah yang dikuasai;
luas tanah; dan

data bangunan gedung eksisting (kalau ada).

Pasal 49

(1) Status kepemilikan bangunan gedung untuk permohonan
IMB pembangunan bangunan gedung baru, yaitu dokumen
keterangan diri pemilik yang mengajukan Permohonan IMB
dan kepemilikan atas bangunan gedung.

(2) Status kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat informasi sekurang-kurangnya:

a.
b.

C.

nama (sebagai perorangan atau wakil pemilik /pengguna);
alamat;

tempat/tanggal lahir;

pekerjaan;

nomor KTP dan data identitas lainnya (Fotokopi KTP dan
bukti identitas lainnya sebagai lampiran);

keterangan mengenai data bangunan gedung; dan

keterangan mengenai perolehan bangunan gedung.

Pasal 50

Dokumen/surat-surat yang terkait dapat berupa:

a. SIPPT untuk pembangunan di atas tanah dengan luas
minimum tertentu;

b. rekomendasi instansi/lembaga yang bertanggungjawab di
bidang fungsi khusus (untuk bangunan gedung fungsi
khusus);

c. dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/UPL/UKL;
dan/atau

d. rekomendasi instansi teknis terkait untuk bangunan gedung
di atas/bawah prasarana dan sarana umum.

Paragraf 2

Persyaratan Teknis Dokumen Untuk Permohonan IMB

Pasal 51

(1) Rencana teknis bangunan gedung hunian rumah tinggal
tunggal sederhana meliputi:

a. data umum bangunan gedung; dan

b.

rencana teknis bangunan gedung.

(2) Data . ..



(2)

(3)
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Data umum bangunan gedung memuat informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. fungsi dan klasifikasi bangunan gedung;

b. luas lantai dasar bangunan gedung;

c. total luas lantai bangunan gedung;

d. ketinggian/jumlah lantai bangunan gedung; dan
e. rencana pelaksanaan.

Rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. gambar pra-rencana bangunan gedung, terdiri atas
gambar situasi(siteplan), denah, tampak, dan gambar
potongan; dan

b. spesifikasi teknis bangunan gedung.

Pasal 52

Rencana teknis bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal
dan rumah deret sampai dengan 2 (dua) lantai meliputi:

a.

b.

(1)

(2)

(3)

data umum bangunan gedung, yang memuat informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2);

rancangan arsitektur bangunan gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);

rancangan struktur secara sederhana/prinsip; dan

rancangan utilitas bangunan gedung secara
sederhana/prinsip.

Pasal 53

Rencana teknis bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak
sederhana 2 (dua) lantai atau lebih dan bangunan gedung
lainnya pada umumnya meliputi:

a. data umum bangunan gedung; dan
b. rencana teknis bangunan gedung.

Data umum bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a memuat informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 ayat (2).

Rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. gambar rancangan arsitektur, terdiri atas gambar situasi
(site plan), denah, tampak, potongan, dan spesifikasi
umum finishing bangunan gedung;

b. gambar rancangan struktur, terdiri atas gambar struktur
bawah (pondasi), struktur atas, termasuk struktur atap,
dan spesifikasi umum struktur bangunan gedung;

c. gambar . . .
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c. gambar rancangan utilitas (mekanikal dan elektrikal),
terdiri atas gambar sistem utilitas (mekanikal dan
elektrikal), gambar sistem pencegahan dan pengamanan
kebakaran, sistem sanitasi, sistem drainase, dan
spesifikasi umum utilitas bangunan gedung;

d. spesifikasi umum bangunan gedung;

e. perhitungan struktur untuk bangunan gedung 2 (dua)
lantai atau lebih dan/atau bentang struktur lebih dari 6
m; dan

f. perhitungan kebutuhan  utilitas (mekanikal dan
elektrikal).

Pasal 54

Rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum
meliputi:

a. data umum bangunan gedung memuat informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2); dan

b. rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 ayat (3).

Paragraf 3
Pelaksana Pengurusan Permohonan IMB

Pasal 55

Pengurusan permohonan IMB dapat dilakukan oleh pemohon
sendiri, atau dapat dengan menunjuk penanggung jawab
perencanaan selaku pelaksana pengurusan permohonan IMB
yang resmi (authorized person) dengan surat kuasa bermeterai
yang cukup.

Bagian Ketiga
Retribusi IMB
Paragraf 1
Jasa Pelayanan
Pasal 56

Atas dasar jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah
Kabupaten Banyuasin dalam hal penerbitan IMB harus
memungut retribusi untuk sebagian atau sama dengan biaya
kegiatan operasional proses, besarnya harus sesuai dengan
penghitungan berdasarkan tingkat penggunaan jasa pelayanan
perizinan dan mempertimbangkan tingkat kemampuan
masyarakat setempat.

Paragraf . . .
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Paragraf 2
Jenis Kegiatan Dan Objek Yang Dikenakan Retribusi
Pasal 57

Jenis kegiatan yang dikenakan retribusi meliputi:

a.
b.

(1)

(2)

pembangunan baru;

rehabilitasi/renovasi meliputi perbaikan/perawatan,
perubahan, perluasan/ pengurangan; dan

pelestarian /pemugaran.

Pasal 58

Obyek yang dikenakan retribusi IMB adalah kegiatan
pemerintah daerah dalam rangka pembinaan melalui
pemberian izin untuk biaya pengendalian penyelenggaraan
yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan,
pemeriksaan dan penatausahaan.

Obyek yang dikenakan retribusi IMB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi:

a. bangunan gedung; dan

b. prasarana bangunan gedung.

Paragraf 3
Penghitungan Besarnya Retribusi IMB
Pasal 59

Komponen retribusi dan biaya meliputi:

a.

(1)

retribusi pembinaan penyelenggaraaan bangunan gedung
untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan
pelestarian/pemugaran; atau

retribusi administrasi IMB meliputi pemecahan dokumen
IMB, pembuatan duplikat/copy dokumen IMB yang
dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang
hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan
pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis
lainnya; dan

retribusi penyediaan formulir Permohonan IMB, termasuk
biaya pendaftaran bangunan gedung.

Pasal 60

Penghitungan  besarnya  retribusi dilakukan dengan
ketentuan:

a. lingkup item komponen retribusi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 huruf a dan huruf b, ditetapkan sesuai
permohonan yang diajukan,;

b. lingkup kegiatan, meliputi pembangunan bangunan
gedung baru, rehabilitasi/ renovasi bangunan gedung
meliputi perbaikan/ perawatan, perubahan, perluasan/
pengurangan, dan pelestarian/pemugaran; dan

c. volume . . .
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c. volume/besaran kegiatan, indeks, harga satuan retribusi
untuk bangunan gedung, dan untuk prasarana bangunan
gedung.

(2) Penghitungan besarnya retribusi mengikuti rumus untuk:
a. pembangunan bangunan gedung baru;
b. rehabilitasi/renovasi, pelestarian/pemugaran; dan
c. pembangunan prasarana bangunan gedung.

(3) Rumus penghitungan besarnya retribusi serta komponen
retribusi dan penghitungan besarnya retribusi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [ sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 61

Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan perizinan IMB
menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu
penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana
bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa
dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).

Paragraf 4
Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi IMB
Pasal 62

(1) Indeks tingkat penggunaan jasa sebagai faktor pengali
terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan
besarnya retribusi meliputi indeks untuk penghitungan
besarnya retribusi:

a. bangunan gedung; dan
b. prasarana bangunan gedung.

(2) Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan
gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan fungsi dan

klasifikasi setiap bangunan gedung dengan
mempertimbangkan spesifikasi bangunan gedung pada:

a. tingkat kompleksitas;

b. tingkat permanensi;

c. tingkat risiko kebakaran bangunan gedung;
tingkat zonasi gempa di kawasan setempat;

e. kepadatan bangunan gedung di peruntukan lokasi
pembangunan;

f. ketinggian atau jumlah lantai;
g. kepemilikan bangunan gedung; dan
h. jangka waktu penggunaan bangunan gedung.

(3) Indeks . . .
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(3) Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana
bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b ditetapkan untuk setiap jenis prasarana bangunan gedung.

Pasal 63

(1) Skala indeks ditetapkan berdasarkan peringkat terendah
hingga tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran
perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa.

(2) Indeks terintegrasi penghitungan besarnya retribusi IMB
untuk bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 64

(1) Untuk identifikasi indeks penghitungan retribusi IMB guna
ketertiban administrasi dan transparansi, disusun daftar
kode dan indeks penghitungan retribusi IMB untuk bangunan
gedung dan prasarana bangunan gedung.

(2) Indeks untuk penghitungan retribusi prasaran bangunan
gedung yang belum terdapat dalam daftar kode dan indeks
IMB dapat diterapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan
jenis konstruksi prasarana bangunan gedung yang ada di
daerah.

Paragraf 5
Harga Satuan (Tarif) Retribusi IMB
Pasal 65

Harga satuan (tarif) retribusi IMB ditetapkan oleh pemerintah
daerah sesuai dengan peringkat skala wilayah administratif
kabupaten/kota, dan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat
serta pertimbangan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 6
Dokumen IMB
Pasal 66

(1) Dokumen IMB diterbitkan dengan kelengkapan sekurang-
kurangnya, meliputi:

a. Keputusan Bupati tentang IMB; dan
b. lampiran-lampiran.

(2) Lampiran-lampiran dokumen IMB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. fungsi dan klasifikasi bangunan gedung (Lampiran a);

b. gambar situasi (Lampiran b) gambar rencana teknis
merupakan berkas terpisah;

c. pembekuan dan pencabutan IMB (Lampiran c); dan

penghitungan besarnya retribusi IMB (Lampiran d).

(3) Format . . .
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(3) Format kelengkapan dokumen IMB sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENYELENGGARAAN SLF
Bagian Kesatu
Pola Umum Pengaturan SLF Bangunan Gedung

Paragraf 1
Umum

Pasal 67

SLF bangunan gedung diberikan untuk bangunan gedung yang
telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan
fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat
dimanfaatkan.

Pasal 68

(1) Pemberian SLF bangunan gedung merupakan satu kesatuan
sistem dengan penerbitan IMB.

(2) Pemberian SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus mengikuti prinsip-prinsip:

a. pelayanan prima; dan
b. tanpa pungutan biaya.

(3) Pelayanan prima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a berarti proses pemeriksaan kelaikan fungsi, persetujuan,
penerbitan SLF bangunan gedung, dan perpanjangan SLF
bangunan gedung dilaksanakan dengan waktu proses yang
singkat sesuai dengan kompleksitas teknis bangunan gedung;
dan

(4) Tanpa pungutan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b berarti SLF bangunan gedung tidak dikenakan biaya
lagi karena merupakan keterangan yang menyatakan bahwa
pelaksanaan pembangunan bangunan gedung telah
memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam IMB untuk
dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.

Paragraf 2
Persyaratan Penerbitan SLF Bangunan Gedung

Pasal 69
SLF bangunan gedung diberikan dengan persyaratan meliputi:
a. pemenuhan persyaratan administratif; dan

b. pemenuhan persyaratan teknis.

Pasal . ..
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(3)

(1)

(2)
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Pasal 70

Pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63 huruf a meliputi:

a. pemeriksaan pada proses penerbitan SLF bangunan
gedung; dan

b. pemeriksaan pada proses perpanjangan SLF.

Pemeriksaan pada proses penerbitan SLF bangunan gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
untuk menilai pemenuhan persyaratan administratif, yang
meliputi:

a. kesesuaian data aktual (terakhir) dengan data dalam
dokumen status hak atas tanah;

b. kesesuaian data aktual (terakhir) dengan data dalam IMB,
dan/atau dokumen status kepemilikan bangunan gedung
yang semula telah ada/dimiliki; dan

c. kepemilikan dokumen IMB.

Pemeriksaan pada proses perpanjangan SLF bangunan
gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan  untuk  menilai pemenuhan persyaratan
administratif, yang meliputi:

a. kesesuaian data aktual dan/atau adanya perubahan
dalam dokumen status kepemilikan bangunan gedung
berdasarkan pada perubahan kepemilikan;

b. kesesuaian data aktual (terakhir) dan/atau adanya
perubahan dalam dokumen status kepemilikan tanah;
dan

c. kesesuaian data aktual (terakhir) dan/atau adanya
perubahan data dalam dokumen IMB berdasarkan antara
lain adanya pemecahan IMB atas permohonan pemilik.

Pasal 71

Pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 huruf b, meliputi:

a. pemeriksaan dan pengujian pada proses penerbitan SLF
bangunan gedung; dan

b. pemeriksaan dan pengujian pada proses perpanjangan
SLF bangunan gedung;

Pemeriksaan dan pengujian pada proses penerbitan SLF

bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a dilakukan untuk menilai pemenuhan persyaratan teknis,

yang meliputi:

a. kesesuaian data aktual (terakhir) dengan data dalam
dokumen pelaksanaan konstruksi bangunan gedung
termasuk as built drawings, pedoman pengoperasian dan
pemeliharaan/perawatan bangunan gedung, peralatan
serta perlengkapan mekanikal dan elektrikal bangunan
gedung (manual), dan dokumen ikatan kerja; dan

b. pengujian . . .



(3)

(4)

(1)

(2)

42

b. pengujian/tes di lapangan (on site) dan/atau di
laboratorium untuk aspek keselamatan, kesehatan,
kenyamanan, dan kemudahan, pada struktur, peralatan,
dan perlengkapan bangunan gedung, serta prasarana
bangunan gedung pada komponen konstruksi atau
peralatan yang memerlukan data teknis yang akurat.

Pemeriksaan dan pengujian pada proses perpanjangan SLF
bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dilakukan untuk menilai pemenuhan persyaratan teknis,
yang meliputi:

a. kesesuaian data aktual (terakhir) dengan data dalam
dokumen laporan hasil pemeriksaan berkala, laporan
pengujian  struktur, peralatan, dan perlengkapan
bangunan gedung, serta prasarana bangunan gedung,
laporan hasil perbaikan dan/atau penggantian pada
kegiatan perawatan, termasuk adanya perubahan fungsi
bangunan gedung, intensitas, arsitektur bangunan
gedung, dan dampak lingkungan yang ditimbulkan; dan

b. pengujian/tes di lapangan (on site) dan/atau di
laboratorium untuk aspek keselamatan, kesehatan,
kenyamanan dan kemudahan, pada struktur, peralatan
dan  perlengkapan bangunan gedung, prasarana
bangunan gedung pada struktur, komponen konstruksi
bangunan gedung dan peralatan yang memerlukan data
yang akurat, termasuk adanya perubahan fungsi
bangunan gedung, peruntukan dan intensitas, arsitektur
bangunan gedung, serta dampak lingkungan yang
ditimbulkan.

Pengujian/tes sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b
dan ayat (6) huruf b dilakukan sesuai dengan pedoman teknis
dan tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.

Pasal 72

Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung meliputi:

a. pemeriksaan pemenuhan persyaratan administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan
melakukan pemeriksaan kelengkapan, keabsahan, dan
kebenaran/kesesuaian data dalam dokumen; dan

b. pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65 dengan melakukan
pemeriksaan pemenuhan persyaratan tata bangunan, dan
persyaratan keandalan bangunan gedung.

Pemeriksaan pemenuhan persyaratan tata bangunan, dan
persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi persyaratan
keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

(3) Data . ..
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Data hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b dicatat dalam daftar simak, disimpulkan
dalam surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan gedung
atau rekomendasi pada pemeriksaan pertama, pemeriksaan
berkala dan laporan yang terakumulasi sesuai dengan jadwal
pemeriksaan berkala yang disyaratkan untuk setiap sistem,
atau komponen pada bangunan gedung.

Pasal 73

Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung untuk
perpanjangan SLF bangunan gedung wajib, melakukan
pemeriksaan ulang persyaratan keselamatan sebagai
persyaratan teknis yang mutlak untuk pemenuhan
persyaratan minimal berfungsinya bangunan gedung.

Pemeriksaan ulang persyaratan keselamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemeriksaan kemampuan untuk mendukung beban
muatan;

b. pemeriksaan kemampuan dalam mencegah dan
menanggulangi bahaya kebakaran; dan

c. pemeriksaan kemampuan dalam mencegah bahaya
sambaran petir.

Pasal 74

Pemeriksaan kemampuan untuk mendukung beban muatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a
dilakukan dengan lingkup:

pemeriksaan kondisi struktur bangunan gedung; dan
pemeriksaan kondisi komponen bangunan gedung.

Pemeriksaan kemampuan untuk mendukung beban muatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
metode:

pengamatan visual; dan
pemeriksaan mutu bahan dengan peralatan yang sesuai.

Peralatan yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, meliputi:

a. ultrasonic untuk beton dan baja tulangan; dan
b. core drill dan hammer test untuk beton.

Untuk kondisi bangunan gedung yang mengalami perubahan
fungsi, perubahan beban, dan/atau pasca bencana,
pemeriksaan kemampuan untuk mendukung beban muatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan juga:

a. analisis model untuk perhitungan beban, gaya, dan
kapasitas daya dukung struktur; dan

b. wuji beban.

(5) Analisa . . .
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(5) Analisis model untuk perhitungan beban, gaya, dan kapasitas

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

daya dukung struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilakukan dengan:

a. analisis statis 2 dimensi, atau 3 dimensi terhadap beban
gravitasi untuk bangunan gedung dengan konfigurasi
struktur beraturan, dan tinggi bangunan gedung kurang
dari 40 m; dan

b. analisis dinamik wuntuk bangunan gedung dengan
konfigurasi struktur tidak beraturan, dan tinggi bangunan
gedung 40 m atau lebih.

Pasal 75

Pemeriksaan kemampuan dalam mencegah dan
menanggulangi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b dilakukan dengan lingkup:

a. identifikasi bahaya dan risiko;
b. sistem proteksi pasif;
c. sistem proteksi aktif;

sarana jalan keluar; dan

e. operasional dan pemeliharaan (manajemen
penanggulangan kebakaran).

Pemeriksaan kemampuan dalam mencegah dan
menanggulangi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan metode:

a. daftar simak (check list);
b. inspeksi visual; dan

c. kajian keselamatan.

Pasal 76

Pemeriksaan kemampuan dalam mencegah bahaya sambaran
petir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c
dilakukan dengan lingkup:

a. pemeriksaan kondisi sistem instalasi penangkal petir; dan

b. pemeriksaan kondisi komponen instalasi penangkal petir
meliputi instalasi eksternal, dan instalasi internal.

Pemeriksaan kemampuan dalam mencegah bahaya sambaran
petir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
metode sesuai dengan tata cara pemeriksaan sistem instalasi
penangkal petir.

Paragraf 3
Masa Berlaku SLF Bangunan Gedung
Pasal 77

Masa berlaku SLF bangunan gedung meliputi:

a. untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal
sederhana dan rumah deret sederhana tidak dibatasi
(tidak ada ketentuan untuk perpanjangan SLF);

b. untuk . ..



(2)

45

b. untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal,
dan rumah deret sampai dengan 2 (dua) lantai ditetapkan
dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; dan

c. untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak
sederhana, bangunan gedung lainnya pada umumnya,
dan bangunan gedung tertentu ditetapkan dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun.

Masa pengurusan perpanjangan SLF  bangunan gedung
dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender
sebelum masa Dberlaku SLF bangunan gedung atau
perpanjangan SLF bangunan gedung berakhir.

Paragraf 4
Dasar Pemberian SLF Bangunan Gedung

Pasal 78

Penerbitan SLF bangunan gedung dan perpanjangan SLF
bangunan gedung diproses atas dasar:

a.
b.

(1)

permintaan pemilik/pengguna bangunan gedung;

adanya perubahan fungsi, perubahan beban, atau perubahan
bentuk bangunan gedung;

adanya kerusakan bangunan gedung akibat bencana seperti
gempa bumi, tsunami, kebakaran, dan/atau bencana lainnya;
atau

adanya laporan masyarakat terhadap bangunan gedung yang
diindikasikan membahayakan keselamatan masyarakat dan
lingkungan sekitarnya.

Paragraf 5
Pemberian SLF Bangunan Gedung

Pasal 79

Penerbitan SLF bangunan gedung diberlakukan pertama kali
untuk bangunan gedung yang baru selesai dibangun, dengan
ketentuan:

a. untuk bangunan gedung tunggal dalam 1 (satu)
kavling/persil, SLF bangunan gedung dapat diberikan
hanya pada bangunan gedung yang merupakan satu
kesatuan sistem;

b. penerbitan SLF bangunan gedung untuk sebagian
diberikan pada wunit bangunan gedung yang terpisah
secara horizontal, atau terpisah secara konstruksi; dan

c. untuk kelompok unit bangunan gedung dalam 1 (satu)
kavling/persil dengan kepemilikan yang sama, SLF
bangunan gedung dapat diterbitkan secara bertahap
untuk sebagian bangunan gedung yang secara teknis
sudah fungsional, dan akan dimanfaatkan sesuai dengan
permintaan pemilik/pengguna.

(2) Penerbitan . . .
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Penerbitan SLF bangunan gedung dilakukan setelah
pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung
dengan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap persyaratan
administratif, dan persyaratan teknis telah memenuhi
persyaratan.

Untuk bangunan gedung yang dibangun secara massal oleh
pengembang (developer), seperti pembangunan perumahan,
serta fasilitas sosial dan fasilitas umum, SLF bangunan
gedung dapat diminta secara bertahap oleh pengembang.

Untuk bangunan gedung dengan sistem strata title,
penerbitan  SLF diberikan untuk satu kesatuan sistem
bangunan gedung.

Pasal 80

Perpanjangan SLF bangunan gedung diberlakukan untuk
bangunan gedung yang telah dimanfaatkan sesuai dengan
ketentuan:

a. 20 (dua puluh) tahun untuk rumah tinggal tunggal dan
rumah deret sampai dengan 2 (dua) lantai; dan

b. 5 (lima) tahun untuk bangunan gedung hunian rumah
tinggal tidak sederhana, bangunan gedung lainnya pada
umumnya, dan bangunan gedung tertentu.

Perpanjangan SLF bangunan gedung dilakukan setelah
pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung
dengan hasil pemeriksaan/ pengujian terhadap persyaratan
administratif dan persyaratan teknis, serta hasil pemeriksaan
berkala dalam rangka pemeliharaan/perawatan pada tahun-
tahun sebelumnya telah memenuhi persyaratan.

Terhadap bangunan gedung yang dilakukan perubahan
fungsi diberlakukan perpanjangan SLF bangunan gedung
setelah diterbitkannya IMB yang baru atas perubahan fungsi
bangunan gedung tersebut.

Bagian Kedua
Tata Cara Penerbitan SLF Bangunan Gedung
Paragraf 1
Umum
Pasal 81
Tata cara penerbitan SLF bangunan gedung meliputi tahapan:
a. kelengkapan dokumen;

b. pemeriksaan/pengujian  kelaikan fungsi bangunan
gedung;

c. pengajuan permohonan penerbitan SLF bangunan
gedung;

d. pemeriksaan oleh instansi terkait;

e. pemeriksaan bersama antar instansi terkait dengan
bangunan gedung;

f. persetujuan . . .
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f. persetujuan pengesahan; dan
g. penerbitan SLF .

Bagan tata cara penerbitan SLF bangunan gedung
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 82

Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal
75 ayat (1) huruf a merupakan proses pengurusan penerbitan
SLF bangunan gedung yang pertama diterbitkan dapat
dilakukan setelah pelaksanaan konstruksi bangunan gedung
selesai dan dilengkapi dokumen.

Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. dokumen pelaksanaan konstruksi, atau catatan
pelaksanaan konstruksi termasuk as built drawings,
pedoman pengoperasian dan pemeliharaan/ perawatan
bangunan gedung, peralatan serta perlengkapan
mekanikal dan elektrikal bangunan gedung (manual), dan
dokumen ikatan kerja; dan

b. dokumen  administratif —meliputi IMB, dokumen
status/bukti kepemilikan bangunan gedung dan dokumen
status hak atas tanah.

Pasal 83

Pemeriksaan/pengujian kelaikan fungsi bangunan gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b
dilakukan dengan pengisian hasilnya pada formulir daftar
simak pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.

Pemeriksaan/pengujian kelaikan fungsi bangunan gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

a. penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi
yang memiliki sertifikat keahlian; atau

b. pemerintah daerah, apabila pelaksanaan konstruksi
bangunan gedung dan pengawasan dilakukan oleh
pemilik pada pelaksanaan konstruksi bangunan gedung
hunian rumabh tinggal tunggal dan rumah deret.

Pemilik bangunan gedung wajib memperbaiki bagian-bagian
bangunan gedung yang belum memenuhi persyaratan.

Hasil pengisian daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi
bangunan gedung, setelah dianalisis dirangkum dalam surat
pernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung
atau berupa rekomendasi.

Formulir Daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan Fungsi
Bangunan Gedung dan Formulir Surat Pernyataan
Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal . ..
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Pasal 84

Pengajuan permohonan penerbitan SLF bangunan gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c
dilakukan setelah bangunan gedung selesai pelaksanaan
konstruksinya.

Permohonan penerbitan SLF bangunan gedung disertai
lampiran sekurang-kurangnya meliputi:

a. Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan
gedung atau rekomendasi hasil pemeriksaan kelaikan
fungsi dengan tanda tangan di atas meterai secukupnya;

b. Daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan
Gedung;

c. As Built drawings; dan

d. Dokumen administratif.

Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d, meliputi:

a. IMB awal atau perubahan IMB jika terdapat perubahan
pada pelaksanaan konstruksi;

b. dokumen status/bukti kepemilikan bangunan gedung;
dan

c. dokumen status hak atas tanah.

Permohonan penerbitan SLF bangunan gedung ditujukan
kepada Pemerintah Daerah.

Formulir Permohonan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran
II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 85

Pemeriksaan oleh instansi terkait sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d dilakukan melalui koordinasi
antara instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan
gedung dengan instansi-instansi terkait atas dasar surat
Permohonan Penerbitan SLF Bangunan Gedung.

Instansi-instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain:

a. instansi yang bertanggung jawab di bidang pencegahan
dan penanggulangan kebakaran, melakukan
pemeriksaan/pengujian pemenuhan persyaratan proteksi
pasif dan proteksi aktif pencegahan dan penanggulangan
kebakaran, termasuk sistem dan jalur operasional
pasukan pemadam kebakaran;

b. instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan
hidup, melakukan pemeriksaan UPL/UKL terhadap
kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan dan
limbah; dan

c. instansi . ..
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c. instansi yang bertanggung jawab di bidang keselamatan
dan kesehatan kerja, melakukan pemeriksaan pemenuhan
persyaratan  perlindungan bagi keselamatan dan
kesehatan pekerja dalam melaksanakan kegiatan di dalam
bangunan gedung.

(3) Pemilik/penyedia jasa/pengembang wajib melaksanakan
perbaikan/penyesuaian jika ada yang belum memenuhi
persyaratan.

(4) Hasil pemeriksaan dicatat dengan pengisian pada formulir
daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi dan disimpulkan
dalam rekomendasi (saran).

Pasal 86

(1) Pemeriksaan bersama antar instansi terkait dengan
bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75
ayat (1) huruf e dapat dilakukan pada bangunan gedung
prioritas yang dinilai strategis berdasarkan kebijakan tertentu
sebagai contoh (sample), seperti bangunan gedung yang
menjadi tenggeran (landmark), bangunan bernilai arsitektural
tinggi, atau bangunan gedung untuk kepentingan masyarakat
luas.

(2) Pemeriksaan bersama antar instansi terkait dengan
bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan ketentuan:

a. hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam berita
acara pemeriksaan bersama; dan

b. berita acara pemeriksaan bersama menjadi pertimbangan
dalam persetujuan untuk penerbitan SLF bangunan
gedung.

Pasal 87

(1) Persetujuan dan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 75 ayat (1) huruf f dilakukan melalui pemeriksaan
dokumen surat permohonan penerbitan SLF bangunan
gedung oleh instansi teknis pembina penyelenggaraan
bangunan gedung.

(2) Persetujuan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. persetujuan dinyatakan dengan penandatanganan Surat
Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan
Gedung atau Rekomendasi; dan

b. pengesahan untuk penerbitan Sertifikat Laik Fungsi
bangunan gedung dibuat pada lembar pengesahan yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pasal 88

Penerbitan SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1)
huruf g dilakukan oleh Bupati/Walikota.

Paragraf . . .
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Paragraf 2
Tata Cara Berdasarkan Penggolongan
Pasal 89

Bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana
dan rumah deret sederhana yang pelaksanaan konstruksi dan
pengawasan dilakukan oleh pemilik secara individual,
prinsipnya harus mengikuti tata cara umum dengan
ketentuan:

a. catatan pelaksanaan konstruksi dibuat oleh pemilik, dan
rencana teknis menggunakan desain yang tersedia yang
memenuhi persyaratan berupa antara lain desain prototip
rumah sederhana, atau rumah deret (desain siap pakai)
yang disediakan oleh pemerintah daerah;

b. pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dapat
dilakukan oleh instansi teknis pembina penyelenggaraan
bangunan gedung, atau penanggung jawab di tingkat
pemerintahan sesuai dengan penetapan pendelegasian
urusan oleh Pemerintah Daerah.

c. Surat Permohonan Penerbitan SLF Bangunan Gedung
ditujukan kepada pimpinan tingkat Pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada huruf a.

d. Dokumen SLF ditandatangani oleh pimpinan tingkat
Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, atas
nama Bupati.

Dalam hal bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal
sederhana dan rumah deret sederhana yang pelaksanaan
konstruksi bangunan gedung dilakukan oleh penyedia jasa
atau pengembang secara massal, prinsipnya harus mengikuti
tata cara umum dengan ketentuan pemeriksaan kelaikan
fungsi bangunan gedung dilakukan oleh penyedia jasa
pengawasan atau manajemen konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a.

Pasal 90

Bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah
deret sampai dengan 2 (dua) lantai yang pelaksanaan
konstruksi dan pengawasan dilakukan oleh pemilik secara
individual, prinsipnya harus mengikuti tata cara umum
dengan ketentuan:

a. catatan pelaksanaan konstruksi dibuat oleh pemilik, dan
prarencana serta rencana teknis lainnya berupa desain
baru;

b. pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dilakukan
oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 77 ayat (2) huruf b; dan

c. surat permohonan penerbitan SLF bangunan gedung
ditujukan kepada pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud pada dalam Pasal 78 ayat (4).

(2) Dalam . . .
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Dalam hal bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal
dan rumah deret sampai dengan 2 (dua) lantai yang
pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa atau
pengembang secara massal, prinsipnya harus mengikuti tata
cara umum dengan ketentuan pemeriksaan kelaikan fungsi
dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen
konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2)
huruf a.

Pasal 91

Bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana 2 (dua)
lantai atau lebih dan bangunan gedung lainnya pada umumnya,
yang pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa atau
pengembang, prinsipnya harus mengikuti tata cara umum
dengan ketentuan:

a.

b.

(1)

(2)

pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dilakukan
oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi;

harus mendapat rekomendasi dari instansi terkait seperti
instansi-instansi yang bertanggung jawab di bidang
pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan instansi
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79;

permohonan penerbitan SLF bangunan gedung dapat
dilakukan dengan pemberian kuasa kepada penyedia jasa
pengawasan atau manajemen konstruksi;

Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung ditujukan kepada Bupati/Walikota; dan

dokumen SLF ditandatangani oleh bupati atau pejabat yang
ditunjuk olehnya.

Pasal 92

Bangunan gedung untuk kepentingan umum yang
pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa atau
pengembang, prinsipnya harus mengikuti tata cara umum
dengan ketentuan:

a. pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dilakukan
oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen
konstruksi;

b. harus mendapat rekomendasi dari instansi terkait
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79;

c. permohonan penerbitan SLF bangunan gedung dapat
dilakukan dengan pemberian kuasa kepada pengawasan
atau manajemen konstruksi;

d. TABG membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan
pertimbangan teknis pada kegiatan opsional pemeriksaan
bersama.

Pemberian kuasa kepada pengawasan atau manajemen
konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dilakukan oleh:

a. pemilik . . .
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a. pemilik, dalam hal pelaksanaan konstruksi bangunan

gedung dilakukan berdasarkan penugasan pemilik kepada
penyedia jasa pelaksanaan konstruksi, dan pembiayaan
oleh pemilik; atau

pengembang, dalam hal pelaksanaan konstruksi
bangunan gedung dilakukan oleh pengembang dengan
pembiayaan sendiri, atau sumber serta skim pembiayaan
lainnya.
Bagian Ketiga
Tata Cara Perpanjangan SLF Bangunan Gedung
Paragraf 1

Umum
Pasal 93

(1) Tata cara perpanjangan SLF bangunan gedung meliputi
tahapan:

a.

b.

f.

g.

pemeriksaan berkala bangunan gedung dalam rangka
pemeliharaan dan perawatan;

pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dalam
rangka perpanjangan SLF bangunan gedung

permohonan perpanjangan SLF bangunan gedung;
pemeriksaan oleh instansi terkait;

pemeriksaan bersama antar instansi terkait dengan
bangunan gedung;

persetujuan pengesahan; dan

penerbitan SLF perpanjangan.

(2) Bagan tata cara perpanjangan SLF bangunan gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 94

(1) Pemeriksaan berkala bangunan gedung dalam rangka
pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 87 ayat (1) huruf a dilakukan oleh:

a.
b.

pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung;

pengelola bangunan gedung berbentuk badan hukum;
atau

penyedia jasa pengkajian teknis yang memiliki sertifikat
keahlian.

(2) Pemeriksaan berkala bangunan gedung oleh pemilik
dan/atau pengguna bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal:

a. bangunan . . .
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(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
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a. bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal, dan
rumah deret sampai dengan 2 (dua) lantai, yang
pelaksanaan konstruksi dan pengawasannya dilakukan
oleh pemilik; atau

b. pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung memiliki
unit kerja dan SDM yang memiliki sertifikat keahlian
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pemeriksaan berkala bangunan gedung oleh pengelola
bangunan gedung berbentuk badan hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal:

a. para pemilik/pengguna mengadakan ikatan hukum
dengan pengelola bangunan gedung; dan

b. pengelola bangunan gedung memiliki SDM yang memiliki
sertifikat keahlian sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Bagan tata cara pemeriksaan berkala bangunan gedung dan
formulir Surat Pernyataan Pemeriksaan Berkala Bangunan
Gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 95

Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dalam rangka
perpanjangan SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b dilakukan oleh:

a. pemerintah daerah, dalam hal bangunan gedung hunian
rumah tinggal tunggal, dan rumah deret; atau

b. penyedia jasa pengkajian teknis yang memiliki sertifikat
keahlian.

Pemilik/pengguna bangunan gedung wajib memperbaiki
bagian-bagian bangunan gedung yang belum memenuhi
persyaratan; dan

Hasil pengisian daftar simak pemeriksaan berkala bangunan
gedung, dan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung,
masing-masing dirangkum dalam  Surat Pernyataan
Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung atau
Rekomendasi.

Formulir Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi
Bangunan Gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran
I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 96

Pengurusan perpanjangan SLF bangunan gedung dilakukan
setelah pemilik/pengguna/pengelola melakukan penyiapan
kompilasi (himpunan) hasil:

a. pemeriksaan berkala bangunan gedung; dan

b. pemeriksaan/pengujian  kelaikan fungsi bangunan
gedung.

(2) penyiapan . . .
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(2) Penyiapan kompilasi (himpunan) hasil pemeriksaan berkala
bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dilakukan dalam rangka pemeliharaan dan perawatan
bangunan gedung pada tahapan pemanfaatan yang telah
berjalan, dengan dokumen meliputi:

a. laporan pemeriksaan berkala bangunan gedung, laporan
pemeliharaan, dan perawatan bangunan gedung;

b. Daftar Simak Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung;
dan

c. Dokumen Surat Pernyataan Pemeriksaan Berkala
Bangunan Gedung, atau Rekomendasi.

(3) Pemeriksaan/pengujian kelaikan fungsi bangunan gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
dalam rangka perpanjangan SLF bangunan gedung, dengan
dokumen meliputi:

a. Daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan
Gedung; dan

b. Dokumen Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi
Bangunan Gedung, atau Rekomendasi.

Pasal 97

Permohonan perpanjangan SLF bangunan gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c dilakukan dengan
formulir surat permohonan dengan ketentuan yang sama dengan
penerbitan SLF bangunan gedung untuk pertama kali
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.

Pasal 98

Pemeriksaan oleh instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 87 ayat (1) huruf d dilakukan melalui koordinasi antara
instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung
dengan instansi-instansi terkait atas dasar Surat Permohonan
Perpanjangan SLF Bangunan Gedung, dengan ketentuan yang
sama dengan penerbitan SLF bangunan gedung untuk pertama
kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.

Pasal 99

Pemeriksaan bersama antar instansi terkait dengan bangunan
gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf e
bersifat opsional, dengan ketentuan yang sama dengan
penerbitan SLF bangunan gedung untuk pertama kali
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.

Pasal 100

Persetujuan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87
ayat (1) huruf f dilakukan terhadap hasil pemeriksaan kelaikan
fungsi bangunan gedung, dengan ketentuan yang sama dengan
penerbitan SLF bangunan gedung untuk pertama kali
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.

Pasal . ..
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Pasal 101

Penerbitan SLF Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 87 ayat (1) huruf g dilakukan oleh Bupati.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Paragraf 2
Tata Cara Berdasarkan Penggolongan
Pasal 102

Pemeriksaan berkala bangunan gedung hunian rumah tinggal
tunggal sederhana dan rumah deret sederhana serta
bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah
deret sampai dengan 2 (dua) lantai, dilakukan oleh pemilik
bangunan gedung.

Dokumen hasil pemeriksaan berkala bangunan gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Daftar Simak Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung;
b. Laporan pemeriksaan berkala; dan

c. Surat Pernyataan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung
atau Rekomendasi.

Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung hunian
rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana
serta bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan
rumah deret sampai dengan 2 (dua) lantai, dapat dilakukan
oleh:

a. penyedia jasa pengkajian teknis konstruksi bangunan
gedung yang memiliki sertifikat keahlian; atau

b. pemerintah daerah.

Pasal 103

Pemeriksaan berkala bangunan gedung hunian rumah tinggal
tidak sederhana 2 (dua) lantai atau lebih dan bangunan
gedung lainnya pada umumnya, dapat dilakukan oleh:

a. pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung, dalam hal
pemilik, dan/atau pengguna memiliki unit kerja dan SDM
yang memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

b. pengelola berbentuk badan hukum dan memiliki SDM
yang memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dalam hal para
pemilik/pengguna mengadakan ikatan hukum dengan
pengelola; atau

c. penyedia jasa pengkajian teknis yang memiliki sertifikat
keahlian.

Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung hunian
rumah tinggal tidak sederhana (dua) lantai atau lebih dan
bangunan gedung lainnya pada umumnya, harus dilakukan
oleh penyedia jasa pengkajian teknis yang memiliki sertifikat
keahlian.

Pasal . ..



56

Pasal 104
Bagan alir proses perpanjangan SLF bangunan gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dan Pasal 97 tercantum
dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 105

(1) Pemeriksaan berkala bangunan gedung untuk kepentingan
umum dilakukan oleh pemilik, pengelola atau penyedia jasa
pengkajian teknis yang memiliki sertifikat keahlian

(2) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung untuk
kepentingan umum harus dilakukan oleh penyedia jasa
pengkajian teknis yang memiliki sertifikat keahlian.

Paragraf 3
Dokumen Untuk Proses Perpanjangan SLF Bangunan Gedung
Pasal 106

Dokumen untuk proses perpanjangan SLF bangunan gedung
meliputi:

a. Surat Permohonan Penerbitan/Perpanjangan SLF bangunan
gedung, yang dibuat setelah pemeriksaan kelaikan fungsi
bangunan  gedung menilai kesesuaian = persyaratan
administratif dan persyaratan teknis.

b. Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan
Gedung atau Rekomendasi hasil pemeriksaan kelaikan fungsi
bangunan gedung ditandatangani di atas meterai
secukupnya;

c. as built drawings;

fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Gedung atau
perubahannya;

e. fotokopi dokumen status hak atas tanah;

fotokopi dokumen status/bukti kepemilikan bangunan
gedung; dan

g. dokumen SLF bangunan gedung terakhir.

Bagian Keempat
Pelaksana Pengurusan Permohonan SLF Bangunan Gedung
Pasal 107
Pengurusan permohonan SLF dapat dilakukan oleh:
a. pemohon sendiri;

b. menunjuk penyedia jasa pengawasan atau manajemen
konstruksi dengan surat kuasa bermeterai yang cukup, atau

c. menunjuk penyedia jasa pengkajian teknis selaku pelaksana
pengurusan permohonan SLF bangunan gedung yang resmi
(authorized person) dengan surat kuasa bermeterai yang
cukup.

Bagian . . .
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Bagian Kelima
Dokumen SLF Bangunan Gedung
Paragraf 1
Sertifikat
Pasal 108

Dokumen SLF bangunan gedung digunakan sebagai dokumen
Penerbitan SLF bangunan gedung dan Perpanjangan SLF
bangunan gedung.

Nomor dokumen SLF bangunan gedung harus
mengidentifikasikan sebagai yang pertama kali (awal) atau
perpanjangan yang telah dibuat/dilakukan.

Dokumen SLF bangunan gedung berupa lembar Surat
Keterangan Bangunan Gedung Laik Fungsi, yang
ditandatangani oleh bupati.

Lembar dokumen ini diganti pada setiap perpanjangan,
dimana lembar lama dikembalikan kepada instansi teknis
pembina penyelenggaraan bangunan gedung.

Dokumen SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati/Walikota ini.

Paragraf 2
Lampiran-Lampiran
Pasal 109
Lampiran-lampiran dokumen SLF bangunan gedung meliputi:

a. lembar Pencatatan Data Tanggal penerbitan dan
perpanjangan SLF bangunan gedung;

b. lembar Gambar Block Plan/ Site Plan; dan

c. lembar Daftar Kelengkapan Dokumen untuk
perpanjangan SLF bangunan gedung.

Lembar Pencatatan Data Tanggal penerbitan dan
perpanjangan SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a memiliki ketentuan:

a. berlaku untuk seluruh atau sebagian bangunan gedung
dan prasarana bangunan gedung; dan

b. bersifat tetap pada pemilik/pengguna bangunan gedung.
Lembar Gambar Block Plan/Site Plan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b memiliki ketentuan:

a. menunjukkan blok bangunan gedung dan prasarana
bangunan gedung yang mendapat penerbitan SLF
bangunan gedung atau perpanjangan SLF bangunan
gedung;

b. dibuat setiap proses perpanjangan SLF bangunan gedung;
dan

C. S€cara . ..
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c. secara kumulatif tetap pada pemilik/pengguna bangunan
gedung.

Lembar Daftar Kelengkapan Dokumen untuk perpanjangan

SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ memiliki ketentuan:

a. berfungsi sebagai informasi untuk  pengurusan
permohonan perpanjangan SLF bangunan gedung; dan

b. bersifat tetap pada pemilik/pengguna bangunan gedung.

Bagian Keenam

Pelaksana Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Dan Pemeriksaan

(1)

(2)

(3)

(1)

Berkala Bangunan Gedung
Paragraf 1
Penyedia Jasa
Pasal 110

Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung
hunian rumah tinggal tidak sederhana, bangunan gedung
lainnya pada umumnya, dan bangunan gedung tertentu
untuk kepentingan umum dalam proses penerbitan SLF
bangunan gedung, dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan
konstruksi/MK yang memiliki sertifikat keahlian sesuai
dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pelaksanaan pengkajian teknis untuk pemeriksaan kelaikan
fungsi bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak
sederhana, bangunan gedung lainnya pada umumnya, dan
bangunan gedung tertentu untuk kepentingan umum, dalam
proses perpanjangan SLF bangunan gedung, dilakukan oleh
penyedia jasa pengkajian teknis konstruksi bangunan gedung
yang memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Hubungan kerja antara pemilik/pengguna bangunan gedung
dengan penyedia jasa pengawasan atau manajemen
konstruksi atau penyedia jasa pengkajian teknis konstruksi
bangunan gedung dilaksanakan berdasarkan ikatan kerja
dalam bentuk perjanjian tertulis.

Paragraf 2
Pemerintah Daerah
Pasal 111

Pelaksanaan pengkajian teknis dalam rangka pemeriksaan
kelaikan fungsi dan pemeriksaan berkala dilakukan oleh
pemerintah daerah, khususnya instansi teknis pembina
penyelenggaraan bangunan gedung, dalam hal bangunan
gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret
pelaksanaan konstruksi dan pengawasannya dilakukan oleh
pemilik.

(2) Dalam . ..
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Dalam hal tidak terdapat tenaga teknis yang cukup di
instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung,
pemerintah daerah dapat menugaskan penyedia jasa
pengawasan atau penyedia jasa pengkajian teknis konstruksi
bangunan gedung, untuk pemeriksaan kelaikan fungsi
gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah
deret sederhana.

Dalam hal belum terdapat penyedia jasa pengkajian teknis
konstruksi bangunan gedung di daerahnya, instansi teknis
pembina penyelenggaraan bangunan gedung bekerja sama
dengan asosiasi profesi yang terkait dengan bangunan gedung
untuk melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan
gedung.

Biaya pemeriksaan Dberkala bangunan gedung dan
pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada
anggaran biaya pemerintah daerah.

Paragraf 3
Pemilik/Pengguna Bangunan Gedung
Pasal 112

Pemilik/pengguna bangunan gedung yang memiliki unit
teknis dengan SDM yang memiliki sertifikat keahlian sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dapat
melakukan pemeriksaan berkala bangunan gedung dalam
rangka pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung.

Pengelola berbentuk badan usaha, yang memiliki unit teknis
dengan SDM yang memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengadakan
ikatan kontrak dengan pemilik/pengguna bangunan gedung,
dapat melakukan pemeriksaan berkala bangunan gedung
dalam rangka pemeliharaan dan perawatan bangunan
gedung.

Pemilik perorangan bangunan gedung hunian rumah tinggal
tunggal dan rumah deret yang memiliki keahlian, dapat
melakukan pemeriksaan berkala bangunan gedung dalam
rangka pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung.

Bagian Ketujuh
Label Tanda Bangunan Gedung Laik Fungsi
Pasal 113

Pemerintah daerah dalam mengawasi pemanfaatan bangunan
gedung, antara lain dengan menyediakan label tanda
pemeriksaan bangunan gedung yang telah memenuhi
persyaratan laik fungsi, bersamaan dengan penerbitan atau
perpanjangan SLF bangunan gedung, yang memuat
logo/ikon, tanggal mulai berlaku dan tanggal berakhirnya SLF
bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung.

(2) Pemilik . . .
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(2) Pemilik/pengguna bangunan gedung selain bangunan gedung
hunian rumah tinggal, dan rumah deret, dengan masa
berlaku SLF bangunan gedung S (lima) tahun, wajib
memasang label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada
dinding di luar atau di dalam bangunan gedung yang mudah
dilihat oleh pengunjung.

Bagian Kedelapan
Pemberlakuan

Pasal 114

(1) Penerapan penyediaan dan pemberlakuan label dijadwalkan
setelah melalui sosialisiasi sesuai kondisi daerah dan secara
bertahap untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Perundang-undangan tentang bangunan gedung.

(2) Label tanda bangunan gedung laik fungsi dengan desain
logo/ikon, ukuran, dan bahan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENYELENGGARAAN TABG
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi TABG
Paragraf 1
Pola Penyelenggaraan Bangunan Gedung Tertentu
Pasal 115

(1) Kriteria bangunan gedung tertentu yang penyelenggaraannya
melibatkan TABG yaitu bangunan gedung untuk kepentingan
umum.

(2) Rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum
harus mendapat pertimbangan teknis dari TABG serta melalui
dengar pendapat publik untuk mendapat
persetujuan/pengesahan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 116
(1) Peran TABG dalam kegiatan perencanaan bangunan gedung
meliputi:
a. memberikan pertimbangan teknis untuk pengesahan
dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu; dan

b. memberikan pendapat dalam penetapan jarak bebas
untuk bangunan gedung fasilitas umum di bawah
permukaan tanah.

(2) Peran TABG dalam kegiatan pelaksanaan, pemanfaatan,
pelestarian, dan pembongkaran bangunan gedung yang
menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, meliputi:

a. menerima pendapat dan pertimbangan dari masyarakat,
dan

b. memberikan . . .
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b. memberikan masukan dan pertimbangan dalam
penyelesaian masalah secara langsung kepada Pemerintah
Daerah dan/atau melalui forum dengar pendapat publik.

(3) Peran TABG dalam kegiatan pembangunan, pemanfaatan,
pelestarian, dan pembongkaran bangunan gedung yang
mengakibatkan kerugian harta benda orang lain, kecelakaan
bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup, dan
hilangnya nyawa orang lain, meliputi:

a. memberikan pertimbangan teknis untuk membantu
proses peradilan; dan

b. menjaga objektivitas dan nilai keadilan dalam pemutusan
perkara tentang pelanggaran dalam penyelenggaraan
bangunan gedung.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 117

Tim Ahli Bangunan Gedung mempunyai tugas umum
memberikan nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional
membantu Pemerintah Daerah, atau Pemerintah dalam
penyelenggaraan bangunan gedung.

Pasal 118

Tugas TABG secara rutin tahunan:

a. untuk keseluruhan unsur dan keahlian yaitu memberikan
pertimbangan teknis berupa nasihat, pendapat, dan
pertimbangan profesional pada pengesahan rencana teknis
bangunan gedung untuk kepentingan umum; dan

b. untuk unsur instansi Pemerintah Daerah yaitu memberikan
masukan tentang program dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi instansi yang terkait.

Pasal 119

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 112 huruf a, TABG dari keseluruhan unsur dan
keahlian memiliki fungsi penyusunan analisis terhadap
rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum,
meliputi:

a. pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan
persetujuan/ rekomendasi dari instansi/pihak yang
berwenang;

b. pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan
ketentuan tentang persyaratan tata bangunan; dan

c. pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan
ketentuan tentang persyaratan keandalan bangunan.

(2) Dalam . . .
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 112 huruf b, TABG dari unsur instansi Pemerintah
daerah memiliki fungsi menyatakan persyaratan teknis yang
harus dipenuhi bangunan gedung berdasarkan pertimbangan
kondisi yang ada (eksisting), program yang sedang, dan akan
dilaksanakan di/melalui, atau dekat dengan lokasi rencana.

Pasal 120

Tugas TABG secara insidental yaitu:

a.

(1)

(2)

memberikan pertimbangan teknis berupa nasihat, pendapat,
dan pertimbangan profesional dalam penetapan jarak bebas
untuk bangunan gedung fasilitas umum di bawah permukaan
tanah, rencana teknis perawatan bangunan gedung tertentu,
dan rencana teknis pembongkaran bangunan gedung tertentu
yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;

memberikan pertimbangan teknis berupa masukan dan
pertimbangan profesional dalam penyelesaian masalah secara
langsung atau melalui forum dan persidangan dengan
membantu Pemerintah Daerah menampung pendapat dan
pertimbangan masyarakat tentang RTBL, rencana teknis
bangunan gedung tertentu, dan kegiatan penyelenggaraan
yang menimbulkan dampak penting, serta memberikan
pertimbangan untuk menjaga objektivitas serta nilai keadilan
dalam pemutusan perkara tentang pelanggaran di bidang
bangunan gedung; dan/atau

memberikan pertimbangan teknis berupa pertimbangan
profesional terhadap masukan dari masyarakat, dalam
membantu Pemerintah Daerah dalam menampung masukan
dari masyarakat untuk penyempurnaan peraturan, pedoman
dan standar teknis di bidang bangunan gedung.

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 114 huruf a, TABG memiliki fungsi penyusunan analisis
untuk penetapan jarak bebas bangunan gedung fasilitas
umum di bawah permukaan tanah meliputi:

a. pengkajian dasar ketentuan jarak bebas berdasarkan
pertimbangan batas-batas lokasi;

b. pengkajian dasar ketentuan jarak bebas berdasarkan
pertimbangan keamanan dan keselamatan;

c. pengkajian dasar ketentuan jarak bebas berdasarkan
pertimbangan kemungkinan adanya gangguan terhadap
fungsi utilitas kota, serta akibat dalam pelaksanaan; dan

d. pengkajian kemungkinan pemanfaatan ruang di bawah
tanah untuk perkembangan prasarana umum yang makin
meningkat sesuai tuntutan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 114 huruf b, TABG memiliki fungsi:

a. penyusunan analisis untuk menilai pendapat, dan
pertimbangan masyarakat terhadap RTBL, rencana teknis
bangunan gedung tertentu, dan penyelenggaraan
yangmenimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;

b. penyusunan . . .
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b. penyusunan analisis untuk menilai rencana teknis
pembongkaran  bangunan gedung tertentu yang
menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan,
berdasarkan prinsip-prinsip keselamatan kerja dan
keselamatan lingkungan serta prinsip efektivitas, efisiensi
dan aman terhadap dampak limbah ke lingkungan;

c. penyusunan analisis untuk perumusan masukan sebagai
pertimbangan dalam pemutusan perkara di pengadilan
yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung,
melalui pengkajian aspek teknis dan aspek lain yang
terkait penyelenggaraan bangunan gedung yang menjadi
kasus.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 114 huruf ¢, TABG memiliki fungsi penyusunan analisis
terhadap masukan dari masyarakat meliputi:

a. pengkajian saran dan wusul dari masyarakat untuk
penyempurnaan peraturan-peraturan, termasuk
peraturan daerah di bidang bangunan gedung;

b. pengkajian saran dan wusul dari masyarakat untuk
pedoman teknis di bidang bangunan gedung, termasuk
untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi
permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan
gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana; dan

c. pengkajian saran dan usul dari masyarakat untuk standar
teknis di bidang bangunan gedung, termasuk untuk
bangunan gedung adat, bangunan gedung semi
permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan
gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana.

Paragraf 3

Prosedur Pelaksanaan Tugas TABG Dalam Pengesahan
Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung Tertentu

Pasal 122

Dalam proses pengesahan dokumen rencana teknis bangunan
gedung tertentu dokumen diperiksa, dinilai (dievaluasi) dan
disetujui oleh pemerintah daerah untuk mendapat
pengesahan berupa IMB.

Penilaian (evaluasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan atas pemenuhan persyaratan teknis setelah
mendapat  pertimbangan teknis TABG  berdasarkan
pengkajian persyaratan yang dilakukan.

Pengkajian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan secara selektif pada aspek yang berdasarkan
penilaian TABG sebagai prioritas dan strategis sesuai dengan
tingkat kompleksitas permasalahan teknis bangunan gedung
tertentu.

Pasal 123

Prosedur pelaksanaan tugas TABG dalam pengesahan dokumen
rencana teknis bangunan gedung tertentu meliputi:

a. pengkajian . . .
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pengkajian pemenuhan persyaratan teknis;
kesimpulan penilaian; dan

pertimbangan teknis.

Pasal 124

Pengkajian pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 117 huruf a dilakukan oleh TABG
dengan tahapan:

a. pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan
dalam persetujuan/rekomendasi dari instansi/pihak yang
berwenang (terkait);

b. pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan
tata bangunan; dan

c. pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan
keandalan bangunan gedung.

Pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan dalam
persetujuan/rekomendasi dari instansi/pihak yang
berwenang (terkait) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, merupakan pengkajian secara teknis untuk
menyimpulkan kesesuaian rencana teknis bangunan gedung
dalam dokumen rencana teknis terhadap syarat dan batasan
yang ditentukan oleh instansi/pihak yang menyelenggarakan
prasarana dan sarana atau pelayanan kepentingan umum
dan lain-lain di/melalui lokasi/area yang sama meliputi:

a. bidang jalan;

b. bidang perhubungan/transportasi;

c. bidang telekomunikasi;

d. bidang energi;

e. bidang pertahanan dan keamanan; dan
f. bidang lainnya yang terkait.

Pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan tata
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
merupakan pengkajian secara teknis untuk menyimpulkan
kesesuaian pemenuhan persyaratan teknis tata bangunan
dalam rencana teknis bangunan gedung terhadap ketentuan
dalam RTBL, meliputi:

a. persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung,
yang terdiri atas peruntukan lokasi, kepadatan,
ketinggian, dan jarak bebas bangunan gedung
berdasarkan RTRW dan/atau RDTR;

b. persyaratan arsitektur, yang terdiri atas penampilan, tata
ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan
dengan lingkungan; dan

c. persyaratan pengendalian dampak lingkungan, berupa
dampak negatif yang timbul.

(4) Pengkajian . . .
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Pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan
keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, merupakan pengkajian secara teknis untuk
menyimpulkan kesesuaian pemenuhan persyaratan
keandalan bangunan gedung dalam rencana teknis, meliputi:

a. persyaratan keselamatan;

b. persyaratan kesehatan;
c. persyaratan kenyamanan; dan
d. persyaratan kemudahan.

Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf a meliputi:

a. kemampuan mendukung beban muatan dengan struktur
yang kuat/kokoh, stabil dalam memikul beban atau
kombinasi beban, keandalan terhadap pengaruh-
pengaruh aksi akibat beban muatan tetap atau beban
sementara dari gempa dan angin, serta struktur yang
daktail,

b. kemampuan mencegah dan menanggulangi bahaya
kebakaran yang andal dengan sistem proteksi pasif dan
sistem proteksi aktif;

c. kemampuan mengurangi risiko kerusakan bahaya petir
dengan sistem penangkal petir yang menjamin
perlindungan terhadap bangunan gedung, peralatan, dan
manusia,;

d. kemampuan mencegah bahaya listrik dengan
perencanaan, pemasangan, pemeriksaan, dan
pemeliharaan instalasi listrik yang menjamin keandalan
bangunan gedung terhadap ancaman bahaya kebakaran
akibat listrik; dan

e. kemampuan mencegah bahaya akibat bahan peledak
dengan perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan
sistem pengamanan berupa peralatan detektor dan
peralatan terkait lainnya yang mampu mendeteksi dan
memberikan peringatan untuk tindakan pencegahan
masuknya bahan peledak ke dalam lingkungan bangunan
gedung.

Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf b meliputi:

a. sistem penghawaan berupa ventilasi alami, bukaan
permanen, kisi-kisi, dan ventilasi mekanik yang menjamin
sirkulasi udara yang sehat;

b. sistem pencahayaan berupa pencahayaan alami, buatan,
dan darurat yang menjamin tingkat iluminasi sesuai
dengan fungsi ruang;

c. sistem air bersih dan sanitasi berupa penyediaan air
bersih, pembuangan air kotor/limbah, kotoran, dan
sampah, serta penyaluran air hujan yang menjamin
kesehatan manusia dan lingkungannya; dan

d. penggunaan bahan bangunan gedung yang menjamin
kesehatan dan terjaganya baku mutu lingkungan.

(7) Persyaratan . . .
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(7) Persyaratan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf ¢ meliputi:

(8)

(1)

a.

pencapaian kenyamanan ruang gerak dan hubungan
antar ruang yang sesuai dengan kebutuhan luas ruang
untuk pengguna dan perabot/peralatan serta menjamin
kelancaran sirkulasi;

pencapaian kenyamanan kondisi udara yang menjamin
kenyamanan temperatur dan kelembaban dalam ruang;

pencapaian kenyamanan pandangan yang memperhatikan
kaidah perancangan arsitektur, tata ruang-dalam, tata
ruang-luar dan privacy penghuni dan lingkungan
sekitarnya;

pencapaian tingkat kenyamanan terhadap getaran yang
memperhatikan kaidah perancangan tingkat kenyamanan
terhadap getaran; dan

pencapaian tingkat kenyamanan terhadap kebisingan

yang memperhatikan kaidah perancangan tingkat
kenyamanan terhadap kebisingan.

Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf d meliputi:

a.

pencapaian kemudahan ke, dari, dalam bangunan gedung
melalui penyediaan dan perancangan fasilitas dan
aksesibilitas hubungan horizontal dan vertikal, pintu,
koridor, tangga, ram, lif, eskalator, dan elevator
yangmenjamin kemudahan pencapaian dan pemanfaatan
ruang dalam bangunan gedung;

pencapaian kemudahan evakuasi melalui penyediaan dan
perancangan sistem peringatan tanda bahaya, pintu
keluar, pintu darurat, dan jalur evakuasi yang menjamin
kemudahan evakuasi;

penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penca dan
lansia melalui penyediaan dan perancangan fasilitas dan
aksesibilitas minimal tempat parkir, rambu dan marka,
jalur pemandu ram, tangga, lif, pintu, toilet dan telepon
umum yang menjamin kemudahan = pencapaian,
penggunaan fasilitas bagi semua orang termasuk kaum
difabel dan lansia; dan

penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana dalam
pemanfaatan bangunan gedung melalui penyediaan dan
perancangan kelengkapan pemanfaatan bangunan seperti
ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi, toilet, tempat
parkir, tempat sampah, fasilitas komunikasi dan informasi
yang menjamin kenyamanan, kepatutan dan kepantasan
serta rasa keadilan.

Pasal 125

Kesimpulan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
117 huruf b merupakan pemberian nilai secara kualitatif
dan/atau kuantitatif sesuai hasil pengkajian dari masing-
masing persyaratan.

(2) Pemberian . . .
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(2) Pemberian nilai secara kualitatif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan tanda “sesuai” atau “tidak sesuai”
maupun “memenuhi” atau “tidak memenuhi”.

(3) Pemberian nilai secara kuantitatif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan skor.

(4) Cara penilaian secara kualitatif dan/atau kuantitatif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disepakati
oleh TABG.

Pasal 126

Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117
huruf c disusun oleh TABG sebagai kesimpulan dari hasil
pengkajian berupa nasihat, pendapat, dan pertimbangan
profesional secara tertulis sebagai masukan untuk penilaian
dokumen rencana teknis dalam memberikan persetujuan
pemenuhan persyaratan teknis oleh pemerintah daerah untuk
bangunan gedung kepentingan umum.

Pasal 127

Bagan tata cara pengesahan dokumen rencana teknis bangunan
gedung tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Pelaksanaan Tugas TABG Lainnya
Pasal 128

(1) Pelaksanaan tugas insidentil membantu Pemerintah Daerah
meliputi:

a. pembuatan acuan dan penilaian;
b. penyelesaian masalah; dan
c. penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar.

(2) Pembuatan acuan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan dalam:

a. proses penetapan jarak bebas bangunan gedung fasilitas
umum di bawah permukaan tanah, air, prasarana dan
sarana umum pengkajian dasar penetapan oleh TABG
menghasilkan acuan/patokan untuk menetapkan jarak
bebas yang memenuhi persyaratan keselamatan,
kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pada bangunan
gedung.

b. proses penilaian rencana teknis perawatan bangunan
gedung tertentu, dan rencana teknis pembongkaran
bangunan gedung tertentu yang menimbulkan dampak
terhadap lingkungan, pengkajian teknis oleh TABG
menghasilkan penilaian terhadap metode perawatan,
dan pemenuhan persyaratan keselamatan harta benda,
nyawa dan lingkungan akibat pembongkaran.

(3) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan dalam:

a. penyelesaian . . .
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a. penyelesaian masukan dari masyarakat terhadap RTBL,
rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan kegiatan
penyelenggaraan bangunan gedung yang menimbulkan
dampak penting, pengkajian oleh TABG menghasilkan
kesimpulan kelayakan masukan dari masyarakat untuk
pertimbangan pembuatan kebijakan tindak lanjut oleh
Pemerintah Daerah.

b. pelaksanaan tugas insidentil membantu pemerintah
daerah  untuk memberikan pertimbangan dalam
pemutusan perkara di pengadilan, pengkajian oleh TABG

menghasilkan materi paparan prinsip-prinsip
penyelenggaraan bangunan gedung.
Penyempurnaan  peraturan, pedoman dan standar

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan
dalam:

a. proses tindak lanjut terhadap usul masyarakat tentang
penyempurnaan peraturan, termasuk Peraturan Daerah,
pengkajian oleh TABG menghasilkan substansi-substansi
yang layak untuk dipertimbangkan dalam peraturan;

b. proses tindak lanjut terhadap usul masyarakat tentang
pedoman teknis yang spesifik didaerah, pengkajian oleh
TABG menghasilkan substansi-substansi yang sesuai
dengan kondisi lokal; dan

c. proses tindak lanjut terhadap usul masyarakat tentang
standar teknis yang spesifik di daerah, pengkajian oleh
TABG menghasilkan kesimpulan tentang pemenuhan
persyaratan sistem teknis konstruksi yang secara
tradisional dan spesifik telah digunakan, terhadap standar
teknis yang berlaku.

Bagian Kedua
Pembentukan TABG
Paragraf 1
Kedudukan TABG
Pasal 129

TABG membantu pemerintah daerah untuk penyelenggaraan
bangunan gedung di lingkup wilayahnya.

Bupati membentuk/melantik TABG dari database Anggota
TABG di lingkup wilayahnya.

Bupati dapat mengundang anggota  TABG dari
Kabupaten/Kota lainnya di provinsi di seluruh Indonesia,
apabila keahlian tertentu tidak terdapat dalam database
Anggota TABG di lingkup wilayahnya.

Undangan pengikutsertaan anggota TABG dari
Kabupaten/Kota lainnya di provinsi lainnya disampaikan
secara tertulis kepada/melalui bupati/walikota yang memiliki
keahlian yang dibutuhkan dalam database Anggota TABG di
wilayahnya, dengan tembusan surat kepada gubernur
setempat.

(5) Anggota . . .
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Anggota TABG tidak dapat merangkap lebih dari 1 (satu)
penugasan dalam waktu yang sama atau sebagian waktunya
sama di 1 (satu) Kabupaten/Kota/Provinsi atau lebih.

Pemerintah Daerah mengelola sistem informasi database
Anggota TABG di lingkup wilayahnya.

Paragraf 2
Jangka Waktu Masa Kerja
Pasal 130

Masa kerja TABG dalam tugas rutin memberikan
pertimbangan teknis untuk pengesahan dokumen rencana
teknis bangunan gedung kepentingan umum ditetapkan
selama 1 (satu) tahun sesuai dengan periode tahun anggaran.

Masa kerja dapat diperpanjang 1 (satu) tahun, dan maksimal
2 (dua) kali perpanjangan dengan pertimbangan tertentu
seperti kelangkaan tenaga ahli di daerah, atau untuk
pengesahan dokumen rencana teknis kegiatan pembangunan
tahun jamak (multiyears).

Masa kerja ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 131

Masa kerja TABG untuk tugas insidentil menyelesaikan
masalah  menanggapi pendapat dan = pertimbangan
masyarakat terhadap RTBL, rencana teknis bangunan gedung
tertentu, dan kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung
yang menimbulkan dampak penting, ditetapkan maksimal 3
(tiga) tahun.

Masa kerja TABG untuk penyelesaian masalah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota
untuk bangunan gedung kepentingan umum di wilayahnya.

Masa kerja TABG untuk pemberian pertimbangan dalam
pemutusan perkara di pengadilan termasuk dalam masa
penugasan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3
Keanggotaan TABG
Pasal 132

Keanggotaan TABG terdiri dari unsur-unsur meliputi:

a. unsur keahlian; dan
b. unsur instansi pemerintah daerah.

Unsur keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:

a. asosiasi profesi;

b. masyarakat ahli mencakup masyarakat ahli di luar
disiplin bangunan gedung termasuk masyarakat adat; dan

C. unsur . ..



(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

70

c. unsur perguruan tinggi, baik dari perguruan tinggi
pemerintah dan perguruan tinggi swasta.

Unsur instansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. instansi pembina penyelenggaraan bangunan gedung;

b. pejabat fungsional teknik tata bangunan dan perumahan,
dan/atau pejabat fungsional lainnya yang terkait, yang
mempunyai sertifikat keahlian; dan

c. instansi Pemerintah Daerah lainnya yang berkompeten
dalam memberikan pertimbangan di bidang bangunan
gedung, serta terkait dengan penyelenggaraan kegiatan
tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Kepesertaan unsur dan jumlah anggota TABG didasarkan
pada:

a. kapasitas dan kemampuan Pemerintah Daerah/
Pemerintah; dan

b. sepanjang diperlukannya keahlian dari masyarakat ahli di
luar disiplin bangunan gedung.

Keanggotaan yang berhak memberikan suara (vote member)
adalah anggota dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).

Pasal 133

Keanggotaan TABG dari unsur-unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 126 ayat (2) dapat meliputi bidang keahlian
antara lain:

a. bidang arsitektur bangunan gedung dan perkotaan,
struktur/ konstruksi, utilitas (mekanikal dan elektrikal),
pertamanan/lanskap, dan tata ruang-dalam/interior;

b. bidang bangunan gedung adat;

c. bidang nuklir;

d. bidang teknologi informasi; dan

e. bidang keahlian lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Unsur keahlian dalam TABG minimal terdiri dari keahlian

bidang arsitektur, bidang struktur, dan bidang utilitas
(mekanikal dan elektrikal).

Keanggotaan TABG dan unsur instansi pemerintah daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3) dapat
meliputi bidang tugas antara lain:

bidang jalan;

bidang perhubungan /transportasi;

bidang telekomunikasi;

bidang energi;

bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

N

bidang pertahanan;

h. bidang . . .
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h. bidang keamanan; dan
i. bidang tugas pemerintahan lainnya yang terkait.

Pasal 134

Komposisi keanggotaan TABG disusun dengan ketentuan
jumlah gabungan unsur-unsur asosiasi profesi, perguruan
tinggi, dan masyarakat ahli termasuk masyarakat adat,
minimal sama dengan jumlah gabungan unsur-unsurinstansi
pemerintah daerah.

Keanggotaan TABG bersifat ad-hoc.

Jumlah anggota TABG ditetapkan ganjil, dan disesuaikan
dengan tingkat kompleksitas bangunan gedung dan substansi
teknisnya.

Setiap unsur/pihak yang menjadi TABG diwakili oleh 1 (satu)
orang sebagai anggota.

Paragraf 4
Penugasan TABG
Pasal 135

Calon dari unsur keahlian yang akan diberi penugasan wajib
melengkapi Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan
Sehat, Surat Keterangan Bebas Narkoba, serta pasfoto.

TABG ditugaskan dengan keputusan Bupati/Walikota.

TABG dilantik dan dalam melaksanakan tugasnya
memedomani kode etik (janji) TABG.

Pasal 136

Setiap Anggota TABG dapat dikenakan sanksi administratif
berupa gugurnya nama yang bersangkutan dari database
Anggota TABG dan  pemberhentian, apabila yang
bersangkutan terbukti menggunakan narkoba, atau sebagai
pengedar narkoba, melakukan tindakan kriminal, mendapat
hukuman dalam putusan perkara di pengadilan, dan/atau
melakukan malpraktek.

Setiap Anggota TABG dalam periode masa kerja penugasan
dapat dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian
apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas selama
6 (enam) bulan berturut-turut tanpa alasan tertulis yang
dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 137

Pemberhentian bukan karena pelanggaran dapat dikenakan
apabila yang bersangkutan pindah ke luar wilayah Negara
Republik Indonesia, mengajukan permohonan tertulis, atau
meninggal dunia.

Paragraf . . .
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Paragraf 5
Pembentukan Berdasarkan Pengelompokan Tugas
Pasal 138

Pemerintah daerah dengan pertimbangan besarnya beban
tugas, dapat membentuk 2 (dua) TABG sesuai dengan
kelompok sifat tugas, meliputi tugas rutin tahunan, dan tugas
insidentil.

Dokumen penugasan TABG sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Tata Cara Pembentukan TABG
Pasal 139

Pembentukan TABG memiliki prinsip terbuka/transparan dan
efisien serta ekonomis bagi masyarakat khususnya calon
Anggota TABG.

TABG setara dengan pejabat publik, sehingga terikat pada
kode etik (janji) bersama.

Penugasan TABG  Dberlaku secara nasional, sehingga
Kabupaten/Kota yang tidak memiliki Anggota TABG dengan
disiplin ilmu/keahlian tertentu dapat merekrut dari
Kabupaten/Kota di Provinsi lainnya di seluruh Indonesia.

Pembentukan TABG mengutamakan tenaga ahli setempat.

Pasal 140

Seluruh Calon Anggota TABG harus memenuhi syarat umum
yaitu:

a. Warga Negara Indonesia, laki-laki atau perempuan;

b. terdaftar sebagai penduduk di kabupaten/kota tempat
domisilinya;

c. berkelakuan baik; tidak pernah dihukum karena
melakukan tindak pidana kejahatan;

d. tidak memiliki konflik kepentingan dengan tugas TABG;
e. sehat jasmani dan rohani; dan

bebas narkoba, atau tidak terbukti sebagai pengguna
dan/atau pengedar narkoba.

Calon Anggota TABG dari unsur Pemerintah Daerah harus
memenuhi syarat umum, dengan ketentuan:

a. tidak dalam status dinonaktifkan; dan

b. menduduki jabatan yang tugas dan fungsinya terkait
dengan penyelenggaraan bangunan gedung.

(3) Calon . . .
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Calon Anggota TABG dari unsur asosiasi profesi, perguruan

tinggi dan masyarakat ahli (adat) harus memenuhi syarat

umum, dengan ketentuan:

a. memiliki keahlian di bidang bangunan gedung atau yang
terkait dengan bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 127;

b. memiliki pendidikan minimal berijazah Sarjana (Strata-1)
atau keahlian yang mendapat sertifikasi dari lembaga
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan

c. memiliki pengakuan kepakaran atau pemangku di bidang
adat.

Seluruh calon mengikuti proses pembentukan TABG.

Pasal 141
Proses pembentukan TABG meliputi tahapan:

a. penetapan kriteria Calon Anggota TABG dan penyusunan
draf naskah kode etik (janji) TABG;

b. bupati/walikota meminta kepada asosiasi profesi,
perguruan tinggi, lembaga masyarakat adat, dan instansi
terkait untuk mengirimkan wakilnya.;

c. penilaian oleh Panitia; dan
d. penetapan nama-nama Anggota TABG.

Dokumen-dokumen dalam proses pembentukan TABG
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Database Anggota TABG
Pasal 142

Nama-nama usulan anggota tim TABG dari asosiasi profesi,
perguruan tinggi dan masyarakat ahli termasuk masyarakat
adat disusun dalam suatu database Daftar Anggota TABG
sebagai sumber untuk penugasan, dengan keputusan bupati.

Database secara bertahap disusun sesuai dengan
ketersediaan dan/atau pengembangan infrastruktur yang
mendukung di daerah serta SDM yang kompeten sehingga
dapat diakses dari semua Kabupaten/Kota, provinsi dan
Pusat.

Daftar Anggota TABG sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal . ..
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Pasal 143

Pemutakhiran database dilakukan:

a.

b.

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

(1)

(2)

setiap adanya perubahan-perubahan yang terkait dengan
anggota TABG; dan/atau

setiap adanya pembentukan baru setelah berakhirnya masa
kerja, atau perpanjangan masa kerja.

Bagian Ketiga
Tata Tertib Pelaksanaan Tugas TABG
Paragraf 1
Persidangan
Pasal 144

Pengkajian setiap rencana teknis bangunan gedung tertentu
harus dimulai dengan sidang pleno yang dihadiri oleh semua
anggota sesuai unsur dan keahlian.

Sidang pleno menyepakati jadwal kegiatan dan pembagian
kelompok bidang pengkajian meliputi minimal bidang
arsitektur, bidang struktur dan bidang utilitas (mekanikal
dan elektrikal) untuk dikaji dalam sidang kelompok.

Hasil pengkajian dari bidang masing-masing sidang kelompok
dikoordinasikan dalam sidang pleno, untuk
mempertimbangkan dan menetapkan persyaratan teknis yang
masih perlu dikoreksi/diperbaiki/dilengkapi oleh penyedia
jasa perencanaan bangunan gedung yang dimaksud.

Rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan diberikan
pertimbangan teknis untuk proses selanjutnya.

Rencana teknis yang belum memenuhi persyaratan
dikembalikan kepada pemohon untuk ditindaklanjuti sesuai
dengan petunjuk hasil sidang.

Apabila terdapat silang pendapat hingga tidak dapat
menetapkan keputusan hasil pengkajian, sidang pleno akan
melakukan voting (pemungutan suara) di antara anggota vote
member untuk menetapkan kesimpulan akhir sidang.

Seluruh proses kegiatan TABG dikelola oleh Sekretariat TABG
yang dibentuk dan berkedudukan di instansi teknis pembina
penyelenggaraan bangunan gedung.

Pasal 145

Jadwal secara berkala dalam bentuk sidang pleno dan sidang
kelompok dilakukan untuk melaksanakan tugas penyusunan
pertimbangan teknis untuk pengesahan rencana teknis
bangunan gedung tertentu.

Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam
setiap bulan.

(3) Sidang . . .
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Sidang kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan sesuai kebutuhan minimal 1 (satu) kali
dalam setiap minggu.

Penyelesaian proses hingga menghasilkan pertimbangan
teknis untuk setiap dokumen rencana teknis harus
dijadwalkan berdasarkan kompleksitas permasalahan.

Sidang pleno dan sidang kelompok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat mengundang penyedia jasa perencanaan
teknis bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan untuk
klarifikasi atas rencana teknis yang disidangkan.

Pasal 146

Jadwal secara insidental dalam bentuk sidang pleno
dilakukan untuk melaksanakan tugas memberi masukan dan
pertimbangan teknis untuk penyelesaian masalah atas
pendapat dan pertimbangan masyarakat tentang RTBL,
rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan kegiatan
penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting.

Sidang pleno diselenggarakan sesuai dengan perkembangan
masalah, dan dijadwalkan bersama antara anggota TABG.

Hasil dari sidang pleno menjadi masukan dalam forum dialog
dan dengar pendapat publik yang diselenggarakan oleh
pemerintah daerah.

Dalam pemutusan perkara di pengadilan, persidangan
diselenggarakan dengan waktu sesuai kebutuhan untuk
penyiapan materi pertimbangan dalam pemutusan perkara.

Paragraf 2
Perilaku Dalam Melaksanakan Tugas
Pasal 147

TABG dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membantu
pemerintah daerah, setara dengan pejabat publik terikat pada
kode etik (janji) bersama dalam membantu penyelenggaraan
tugas pemerintahan.

Keanggotaan TABG berasal dari berbagai unsur, termasuk
yang tidak memiliki kode etik sendiri.

Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas
Umum Penyelenggaraan Negara yaitu:

a. asas kepastian hukum;

o

asas tertib penyelenggara negara;
asas kepentingan umum;

asas keterbukaan;

asas profesionalitas;

asas akuntabilitas;

asas efisiensi; dan

5 ot 0 Qo

asas efektivitas.

Pasal . ..
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Pasal 148
Naskah kode etik TABG sekurang-kurangnya memuat:
a. tujuan; dan
b. janji.
Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu
melaksanakan tugas untuk terwujudnya bangunan gedung

yang fungsional, andal, dan efisien serta sesuai dengan
kondisi sosial budaya masyarakat.

Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sekurang-

kurangnya meliputi:

a. melaksanakan tugas secara profesional dengan keilmuan
yang didasari ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial,
budaya dan ekonomi, serta meliputi kearifan lokal kaidah
tradisional;

b. melaksanakan tugas secara independen;
c. melaksanakan tugas secara objektif;

melaksanakan tugas tanpa terdapat konflik kepentingan;
dan

e. melaksanakan tugas dengan hati nurani.

Daerah dapat menyusun pengembangan naskah kode etik
(janji) bersama TABG sejauh mendukung Asas Umum
Penyelenggaraan Negara.

Naskah kode etik (janji) TABG sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Administrasi
Pasal 149

Sesuai dengan independensi TABG, dokumen-dokumen hasil
dari TABG dapat menggunakan identitas berupa kop
surat/dokumen serta cap/stempel, dan logo tersendiri.

Logo dan cap/stempel TABG tersebut harus mendapat
pengesahan dari pemerintah daerah.

Pasal 150

Penandatanganan oleh TABG pada dokumen pertimbangan
teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum di
daerah, dilakukan oleh seluruh Anggota TABG yang
mendapat penugasan, dan disetujui oleh anggota dari
pemerintah daerah selaku ketua ex-officio.

Anggota TABG yang berhalangan pada penandatanganan
dokumen pertimbangan teknis harus membuat pernyataan
tertulis sebelum/pada tanggal penandatanganan dokumen.

Bagian . . .
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Bagian Keempat
Pembiayaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 151

Pembiayaan yang dibutuhkan untuk pengelolaan database
Anggota TABG dan operasionalisasi penugasan TABG termasuk
honorarium dan tunjangan, dibebankan pada APBD.

Pasal 152
(1) Pembiayaan TABG meliputi:
a. biaya operasional sekretariat TABG;
b. biaya persidangan;
c. honorarium dan tunjangan; dan
d. biaya perjalanan dinas.

(2) Biaya operasional sekretariat TABG sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a merupakan pembiayaan untuk
operasional sekretariat, tenaga pengelola, peralatan, dan alat
tulis kantor.

(3) Biaya persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan pembiayaan untuk penyelenggaraan
sidang pleno dan sidang kelompok.

(4) Honorarium dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ merupakan pembiayaan untuk honorarium dan
tunjangan TABG.

(5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d merupakan pembiayaan untuk perjalanan dinas
TABG sesuai dengan lingkup penugasan.

BAB V

KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENDATAAN BANGUNAN
GEDUNG

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pendataan Bangunan Gedung
Paragraf 1
Umum

Pasal 153
Sasaran pendataan bangunan gedung adalah seluruh bangunan
gedung yang berada di daerah.

Pasal 154

Pendataan dan/atau pendaftaran bangunan gedung dilakukan
pada saat :

a. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (PIMB);

b. Permohonan . . .
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Permohonan Perubahan Izin Mendirikan Bangunan Gedung
(PPIMB), yaitu pada waktu penambahan, pengurangan atau
perubahan bangunan gedung, yang telah memenuhi
persyaratan IMB, perubahan fungsi bangunan gedung, dan
pelestarian bangunan gedung;
penerbitan SLF pertama kali;

perpanjangannya SLF (SLFn); dan

pembongkaran bangunan gedung.

Pasal 155

Pemutakhiran data dilakukan oleh pemerintah daerah secara
aktif dan berkala dengan melakukan pendataan ulang
bangunan gedung secara periodik yaitu:

a. setiap 5 (lima) tahun untuk bangunan gedung fungsi non-
hunian; dan

b. setiap 10 (sepuluh) tahun untuk bangunan gedung fungsi
hunian.

Selain dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pemutakhiran data juga oleh pemerintah daerah pada masa
peralihan yaitu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak
Peraturan Bupati ini ditetapkan.

Pasal 156

Hasil pendataan bangunan gedung dapat dimanfaatkan oleh
pemerintah daerah maupun masyarakat melalui suatu sistem
informasi bangunan gedung.

Manfaat hasil pendataan bangunan gedung antara lain:

a. menemukan fakta kepemilikan, penggunaan,
pemanfaatan serta riwayat bangunan gedung dan tanah
termasuk kesesuaian antara penggunaan bangunan
gedung dengan rencana tata ruang wilayahnya;

b. mengetahui informasi/perkembangan mengenai proses
penyelenggaraan bangunan gedung yang sedang berjalan
(seperti IMB, SLF atau perpanjangan SLF);

c. mengetahui kekayaan aset negara dan pendapatan
Pemerintah /pemerintah daerah;

d. keperluan perencanaan dan pengembangan tata ruang
wilayah; dan

e. mengetahui batas waktu masa berlakunya IMB dan SLF.
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Paragraf . . .
Paragraf 2
Konsep Pendataan Bangunan Gedung

Pasal 157

(1) Proses pendataan bangunan gedung merupakan kegiatan
memasukan dan mengolah data bangunan gedung oleh
pemerintah daerah sebagai proses lanjutan dari pemasukan
dokumen/pendaftaran bangunan gedung baik pada proses
IMB ataupun pada proses SLF dengan prosedur yang sudah
ditetapkan.

(2) Output/hasil pendataan bangunan gedung dapat menjadi
dasar pertimbangan diterbitkannya Surat Bukti Kepemilikan
Bangunan Gedung (SBKBG), sebagai bukti telah terpenuhinya
semua persyaratan kegiatan penyelenggaraan bangunan
gedung.

Pasal 158

(1) Pendataan bangunan gedung dibagi dalam tiga tahap
penyelenggaraan bangunan gedung yaitu:

a. tahap perencanaan;
b. tahap pelaksanaan; dan
c. tahap pemanfaatan.

(2) Pendataan bangunan gedung pada tahap perencanaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada
saat PIMB, hasil akhir dari kegiatan pendataan bangunan
gedung pada pra konstruksi ini bisa menjadi dasar penerbitan
IMB.

(3) Pendataan bangunan gedung pada tahap pelaksanaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada
akhir proses pelaksanaan konstruksi yang menjadi dasar
diterbitkannya SLF sebelum bangunan dimanfaatkan.

(4) Pendataan bangunan gedung pada tahap pemanfaatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. pendataan bangunan gedung pada saat proses
perpanjangan SLF, yaitu pada saat jatuh tempo masa
berlakunya SLF dan pemilik/pengelola bangunan gedung
mengajukan permohonan perpanjangan SLF; dan

b. pendataan bangunan gedung pada saat pembongkaran
bangunan gedung, yaitu pada saat bangunan gedung
akan dibongkar akibat sudah tidak layak fungsi,
membahayakan lingkungan, dan/atau tidak memiliki
IMB.

Pasal 159

Pada saat pendataan bangunan gedung, baik pada proses IMB
atau SLF, dilakukan proses pemutakhiran data (updating
database) sehingga diperoleh data yang baru dari suatu
bangunan gedung.

Pasal . ..
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Pasal 160

Pemasukan data pada kegiatan pendataan bangunan gedung
meliputi:

a. data baru yaitu pada saat bangunan gedung baru didata,
disertai lampiran-lampiran dokumen awal dari bangunan
gedung, yang terdiri dari data administrasi dan data teknis
bangunan gedung sesuai IMB; atau

b. pemutakhiran data (updating data) yaitu pembaruan data
dari bangunan gedung yang sudah didata sebelumnya dengan
dilengkapi dengan dokumen-dokumen lampiran yang baru
sesuai PPIMB.

Paragraf 3
Sistem Pendataan Bangunan Gedung

Pasal 161

(1) Sistem yang digunakan dalam pendataan bangunan gedung
merupakan sistem terkomputerisasi.

(2) Sistem pendataan bangunan gedung merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dalam seluruh tahapan penyelenggaraan
bangunan gedung.

(3) Aplikasi yang digunakan dalam pendataan bangunan gedung
diarahkan untuk dapat dimanfaatkan pada seluruh tahap
penyelenggaraan  bangunan  gedung, yang  meliputi
perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pembongkaran.

Pasal 162

Bagian utama dalam sistem pendataan bangunan gedung antara
lain :

a. database; dan

b. formulir data, pertanyaan (queries), dan laporan (report).

Pasal 163

(1) Database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf a
merupakan bagian yang paling utama dari sistem pendataan
bangunan gedung.

(2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi
sebagai tempat penyimpanan data yang direncanakan dapat
memberikan kemudahan pada saat dibutuhkan informasi
yang ada di dalamnya.

(3) Sistem pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memiliki tabel data yang saling berhubungan
satu dengan yang lain (relational database).

(4) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Data Umum yang berisi data kepemilikan, data bangunan
dan data tanah;

b. Data Status yang berisi riwayat bangunan gedung; dan

c. Data ...
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c. Data Teknis yang berisi data arsitektur, data struktur dan
data utilitas.

Format file database yang digunakan harus format yang dapat

dengan mudah dialihbentukkan ke format lainnya agar

memudahkan pengembangan sistem dan pemanfaatan data

lebih lanjut.

Untuk memudahkan identifikasi serta menjamin integritas
data secara nasional maka perlu ada format identitas
bangunan yang standar.

Format yang digunakan dalam data base dalam bentuk pp-
kk-cc-ddd- xxxxxxx, dimana:

a. pp menunjukkan provinsi tempat bangunan berada;

b. kk menunjukkan Kabupaten/Kota tempat bangunan
berada;

c. cc menunjukkan Kecamatan/Distrik tempat bangunan
berada;

d. ddd menunjukkan Kelurahan tempat bangunan berada;
dan

e. xxxxxxx menunjukan nomor urut pendaftaran bangunan.

Angka pada kode pp-kk-cc-ddd ditentukan berdasarkan kode
identifikasi Provinsi, Kabupaten/Kotamadya,
Kecamatan/Distrik, dan Kelurahan/Desa yang ditetapkan
Kementerian Dalam Negeri atau Biro Pusat Statistik.

Pasal 164

Formulir data, pertanyaan (queries), laporan (report)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf b merupakan
bagian lain yang terpisah dari database namun dihubungkan
dengan sistem pengaksesan sehingga menjadi suatu sistem
yang saling berhubungan.

Bagian lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. formulir pendataan bangunan gedung merupakan input
yang digunakan untuk memasukan data yang belum ada
sebelumnya dan updating data yang telah ada;

b. pertanyaan (queries) pendataan bangunan gedung
digunakan untuk fungsi pengambilan informasi dari data
yang sudah tersimpan dalam database; dan

c. format laporan (report) pendataan bangunan gedung
merupakan output yang digunakan pada saat diperlukan
pembuatan laporan dari hasil pendataan yang sudah
terkumpul.

Bagian . . .
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Bagian Kedua
Persyaratan Pendataan Bangunan Gedung

Paragraf 1
Data Umum Bangunan Gedung

Pasal 165
(1) Data umum bangunan gedung meliputi:
a. data perorangan,;
b. data badan usaha;
c. data negara;
d. data tanah; dan
e. data bangunan gedung.

(2) Data perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a meliputi:

a. nama (sebagai perorangan atau wakil pemilik/pengguna);
b. alamat (jalan, kelurahan/desa, dan kecamatan);

c. nomor KTP atau bukti identitas diri lainnya;

d. telepon/fax; dan

e. e-mail.

(3) Data badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:

a. nama perusahaan;

b. alamat perusahaan;
c. nomor akte pendirian;
d. NPWP;

e. telepon/fax; dan

f. e-mail.

(4) Data negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi:

a. nama departemen/institusi;

b. alamat departemen/institusi;
c. nomor IKMN;

d. nomor HDNO;

e. telepon/fax; dan

f. e-mail.

(5) Data tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
meliputi:

a. nama pemilik tanah;
b. nomor identitas pemilik tanah;

c. nomor bukti kepemilikan tanah;

d. jenis . ..
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d. jenis kepemilikan tanah;

e. alamat tanah (jalan, kelurahan/desa, dan kecamatan);

f. luas tanah;

g. data peruntukan resmi; dan

h. data intensitas pembangunan untuk lokasi terkait (KDB,

KLB, KDH, dan KTB).

Data bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e meliputi:

a. nama bangunan;

b. alamat bangunan;

c. fungsi bangunan;

d. klasifikasi bangunan;

e. jumlah lantai bangunan;
f. luas lantai bangunan;

g. ketinggian bangunan;

h. luas basemen;

[y

jumlah lantai basemen;

j- posisi bangunan gedung berdasarkan informasi GPS
(sebaiknya diambil di titik tengah bangunan gedung); dan

k. tanggal mulai dan selesai konstruksi untuk bangunan
baru.

Paragraf 2
Data Teknis Bangunan Gedung

Pasal 166

Data teknis bangunan gedung meliputi:
a. data teknis struktur;

b. data teknis arsitektur;

c. data teknis utilitas; dan

d. data penyedia jasa.

Data teknis struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:

a. jenis struktur pondasi;
b. jenis struktur utama;

c. jenis struktur atap; dan
d

dokumen perencanaan struktur (minimal ada nomor
dokumen).

Data teknis arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:

a. data intensitas bangunan (KDB, KLB, KDH, dan
sebagainya);

b. dokumen perencanaan arsitektur;

c.luas ...
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luas ruang terbuka hijau dan dokumen perencanaan
ruang terbuka hijau;
dokumen perencanaan pencahayaan;

data akesesibilitas berupa dokumen perencanaan
aksesibilitas.

(4) Data teknis utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ meliputi:

a.

data kelistrikan, terdiri dari :

1. sumber daya listrik yang digunakan;

2. besar daya listrik;

3. keberadaan instalasi penangkal petir;

4. dokumentasi instalasi listrik serta penangkal petir.
data sistem proteksi kebakaran, terdiri dari :

1. keberadaan sistem gas atau material lain yang mudah
terbakar dalam bangunan;

2. rencana penanganan kebakaran bagi gedung
berukuran besar;

3. sistem penanggulangan kebakaran yang digunakan;
4. dokumen instalasi penanggualangan kebakaran.

data alat bantu transportasi yang digunakan dalam
bangunan, terdiri dari :

1. jenis alat bantu transportasi;

2. dokumentasi instalasi alat bantu transportasi dalam
bangunan.

data instalasi komunikasi,terdiri dari :

1. jenis alat komunikasi;

2. dokumen instalasi alat komunikasi dalam bangunan.
data penghawaan buatan, terdiri dari :

1. keberadaan sistem penghawan buatan;

2. dokumen instalasinya sistem penghawaan buatan.
data instalasi air bersih, terdiri dari :

1. sumber air bersih yang digunakan;

2. dokumen instalasi perpipaan air bersih.

data instalasi air kotor dan pengelolaan limbah, terdiri
dari :

1. jenis limbah yang dihasilkan;
keberadaan limbah berbahaya,
jenis pengolahan air kotor dan limbah;

dokumen instalasi air kotor dan limbah;

ok LN

dokumen amdal bagi yang diwajibkan memiliki amdal.

(5) Data . ..
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(5) Data penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d meliputi:
a. penyedia jasa perencanaan (struktur, arsitektur, dan
utilitas), terdiri dari :

1. nama penyedia jasa;
2. alamat penyedia jasa;
3. nomor sertifikat penyedia jasa.

b. penyedia jasa pelaksanaan (struktur, arsitektur, dan
utilitas), terdiri dari :

1. nama penyedia jasa;
2. alamat penyedia jasa;
3. nomor sertifikat penyedia jasa.

c. penyedia jasa pengawasan (struktur, arsitektur, dan
utilitas), terdiri dari :

1. nama penyedia jasa;
2. alamat penyedia jasa;

3. nomor sertifikat penyedia jasa.

Paragraf 3
Data Status Bangunan Gedung

Pasal 167
(1) Data status bangunan gedung, meliputi:
a. data perorangan;
b. data badan usaha;
c. data Negara; dan
d. data status administrasi bangunan gedung.

(2) Data perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, meliputi:

a. nama (sebagai perorangan atau wakil pemilik/pengguna);
b. alamat (jalan, kelurahan/desa, dan kecamatan);

c. nomor KTP atau bukti identitas diri lainnya;

d. telepon/fax; dan

e. e-mail.

(3) Data badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, meliputi:

a. nama perusahaan;

b. alamat perusahaan;
c. nomor akte pendirian;
d. NPWP;

e. telepon/fax; dan

f. e-mail.

(4) Data . . .
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Data negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
meliputi:

nama departemen/institusi;

alamat departemen/institusi;

nomor IKMN;

nomor HDNO;

telepon/fax; dan

°©po TP

f. e-mail.

Data status administrasi bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

a. nomor IMB terdahulu; dan

b. nomor SLF terdahulu.

Paragraf 4
Data Terkait Proses IMB

Pasal 168

Data terkait proses IMB, meliputi:

a. data kelengkapan administrasi pemohon IMB; dan
b. data terkait kemajuan permohonan IMB.

Data kelengkapan administrasi pemohon IMB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. surat permohonan IMB;

lampiran IMB terdahulu untuk proses re-IMB;
fotokopi identitas pemohon;

surat pajak;

SIPPT;

surat kuasa pengurusan IMB/re-IMB;

surat rekomendasi dari desa/kelurahan;

S® Mmoo o

surat rekomendasi dari kecamatan;

surat perjanjian sewa tanah bila pemilik bangunan
berbeda dengan pemilik tanah;

[

dokumen teknis perencanaan;

—.

k. Surat Keterangan Rencana Kota;

1. surat bukti pembayaran retribusi; dan

m. berita acara pemeriksaan setelah dokumen teknis dikaji
oleh Pemda.

Data kemajuan permohonan IMB sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. dokumen permohonan IMB telah diterima;

b. dokumen permohonan IMB telah diperiksa;

c. inspeksilapangan; dan

d. IMB telah diterbitkan/ditolak serta alasannya jika ditolak.

Paragraf . . .



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

87

Paragraf 5
Data Terkait Proses SLF

Pasal 169
Data terkait proses SLF, meliputi:
a. data kelengkapan administrasi pemohon SLF; dan
b. data kemajuan proses permohonan SLF.

Data kelengkapan administrasi pemohon SLF sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. surat permohonan SLF;

b. IMB untuk SLF;

c. IMB dan SLF sebelumnya jika SLFn;

d. fotokopi identitas pemohon;

e. surat kuasa pengurusan SLF;

f. dokumen teknis;

g. surat bukti pembayaran retribusi; dan

h. berita acara pemeriksaan setelah bangunan dikaji oleh

penilai kelayakan.

Data kemajuan proses permohonan SLF sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. dokumen permohonan SLF telah diterima;

b. dokumen permohonan SLF telah diperiksa;

c. inspeksi lapangan; dan

d. SLF telah diterbitkan/ditolak serta alasannya jika ditolak.

Paragraf 6
Data Terkait Proses Pembongkaran/Pelestarian

Pasal 170
Data terkait proses pembongkaran/pelestarian, meliputi:

a. data kelengkapan administrasi pemohon
pembongkaran/pelestarian; dan

b. data kemajuan proses permohonan
pembongkaran/pelestarian.

Data kelengkapan administrasi pemohon pembongkaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. surat permohonan/ajuan pembongkaran/pelestarian;
b. fotokopi identitas pemohon;

c. surat kuasa permohonan pembongkaran/pelestarian;
d. dokumen teknis usulan pembongkaran; dan

e. berita acara pemeriksaan dokumen usulan pembongkaran
atau kajian pelestarian.

(3) Data . ..
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Data kemajuan proses permohonan

pembongkaran/pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b, meliputi:

a. dokumen permohonan pembongkaran/pelestarian telah
diterima;

b. dokumen permohonan pembongkaran/pelestarian telah
diperiksa;

c. inspeksilapangan; dan

perintah pembongkaran telah diterbitkan/ditolak serta
alasannya jika ditolak.

Bagian Ketiga
Tata Cata Pelaksanaan Pendataan Bangunan Gedung

Paragraf 1
Umum

Pasal 171

Kedudukan proses pendataan bangunan gedung merupakan
proses yang berkelanjutan dimulai sejak tahap perencanaan,
pelaksanaan, pemanfaatan bangunan gedung hingga pada
saat bangunan gedung tersebut dibongkar.

Proses pendataan bangunan gedung menjadi alat
pemantauan atau pengawasan selama penyelenggaran
bangunan gedung berlangsung, sehingga setiap
perkembangan baru dalam penyelenggaraan bangunan
gedung akan selalu terlihat dalam hasil pendataan bangunan
gedung.

Data yang diperoleh dari proses pendataan bangunan gedung
dijadikan sebagai informasi lanjutan atau acuan untuk
pengambilan keputusan baik pada bangunan gedung terkait
atau secara umum terhadap bangunan gedung sekitarnya.

Paragraf 2
Organisasi dan Tata Laksana
Pasal 172

Pelaksanaan pendataan bangunan gedung dilakukan oleh
instansi terkait dalam penerbitan IMB dan SLF dengan
struktur tenaga meliputi:

a. penentu atau pengambil keputusan/kebijakan pendataan
bangunan gedung; dan

b. petugas pelaksana pendataan bangunan gedung.

Penentu atau pengambil keputusan/kebijakan pendataan
bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a merupakan pejabat yang memiliki wewenang dalam
pengambilan keputusan yang sifatnya strategis, menentukan
hasil keluaran dan indikator yang ingin didapat dari data
bangunan gedung yang ada dan mampu menentukan arah
dan tujuan serta pengembangan dari kegiatan pendataan
bangunan gedung.

(3) Petugas . . .
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Petugas pelaksana pendataan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. petugas pelayanan masyarakat;

b. petugas pemasukan data; dan
c. administrator sistem (programmer).

Petugas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a,mempunyai tugas sebagai berikut :

a. bertanggung jawab sebagai pelaksana dalam kegiatan
pendataan pembangunan gedung;

b. berhubungan langsung dengan masyarakat selaku
pemilik/pengelola  bangunan gedung pada  saat
permohonan perizinan pada setiap proses
penyelenggaraan bangunan gedung;

c. bertugas mencatat dan memasukan data dokumen
persyaratan yang diterima dari masyarakat, untuk
disimpan di dalam database; dan

d. tidak memiliki wewenang dalam setiap pengambilan
keputusan yang berhubungan dengan pendataan
bangunan gedung ataupun keputusan yang sifatnya
strategis.

Petugas pemasukan data sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b,mempunyai tugas sebagai berikut :

a. bertugas untuk mendata proses penyelenggaraan
bangunan gedung;

b. tidak berhubungan secara langsung ke masyarakat atau
pemohon bangunan gedung, melainkan dengan petugas
lain dari instansi terkait;

c. mendata semua hasil perkembangan dari proses
penyelenggaraan bangunan gedung dan akan memasukan
data tersebut ke dalam database.

Administrator sistem/programmer sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c¢ merupakan petugas yang bertugas
untuk menyiapkan, memelihara serta mengevaluasi sistem
informasi yang digunakan dalam proses pendataan bangunan
gedung.

Paragraf . . .
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Paragraf 3
Proses Pendataan Bangunan Gedung
Pasal 173

Proses pendataan bangunan gedung saat pengajuan IMB/PPIMB
dilakukan dengan ketentuan:

a.

b.

pemohon mengajukan permohonan IMB;
ceklis berkas permohonan IMB;
bila berkas belum lengkap maka berkas akan dikembalikan;

penomoran berkas permohonan dan diinformasikan ke
pemohon serta entri awal ke database;

berkas disampaikan ke petugas IMB untuk dikaji secara
teknis;

hasil pemeriksaan dan biaya retribusi yang harus dibayar
akan disampaikan ke petugas pendataan;

bila hasil pengkajian tidak memenuhi persyaratan maka akan
diinformasikan ke pemohon dan database akan diperbarui
(update); dan

bila hasil pengkajian memenuhi persyaratan maka setelah
pemohon membayar retribusi, IMB akan dikeluarkan dan
database akan diperbarui (update).

Pasal 174

Proses pendataan bangunan gedung saat pengajuan SLF dan
perpanjangan SLF dilakukan dengan ketentuan:

a.

b.

pemohon mengajukan permohonan SLF/SLFn;
ceklis berkas permohonan SLF;
bila belum lengkap maka akan dikembalikan ke pemohon;

bila telah lengkap, berkas permohonan akan disampaikan ke
pengkaji teknis dan dilakukan pembaruan (updating)
database;

kajian teknis oleh petugas pengkaji teknis kelayakan
bangunan gedung;

hasil pengkajian disampaikan ke petugas pendataan dan
dilakukan pembaruan (updating) database;

bila tidak memenuhi persyaratan keandalan, pemohon
merehabilitasi bangunan gedungnya dan database diperbarui
(update); dan

h. bila . ..
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h. bila memenuhi persyaratan keandalan, pemohon akan

menerima SLF dandatabase diperbarui (update).

Pasal 175

Proses pendataan bangunan gedung saat pembongkaran
dilakukan dengan ketentuan:

a.

pemohon menyampaikan permohonan
pembongkaran/Instansi terkait memerintahkan
pembongkaran;

ceklis berkas permohonan pembongkaran;
bila belum lengkap maka akan dikembalikan ke pemohon;
bila lengkap akan dilanjutkan ke petugas teknis;

rencana teknis pembongkaran (RTB) akan disampaikan ke
petugas pendataan serta pembaruan (updating) database;

RTB disampaikan kepada pemohon; dan

pembongkaran dilaksanakan dan database diperbarui
(update).

Pasal 176

Proses pendataan bangunan gedung pemerintah untuk bangunan
gedung yang telah dibangun dilakukan dengan ketentuan:

a.

b.

petugas pendataan menyiapkan berkas pendataan;

pemilik bangunan gedung menyiapkan dokumen bangunan
(dokumen teknis dan administrasi seperti IMB dan
sebagainya);

pengisian berkas pendataan dilakukan oleh petugas
pendataan;

berkas pendataan dimasukkan ke dalam database bangunan

gedung;
baik bangunan yang sudah memiliki kelengkapan
administrasi maupun  belum, berkas pendataannya

disampaikan ke pengkaji teknis;

pengkajian dilakukan oleh pengkaji teknis untuk menilai
kelaikan fungsi bangunan;

bila bangunan gedung telah memiliki IMB, maka bila hasil
pengkajian memenuhi persyaratan kelaikan, akan
dikeluarkan SLF, petugas pendataan memperbarui (update)
database dan SLF diserahkan ke pemlik bangunan gedung;

h. bila . .



h.

92

bila bangunan gedung belum memiliki IMB, maka bila hasil
pengkajian memenuhi persyaratan kelaikan, setelah pemohon
membayar retribusi, akan dikeluarkan IMB sekaligus dengan
SLF dan petugas pendataan memperbarui (update) data base
serta SLF dan IMB diserahkan ke pemlik bangunan gedung;

bila pengkajian tidak memenuhi persyaratan kelaikan, maka
akan disampaikan ke pemilik bangunan gedung untuk
merehabilitasi sesuai hasil pengkajian teknis dan mengurus
IMB-nya, dalam hal ini petugas pendataan akan memperbarui
(update) data base.

Pasal 177

Proses pendataan bangunan gedung milik masyarakat yang telah
terbangun dilakukan dengan ketentuan:

a.

pemilik bangunan gedung menyiapkan dokumen bangunan
(dokumen teknis dan administrasi seperti IMB dan
sebagainya);

pengisian berkas pendataan dilakukan oleh petugas
pendataan;

berkas pendataan dimasukkan ke dalam data base bangunan
gedung;

baik bangunan yang sudah memiliki kelengkapan
administrasi maupun belum, berkas pendataannya
disampaikan ke pengkaji teknis;

pengkajian dilakukan oleh pengkaji teknis untuk menilai
kelaikan fungsi bangunan;

bila bangunan gedung telah memiliki IMB, maka bila hasil
pengkajian memenuhi persyaratan kelaikan akan dikeluarkan
SLF, petugas pendataan memperbarui (update) data base dan
SLF diserahkan ke pemlik bangunan gedung;

bila bangunan gedung belum memiliki IMB, maka bila hasil
pengkajian memenuhi persyaratan kelaikan, setelah pemohon
membayar retribusi, akan dikeluarkan IMB sekaligus dengan
SLF, petugas pendataan memperbarui (update) data base
serta SLF dan IMB diserahkan ke pemlik bangunan gedung;

bila pengkajian tidak memenuhi persyaratan kelaikan, maka
akan disampaikan ke pemilik bangunan gedung, petugas
pendataan akan memperbarui (update) data base dan
selanjutnya akan dimulai proses pembongkaran.

BABV ...
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BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 178
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, semua Peraturan
Bupati yang berkaitan dengan penyelenggaraan IMB, SLF, TABG
dan Pendataan Bangunan Gedung, dinyatakan masih tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
Peraturan Bupati ini.

Pasal 179

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan yang
bertentangan dan/atau tidak sesuai harus disesuaikan dengan
Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 180
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya
dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan diPangkalan Balai
Pada tanggal 25 November 2016

WAKIL BUPATI BANYUASIN
SELAKU PELAKSANA TUGAS
BUPATI BANYUASIN,

/7/,7,

S.A. SUPRIONO

Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 25 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,

H. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2016
NOMOR
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LAMPIRAN
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR .......... TAHUN 2016
TENTANG

KETENTUAN PENYELENGGARAAN IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG, SERTIFIKAT
LAIK FUNGSI, TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG)
DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG

FORMAT KELENGKAPAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

1. Bagan Tata Cara Penerbitan IMB Bangunan Gedung Pada Umumnya

_’| PEMERINTAH DAERAH ‘
1 r
4 E
PENGHITUNGAN
RETRIBUSI IMB, PENGESAHAN
A4 H
KETERANGAN PERMOHONAN EMERIKSAAN e
RENCANA IMB
KABUPATEN/
KOTA Tldak
PEMBERI- PEMBERI
TAHUAN TAHUAN
PENYUSUNAN DOKUMEN
RENCANA  /»| RENCANA PR MEMPERBAIKI/ PE!“I;B'QKS'TJRSAIN
TEKNIS TEKNIS MELENGKAPI Iy
v 1 : ‘
PEMOHON / PEMILIK BANGUNAN GEDUNG
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2. Bagan

Kepentingan Umum

Tata Cara Penerbitan IMB Bangunan Gedung Tertentu untuk

PEMERINTAH DAERAH

3. Bagan Proses Pengesahan Dokumen Rencana Teknis

—
¥
o e Pl
TABG -}<MASYARAKA
PENGHITUNGAN
RETRIBUSI IMB PENGESAHAN
- v TYa
KETERANGAN
RENCANA PERM%EPNAN - »/ PEMERIKSAAN £ - MB
KABUPATEN/
ot +——|Tidak
PEMBERI- PEMBERI-
TAHUAN TAHUAN

DOKUMEN
PE,—\EQEI#C?:NN:N /.| RENCANA DP— MEMPERBAIKI/ PEMBAYARAN
TEKNIS MELENGKAPI RETRIBUSI
TEKNIS R
S ' :

PEMOHON / PEMILIK BANGUNAN GEDUNG

Penerbitan IMB Bangunan Gedung Pada Umumnya

PEMOHON

| PERS. INST. (opsional)
[ AMDAL (opsional)

PIMB

- Data pemohon

- Data tanah

- Data rencana bangunan

- Data penyedia jasa

- Rencana teknis.
- Rencana kota.

gedung

konstruksi

L

PEMBAYARAN
Retribusi IMB

LENGKAP/
SESUAI 7

Dalam Proses

PEMERIKSAAN
PENCATATAN PENELITIAN PENILAIAN/ PERSETUJUAN PENGESAHAN PENERBITAN
Kelengkapan Pemenuhan Pemenuhan Kelayakan IMB
d EVALUASI t dok
lokumen persyaratan persyaratan okumen
administrasi & = teknis Pemenuhan ™ teknis > yg disetujui
dokumen persyaratan
rencana teknis teknis
|
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4. Bagan proses pengesahan dokumen rencana teknis dalam proses

penerbitan IMB bangunan gedung tertentu

PEMOHON
PERS. INST.
AMDAL
PIMB
- Data pemohon
- Data tanah
- g:éi;;ncana bangunan PEMBAYARAN
- Data penyedia jasa Retribusi IMB
konstruksi
- Rencana teknis.
- Rencana kota.
EE:ETN”‘” KOORDINASI
PEMERIKSAAN PEMERINTAH & PEMDA
PENCATATAN PENELITIAN PENILAIAN/ PERSETUJUAN PENGESAHAN | penERBITAN
Kelengkapan Pemenuhan EVALUASI Pemenuhan Kelayakan IMB
dokumen persyaratan — persyaratan dokumen
| administrasi & |- teknis Pemenuhan ™" teknis ! yg disetujui
dokumen persyaratan
rencana teknis teknis
I
Bz-x(r;guunant ‘ Bangunan
) gedung untul edung fungsi
Tidak LENGIcAR/ Ya  kepentingan Ehusug ¢
SESUAI umum (Pemerintah)
(Pemda)
”””””” DENGAR . 2 e
TABG PENDAPAT| PENGKAJIAN PEMBERIAN PERTIM-
PUBLIK Untuk  menyimpulkan BANGAN TEKNIS
kesesuaian pemenuhan Saran untuk dasar
persyaratan teknis penilaian
Tidak Ya
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5. Formulir Permohonan IMB

— | Formulir
PEMERINTAH

rrovinsi | PERMOHONAN
KABUPATENKOTA | TZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG (IMB)

Halaman : 1/3

Kepada
Yth. : Gubernur/Bupati/Walikota...........c.ccceerieriniincnnnnns
(o | PR ——

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Pemohon

. Nama pemohon

. Alamat
Tempat/tanggal lahir
. Nomor KTP

. Pekerjaan pemohon

oocooco O

dengan ini mengajukan permohonan lIzin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB)
untuk : mendirikan bangunan gedung baru/rehabilitasi/renovasi/pelestarian
(pemugaran) bangunan gedung*

untuk dan atas nama

O Pemilik
a. Nama pemilik/instansi atau perusahaan
b. Alamat kantor

Nomor telepon
Nomor facsimile
E-mail
c. Penanggung jawab kegiatan

untuk :

1. Bangunan gedung

Fungsi utama

Fungsi tambahan

Jenis bangunan gedung
Nama bangunan gedung

aoow

2. Peruntukan sesuai Keterangan Rencana Kota

3. Lokasi bangunan gedung
Kampung
Kelurahan/desa
Kecamatan
Kabupaten/kota

Provinsi
Alamat lokasi terletak di

"0 Qoo o

4. Jumlah lantai bangunan gedung
a. Bangunan gedung fungsi utama
b. Bangunan gedung fungsi
tambahan/penunjang :

5. Tanah

a. Luas tanah

b. Status hak atas tanah

c. Nama pemilik tanah :
(untuk pemilik tanah yang berbeda dengan pemilik bangunan gedung,
dilampirkan surat perjanjian izin pemanfaatan tanah)

d. Batas-batas tanah
- Sebelah timur
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- Sebelah selatan
- Sebelah barat
- Sebelah utara

6; Lain-1ail £ consmuwnas

7. Penyedia jasa perencanaan
a. Nama perusahaan
b. Alamat
c. Nama penanggung jawab
perusahaan
d. Nama penanggung jawab
perencanaan arsitektur
Nomor sertifikat keahlian
Nomor Izin Bekerja Perencana**
e. Nama penanggung jawab
perencanaan struktur
Nomor sertifikat keahlian
Nomor Izin Bekerja Perencana**
f. Nama penanggung jawab
perencanaan utilitas (mekanikal/elektrikal)
Nomor sertifikat keahlian
Nomor Izin Bekerja Perencana**
g. Lain-lain: ...............

8. Rencana waktu pelaksanaan konstruksi
9. Perkiraan biaya pembangunan

10. Lampiran Permohonan IMB ini

a. Dokumen rencana teknis bangunan gedung

b. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/UPL/UKL**

c. Persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait

d. Surat perjanjian pemanfaatan tanah**
(apabila pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung).

e. SIPPT untuk luas tanah 5000 m? atau lebih. (sesuai dari batasan
masing-masing daerah) *.

g. Surat kuasa pemohon kepada penanggung jawab perencanaan
arsitektur selaku pelaksana pengurusan PIMB resmi (authorized person)

Demikian permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung ini kami ajukan untuk
dapat diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku.

.............. e 2007
Pemohon

.................... (jabatan pemohon)***

Tembusan kepada : ***
1. Yth. Menteri/Pimpinan Lembaga...........cc.cccecvneeeen.
2. Gubernur/Bupati/Walikota............cccuveeeiiieiennnnnn.

KETERANGAN : * Dipilih yang sesuai dengan permohonan dan coret yang tidak
sesuai, jika pengisian secara manual.
Jika menggunakan software, yang tidak dipilih didelete (hapus).
**  Opsional
*** Untuk permohonan IMB bangunan gedung milik Negara
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6. Rumus penghitungan besarnya retribusi

1. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru  : L x1;x 1,00 x HSy4
2. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung  : L x |y X T X HSpq
3. Retribusi prasarana bangunan gedung :Vx1x1,00x HSp,

4. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung : V x| x Txx HSpsq

Keterangan :

L = Luas lantai bangunan gedung

\ = Volume/besaran (dalam satuan m? m’, unit)
| = Indeks

li = Indeks terintegrasi

Tk = Tingkat kerusakan

0,45 untuk tingkat kerusakan sedang
0,65 untuk tingkat kerusakan berat

HSuq = Harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif setiap
kabupaten/kota)

HSpg = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

1,00 = Indeks pembangunan baru

7. Komponen Retribusi Dan Penghitungan Besarnya Retribusi

NO. JENIS RETRIBUSI

PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI

38 Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung
a. Bangunan Gedung
1) Pembangunan bangunan gedung baru

2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, a) Rusak Sedang
meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, b) Rusak Berat
perluasan/pengurangan.

3) Pelestarian/pemugaran a) Pratama
b) Madya
c) Utama

b. Prasarana Bangunan Gedung

1) Pembangunan baru

2) Rehabilitasi a) Rusak Sedang
b) Rusak Berat

2. Retribusi administrasi IMB

3 Retribusi penyediaan formulir PIMB termasuk pendaftaran bangunan gedung

Luas BG x Indeks Terintegrasi ” x 1,00 x HS retribusi

Luas BG x Indeks Terintegrasi ” x 0,45 x HS retribusi
Luas BG x Indeks Terintegrasi ” x 0,65 x HS retribusi

Luas BG x Indeks Terintegrasi ” x 0,65 x HS retribusi
Luas BG x Indeks Terintegrasi ” x 0,45 x HS retribusi
Luas BG x Indeks Terintegrasi ' x 0,30 x HS retribusi

Volume x Indeks ” x 1,00 x HS retribusi
Volume x Indeks ” x 0,45 x HS retribusi
Volume x Indeks ” x 0,65 x HS retribusi
Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan proses

Ditetapkan sesuai dengan jumlah biaya pengadaaan/
pencetakan formulir per-set

CATATAN : ) Indeks Terintegrasi . hasil perkalian dari indeks-indeks parameter

HS . harga satuan retribusi, atau tarif retribusi dalam rupiah per-m” dan/atau rupiah per-satuan volume
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8.

Indeks Terintegrasi

Bangunan Gedung

Penghitungan Besarnya Retribusi

IMB

Untuk

FUNGSI KLASIFIKASI WAKTU PENGGUNAAN
Parameter Indeks Parameter Bobot Parameter Indeks  Parameter Indeks
1 2 3 4 i) (] 7 8
1. Hunian 0,05/0,5 *) 1. Kompleksitas 0,25 a. Sederhana 0,40 1. Sementara jangka pendek 0,40
2. Keagamaan 0,00 b. Tidak sederhana 0,70 2. Sementara jangka menengah 0,70
3. Usaha 3,00 c. Khusus 1,00 3. Tetap 1,00
4. Sosial dan Budaya 0,00/1,00**) 2. Permanensi 0,20 a. Darurat 0,40
5. Khusus 2,00 b. Semi permanen 0,70
6. Ganda/Campuran 4,00 c. Permanen 1,00
3. Risiko kebakaran 0,15 a. Rendah 0,40
b. Sedang 0,70
c. Tinggi 1,00
4. Zonasi gempa 0,15 a. Zona | / minor 0,10
b. Zona Il / minor 0,20
c. Zona lll / sedang 0,40
d. Zona IV / sedang 0,50
e. Zona V [ kuat 0,70
f. Zona VI / kuat 1,00
5. Lokasi 0,10 a. Renggang 0,40
(kepadatan bangunan b. Sedang 0,70
gedung) c. Padat 1,00
6. Ketinggian 0.10 a. Rendah 0,40
bangunan gedung b. Sedang 0,70
c. Tinggi 1,00
7. Kepemilikan 0.05 a. Negara/Yayasan 040
b. Perorangan 0,70
c. Badan usaha swasta 1,00

CATATAN : 1.

*) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
2. *")Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.

3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement). di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan
1,30.

Papan nama (berdiri sendiri

atau berupa tembok pagar)

Indeks Terintegrasi Penghitungan Besarnya Retribusi IMB Untuk
Prasarana Bangunan Gedung
PEMBANGUNAN RUSAK RUSAK “
NO JENIS PRASARANA BANGUNAN BARU BERAT SEDANG
Indeks Indeks Indeks Indeks
1 2 3 4 5 ] 7
1. Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman a. Pagar 1,00 0,65 0,45 0,00
b. Tanggul / retaining wall
c. Turap batas kavling/persil
2. Konstruksi penanda masuk lokasi a. Gapura 1,00 0,65 0,45 0,00
b. Gerbang
3. Konstruksi perkerasan a. Jalan 1,00 0,65 0,45 0,00
b. Lapangan upacara
c. Lapangan olah raga terbuka
Konstruksi penghubung a. Jembatan 1,00 0,65 0,45 0,00
b.  Box culvert
Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah a. Kolam renang 1,00 0,65 0,45 0,00
b. Kolam pengolahan air
c. Reservoir di bawah tanah
Konstruksi menara a. Menara antena 1,00 0,65 0,45 0,00
b. Menara reservoir
c. Cerobong
Konstruksi monumen a. Tugu 1,00 0,65 0,45 0,00
b. Patung
Konstruksi instalasi / gardu a. |Instalasi listrik 1,00 0,65 0,45 0,00
b. Instalasi telepon / komunikasi
c. Instalasi pengolahan
Konstruksi reklame/papan nama a. Billboard 1,00 0,65 0,45 0,00
b. Papan iklan
C.

CATATAN H 1.7)

untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.

2. RB = Rusak Berat
3. RS = Rusak Sedang

4. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik negara
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10. Format Kelengkapan Dokumen IMB

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......ccccoiiiiininneen.

KEPUTUSAN

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA........covvneeanann. ,

Membaca : Permoh
Nomor . [ ...

Nama p B R 7 A
banguna

Alamat B . B e

untuk rehabilitasi/
bangunan

Fungsi b s 9 A

Jenis bangunan gedung e R A A S R A S R A RS
Nama bangunan gedung S s e S A S R S A A R
Luas bangunan gedung D ke e R R R R RN S R SR
Di atas tanah :  (hak atas tanah)
Luas tanah R P
Atas nama/Pemilik tanah e e R R R N S S R
Terletak di R R R e R R
Menimbang : Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi
serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana
dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap Permohonan Izin

Mendirikan Bangunan Gedung yang dimaksud dapat diberikan izin dengan
ketentuan persyaratan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
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Memperhatikan

Menetapkan

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor............... Tahun...........
tentang Pedoman Teknis |zin Mendirikan Bangunan Gedung;

5 Peraturan Daerah/Provinsi/Kabupaten/Kota ............................ Nomor
.......... Tahun............... tentang Bangunan Gedung;

6. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota..............cccovviiininni.
NOMOE osemes s 0 E-1 510 o [ARO. tentang Bentuk Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD
Provinsi/Kabupaten/Kota................ccccceeeeenee. :

T Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupaten/
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas ..........coccooviiiiiiiiiininnn.
(instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung).

8. Rencana Tata Ruang Wilayah / Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
| =1 1,0} = Tz | 1 DN ;dan

9. (Cainslan) s s e aes

Pertimbangan dari :

o9 B e N

1 Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung kepada :
Nama pemohon

Atas nama pemilik
bangunan gedung

Alamat

Untuk . Mendirikan bangunan gedung baru/ rehabilitasi/
renovasi/pelestarian (pemugaran) bangunan
gedung, sebagaimana dijelaskan dalam gambar
situasi Lampiran b dan rencana teknis, meliputi
gambar arsitektur, gambar konstruksi bangunan
gedung, dan gambar utilitas (mekanikal dan
elektrikal), pembekuan dan pencabutan IMB
Lampiran ¢, dan penghitungan besarnya
retribusi IMB Lampiran d Keputusan ini;

2: Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran d. Keputusan ini sebesar :

a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan Rp.eiieeeeeee
bangunan gedung.

b. Retribusi administrasi IMB. *) Rbiomssanms
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(o Retribusi penyediaan formulir. RP s csmvasvssvanca +
Jumlah ..o Rp.eeeeeeen
=] 0] = Lo )

*) Untuk perubahan IMB atas permintaan pemilik.

3. Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
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Lampiran a

Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota
Provinsi/Kabupaten/Kota.............cccccceeeein.

FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

Fungsi bangunan gedung : SOSIAL DAN BUDAYA

Indeks

1,00

1,00

0,25
1,00
0,20
1,00
0,15
0,70
0,15
0,70
0,10
0,70
0,10
0,70
0,05
1,00

Jenis bangunan gedung : RUMAH SAKIT
Nama bangunan gedung RUMAH SAKIT TULANG HOLIHOLI
Atas nama/Pemilik . YAYASAN HIRASHIPAS
1000 BANGUNAN GEDUNG
1100 LINGKUP PEMBANGUNAN
1110 Pembangunan baru
1200 FUNGSI
1240 Sosial dan Budaya / Rumah Sakit
1300 KLASIFIKASI
1310 Kompleksitas
1313  Khusus
1320 Permanensi
1323 Permanen
1330 Risiko kebakaran
1332 Sedang
1340 Zonasi gempa
1343 Zona lll / sedang
1350 Lokasi (kepadatan bangunan gedung)
1352 Sedang
1360 Ketinggian bangunan gedung
1362 Sedang
1370 Kepemilikan
1373 Badan Usaha
1400 WAKTU PENGGUNAAN
1430 Tetap

1,00
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Lampiran b
Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota/Provinsi/Kabupaten/Kota..............................
NOMOL o onrnnnanngs Tangoalscvuaanasirsnis

GAMBAR SITUASI
PETA SITUASI SKALA 1: 1000
RT/RK/RW : PERMOHONAN DARI
KELURAHAN/DESA : LOKASI
KECAMATAN : LUAS TANAH
KABUPATEN/KOTA : NOMOR/STATUS HAK ATAS TANAH

NOMOR BERKAS :
LOKASI YANG DIRENCANAKAN

PETA IKHTISAR SKALA 1 : 20.000

PROVINSI / KABUPATEN / KOTA ...

' INSTANSI TEKNIS PEMBINA TATA RUANG / TATAKOTA
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Lampiran ¢
Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupaten/Kota...............cc.ceeenee...
NOomMoOr ..., Tanggal......ccooeeeeveeeeiieeiannen,

PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

1. Syarat-syarat.

a. IMB dibekukan jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung
sejak peringatan ketiga atas pelanggaran, pemilik bangunan gedung tidak
melakukan perbaikan.

b. IMB dicabut jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung
sejak dikenakan sanksi atas pelanggaran, pemilik bangunan gedung tidak
melakukan perbaikan dan/atau penyelesaian atas sanksi yang dikenakan.

2. Catatan Perkembangan IMB.

a. Dibekukan pada tanggal

b. Dicabut pada tanggal
c. Dipecahkan pada tanggal
d. Lain-lain
DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL _ :
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...................
atau
Tembusan Keputusan ini disampaikan DITETAPKAN DI
kepada Yth. : PADA TANGGAL :
e A.N. GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
D e e e s e e s e s e PROVINSI/IKABUPATEN/KOTA. ...,
O et son s N n R s s AR s R AR AP NSNS AR AR A KEPALA DINAS ..o
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Lampiran d
Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupaten/Kota................ccccccee..
Nomor ........cceeeeeeeeene. Tanggal......ccccooeeiiiiiiiiceeeeeen,

PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

Fungsi bangunan gedung . SOSIAL DAN BUDAYA

Jenis bangunan gedung . RUMAH SAKIT
Nama bangunan gedung . RUMAH SAKIT TULANG HOLIHOLI
Atas nama/Pemilik . YAYASAN HIRASHIPAS

1. INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG
BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI

a. Daftar Indeks bangunan gedung yang dimaksud.

1000  BANGUNAN GEDUNG 2000 PRASARANA BANGUNAN
GEDUNG
1100 LINGKUP PEMBANGUNAN 2100 LINGKUP PEMBANGUNAN
1110 Pembangunan Baru 1,00 2110 Pembangunan baru 1,00
1200 FUNGSI 2210 Konstruksi pembatas
1240 Sosial dan Budaya / Rumah 1,00 221.* Turap
Sakit
1300 KLASIFIKASI 2220 Konstruksi penanda masuk
1310 Kompleksitas 0,25 222.* Gerbang 1,00
1313 Khusus 1,00 2230 Konstruksi perkerasan
1320 Permanensi 0,20 223.* Parkir dan jalan 1,00
1323 Permanen 1,00 2240 Konstruksi penghubung
1330 Risiko kebakaran 0,15 224.* Box culvert 1,00
1332 Sedang 0,70 2250 Konstruksi kolam/reservoir
bawah tanah
1340 Zonasi gempa 0,15 225.* Waste water treatment plant 1,00
1343 ZonaV /Kuat 0,70 2260 Konstruksi menara
1350 Lokasi (kepadatan 0,10 226.* Water tower 1,00
bangunan gedung) 2290 Konstruksi reklame/papan
nama
1352 Sedang 0,70 229* Papan nama 1,00
1360 Ketinggian bangunan 0,10
gedung
1362 Sedang 0,70
1370 Kepemilikan 0,05
1373 Yayasan 0,40
1400 WAKTU PENGGUNAAN
1430 Tetap 1,00

b. Indeks terintegrasi bangunan gedung:
1,00 x {(0,25 x 1,00)+(0,20 x 1,00)+(0,15 x 0,70) +(0,15 x 0,70)+ (0,10 x 0,70)+(0,10 x
0,70)+ (0,05 x0,40)} x 1,00 = 0,82




108

PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung:

1000 Bangunan gedung L m?x 0,82* x 1,00** x HS retribusi*** Rp......cccceevvverenn..
2000 Prasarana Bangunan Gedung
221.* Turap p m’ x 1,00**x HS retribusi***...... RpP.ieeeeeeeee
222.* Gerbang ly m?x 1,00**x HS retribusi***...... RP.oeiii
223.* Parkir dan jalan I, m®x 1,00**x HS retribusi***...... o O PP IR T oT T IT Ter
224 .* Box culvert I3 m?x 1,00"*x HS retribusi***...... Rbinmrnsiss
225.* Waste water treatment

plant ls m? x 1,00**x HS retribusi***....... Rbbsusmmsnyns
226.* Water tower n unit x 1,00**x HS retribusi***...... Rplsavaammns:
229.* Papan nama n unit x 1,00**x HS retribusi***...... RPtsasasansaas

(berupa tembok pagar atau berdiri sendiri)

b. Retribusi penyediaan formulir —...........ccccoooiiiiiiiiie 2] o +
JUMIBN e RPiiiiiieeeeeins
[QLI] 1 o1 =12 [o ISP UUSSRPRPPIN )

s | Nomor indeks sesuai dengan nomor daftar indeks yang ditetapkan oleh Pemda.

**) Indeks untuk pembangunan baru = 1,00
e | Harga satuan retribusi sesuai dengan harga satuan yang ditetapkan oleh Pemda.

.......................... jereeeeennneeennnnen.. 2007
KEPALA BIDANG .....cccouiaiiiii KEPALASEKSI v
NIP. e NIP.
BUPATI/WALIKOTA .....c.ccivveinianne. )
TTD

NAMA LENGKAP BUPATI/WALIKOTA
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI/WALIKOTA ............
NOMOR .......... TAHUN ....

TENTANG

KETENTUAN PENYELENGGARAAN IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG, SERTIFIKAT
LAIK FUNGSI, TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG DAN
PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG

FORMAT KELENGKAPAN
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

1. Bagan Tata Cara Penerbitan SLF Bangunan Gedung

Surat tanah
IMB

PEMERIKSAAN
DOKUMEN
ADMINISTRATIF

Laln lain
s built drawings
SELEKSI

| DOKUMEN
PELAKSANAAN

PEMERIKSAANI

Vi

J Surat Permohonan

PERMOHONAN
PENERBITAN
SLF

A
i \\. PENGUJIAN

i BG
\ SELESAI F ::3::?”“"

Surat Koordinasi Lbr Pengesahan
KOORDINASI PERSETUJUAN/ &
=>{ INSTANSI PENGESAHAN =
TERKAIT SP/REKOM
Lapran

PEMERIKSAAN
OLEH INSTANSI

SP/Rekomendasi

ivi

R skomendasi
Dafta ' Simak

Daftar Simak

PENGESAHAN

DAFTAR PENGESAHAN
SIMAK DAFTAR
SIMAK

boooocooad P ERBAIKAN/

R R—R-—N— NN NN}
&
)
m
. P
g
oo oo oo o
000000000

PENYESUAIAN
PEMERIKSAAN/ KETERANGAN
— — JPENGUJIANKELAI—_ _ _ _ _ _ _ _ & ’
KAN FNGS OLEH ® Pyt
TIM INTERNAL 20003002000 Cpsonel, lluteen [ dpsilvn

cooo mmmmmmmm
(oREngENIE el @l bidang Mg Chvsys
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2. Contoh Daftar Simak Pemeriksaan Kelaikan Fungsi

DAFTAR SIMAK
............. ELEMEN STRUKTURAL

............. Pondasi

1.  Lokasi:

2. Bagian: 3. Tahun dibangun :
4.  Panjang (m): Tinggi rata-rata :

5. Bahan bangunan : [:I Blok beton I:I

[:I Batu bata D
I:I Lain-lain
6. Tipe D Basement [:I Crawl space D Slab
7. Kerusakan
Tidak ada Kecil Sedang Besar
Garis
Retak struktur
Retak permukaan
Heaving
Leaks

Settlement

I N N B By
[N Iy I Ny

Sill plate rot

8.  Kondisi menyeluruh Kurang Sedang

Baik

[ Iy N
I Ny Wy

Sangat baik

9.  Estimasi sisi masa manfaat (tahun) :

10. Kesimpulan :

11. Pemeriksa:____ ___ (tanda tangan) Tanggal :

Nama

Disetujui,
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3. Contoh Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi

Formulir
v | SURAT PERNYATAAN
rrovinsi | PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI
KABUPATENKOTA | BANGUNAN GEDUNG

Halaman : 1/2
Nomor Surat Pernyataan
Tanggal
Pada harti 0l .ousassesemssd tanggal ... bUulal  csescmsssnonnan tahun

..................... , yang bertanda tangan di bawah ini,

O Penyedia jasa Pengawasan/MK/instansi teknis pembina penyelenggaraan
bangunan gedung*

a. Nama penanggung jawab

b. Nama perusahaan/instansi teknis*

telah melaksanakan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung pada

1. Bangunan gedung

Fungsi utama

Fungsi tambahan

Jenis bangunan gedung
Nama bangunan gedung
Nomor pendaftaran bangunan
gedung

®a0TO

2. Lokasi bangunan gedung
a. Kampung

Kelurahan/desa

Kecamatan

Kabupaten/kota

Provinsi

Alamat lokasi terletak di

~ooo0mT

3. Permohonan
a. Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi :Nomor......... tanggal..........
b. Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi :Nomor......... tanggal .........
Perpanjangan ke :

Dengan ini menyatakan bahwa
1. Persyaratan administratif
2. Persyaratan teknis
a. Fungsi bangunan gedung
b. Peruntukan
c. Tata bangunan :
d. Kelaikan fungsi bangunan gedung dinyatakan : Laik fungsi seluruhnya/
: Laik fungsi sebagian*
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Halaman : 2/2

sesuai dengan Kkesimpulan berdasarkan analisis terhadap Daftar Simak
Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung terlampir.

Surat pernyataan ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan yang dilakukan oleh
pemilik/pengguna yang mengubah sistem dan/atau spesifikasi teknis, atau
gangguan penyebab lainnya yang dibuktikan kemudian.

Selanjutnya pemilik/pengguna bangunan gedung dapat mengurus permohonan
penerbitan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab profesional.

.............. R oo ., L LT

Penyedia Jasa Pengawasan/MK/Petugas Pemda*
selaku Penanggung Jawab

(Tanda tangan di atas meterai Rp. 6.000,-
dan stempel/cap perusahaan)

Disetujui,
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA. ...,
DINAS (instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung)

KETERANGAN : * Dipilih yang sesuai dengan permohonan dan coret yang tidak sesuai, jika
pengisian secara manual.
Jika menggunakan software, yang tidak dipilih didelete (hapus).
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4. Contoh Permohonan Penerbitan SLF Bangunan Gedung

Formulir
cevernray | PERMOHONAN PENERBITAN/PERPANJANGAN
rrovinsl | SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
KASUPATENKOTA | BANGUNAN GEDUNG

Halaman : 1/2

Kepada
Yth. : Gubernur/Bupati/Walikota...........ccc.cooveiiinunnnnnnnns
(o [ A e

Yang bertanda tangan di bawah ini :

O Pemohon

a. Nama pemohon
b. Jabatan pemohon

Berdasarkan Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan
Gedung Nomor : ... tanggall cossmnsssmsarmms, dengan ini
mengajukan permohonan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi/Perpanjangan
Sertifikat Laik Fungsi* bangunan gedung.

untuk dan atas nama

O Pemilik

a. Nama pemilik/instansi atau perusahaan
b. Alamat kantor

Nomor telepon
Nomor facsimile
E-mail
c. Penanggung jawab kegiatan

untuk :

1. Bangunan gedung

Fungsi utama

Fungsi tambahan

Jenis bangunan gedung
Nama bangunan gedung
Nomor pendaftaran bangunan
gedung

oo T

2. Lokasi bangunan gedung
Kampung
Kelurahan/desa
Kecamatan
Kabupaten/kota

oo oo
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Halaman : 2/2

e. Provinsi
f. Alamat lokasi terletak di

3. Lampiran permohonan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi/Perpanjangan
Sertifikat Laik Fungsi* bangunan gedung ini

a. Fotokopi dokumen Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) termasuk
lampirannya.

b. As-built drawings

c. Rekomendasi hasil pemeriksaan oleh instansi terkait

d. Dokumen Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan
Gedung

e. Lain-lain...........

Demikian permohonan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi/Perpanjangan Sertifikat
Laik Fungsi* bangunan gedung ini kami ajukan untuk dapat diproses
sebagaimana ketentuan yang berlaku.

.............. T, .0 |0 7 &
Pemohon

.................................. (jabatan pemohon)

1] S PR————
(untuk pemohon dari instansi pemerintah)

Tembusan kepada :
1. Yth. Kepala Dinas.............. (instansi teknis pembina penyelenggaraan
bangunan gedung)

KETERANGAN : * Dipilih yang sesuai dengan permohonan dan coret yang tidak sesuai, jika
pengisian secara manual.
Jika menggunakan software, yang tidak dipilih didelete (hapus).
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5. Bagan Tata Cara Pemeriksaan Berkala

|

Daftar Simak

Lap/Catatan

Laporan Analisis Lap/SP/Rekom.

- - Lap/Catatan

Daftar Simak




116

6. Contoh Surat Pernyataan Pemeriksaan Berkala

' Formulir

PEMERINTAH
PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

Pada hari

SURAT PERNYATAAN
PEMERIKSAAN BERKALA
BANGUNAN GEDUNG

Nomor Surat Pernyataan
Tanggal

ini,

Halaman : 1/2

O Penyedia jasa Pengkajian Teknis Konstruksi Bangunan Gedung/instansi teknis
pembina penyelenggaraan bangunan gedung*

a. Nama penanggung jawab

b. Nama perusahaan/instansi teknis*

telah melaksanakan pemeriksaan berkala bangunan gedung pada

1. Bangunan gedung

©Pa20CTO

Fungsi utama

Fungsi tambahan

Jenis bangunan gedung
Nama bangunan gedung
Nomor pendaftaran bangunan

gedung

2. Lokasi bangunan gedung

~0o0UTw

Kampung
Kelurahan/desa
Kecamatan
Kabupaten/kota
Provinsi

Alamat lokasi terletak di

3. Permohonan

a. Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi
b. Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi
Perpanjangan ke

Dengan ini menyatakan bahwa
1. Persyaratan administratif
2. Persyaratan teknis

aoop

Fungsi bangunan gedung

Peruntukan

Tata bangunan

Kelaikan fungsi bangunan gedung dinyatakan

: Nomor......tanggal
: Nomor......tanggal

Laik fungsi seluruhnya/

Laik fungsi sebagian*
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Halaman : 2/2

sesuai dengan kesimpulan berdasarkan analisis terhadap Daftar Simak
Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung terlampir.

Atas dasar kesimpulan tersebut, direkomendasikan agar pemilik/pengguna
bangunan gedung melakukan pemeliharaan/perawatan* seperti pada daftar
terlampir.**

Surat Pernyataan ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan yang dilakukan
pemilik/pengguna yang mengubah sistem dan/atau spesifikasi teknis, atau
gangguan penyebab lainnya yang dibuktikan kemudian.***

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab profesional.

.............. D21 0 [0

Penyedia Jasa Pengkajian Teknis
Konstruksi Bangunan Gedung/ Petugas Pemda*
selaku Penanggung Jawab

(Tanda tangan di atas meterai Rp. 6.000,-
dan stempel/cap perusahaan).

Disetuijui,
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA. ...,
DINAS (instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung)

KETERANGAN : * Dipilih yang sesuai dengan permohonan dan coret yang tidak sesuai, jika
pengisian secara manual.
Jika menggunakan software, yang tidak dipilih didelete (hapus).
** Kalimat pernyataan ini digunakan pada rekomendasi sebelum perbaikan
dilakukan (jika ada perbaikan).
*** Kalimat pernyataan ini digunakan pada rekomendasi setelah perbaikan
dilakukan, atau jika tidak ada perbaikan.
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7. Bagan Tata Cara Perpanjangan SLF Bangunan Gedung

ap/cttan pmliharaa
*

Surat Permohonan | _| Surat Koordinasi | _| Lbr Penaesahan
SP/Rekomendasi
[

Lapor: n

po0ooTd
ﬁ—[ Dafte r Simak

Ya
=SV ——>

-

£ 000000000 0000TT0I00 00000

DB0OO0000

(KETERANGAN :
524 Slratfzernyataal
00000000000 [@psionaNdilakukanyikald perltian]
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8. Contoh Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi

' Formulir

s | SURAT PERNYATAAN
rroms | PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI
weUPATENKOTA | BANGUNAN GEDUNG

Halaman : 1/2
Nomor Surat Pernyataan
Tanggal
Pada hari ini, ....ccccciii. tanggal ............... bulan ... tahun

[0 Penyedia jasa Pengkajian Teknis Konstruksi Bangunan Gedung/instansi teknis
pembina penyelenggaraan bangunan gedung*

a. Nama penanggung jawab

b. Nama perusahaan/instansi teknis*

telah melaksanakan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung pada

1. Bangunan gedung
a. Fungsi utama
b. Fungsi tambahan
c. Jenis bangunan gedung
d. Nama bangunan gedung
e. Nomor pendaftaran bangunan
gedung

2. Lokasi bangunan gedung
Kampung
Kelurahan/desa
Kecamatan
Kabupaten/kota
Provinsi

Alamat lokasi terletak di

~PQo0T®

3. Permohonan
a. Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi :Nomor......tanggal .............
b. Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi :Nomor......tanggal .............
Perpanjangan ke :

Dengan ini menyatakan bahwa
1. Persyaratan administratif
2. Persyaratan teknis
a. Fungsi bangunan gedung
b. Peruntukan
c. Tata bangunan :
d. Kelaikan fungsi bangunan gedung dinyatakan : Laik fungsi seluruhnya/
Laik fungsi sebagian*
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Halaman : 2/2

sesuai dengan kesimpulan berdasarkan analisis terhadap Daftar Simak
Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung terlampir.

Surat Pernyataan ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan yang dilakukan
pemilik/pengguna yang mengubah sistem dan/atau spesifikasi teknis, atau
gangguan penyebab lainnya yang dibuktikan kemudian.

Selanjutnya pemilik/pengguna bangunan gedung dapat mengurus permohonan
perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab profesional.

.............. e OO T

Penyedia Jasa Pengkajian Teknis
Konstruksi Bangunan Gedung/Petugas Pemda*
selaku Penanggung Jawab

(Tanda tangan di atas meterai Rp. 6.000,-
dan stempel/cap perusahaan)

Disetujui,
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA. ...t
DINAS (instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung)

KETERANGAN : * Dipilih yang sesuai dengan permohonan dan coret yang tidak sesuai, jika
pengisian secara manual.
Jika menggunakan software, yang tidak dipilih didelete (hapus).
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9. Dokumen SLF bangunan gedung

IF

Nomor SLF

Tanggal

Atas nama/Pemilik
Nomor Bukti Kepemilikan
Fungsi bangunan gedung
Jenis bangunan gedung
Nama bangunan gedung
Lokasi

' PEMERINTAH PROVINSIKABUPATEN/KOTA

TIFIKAT
SI
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....cccoeiiiiiniincanee

SURAT KETERANGAN BANGUNAN GEDUNG LAIK FUNGSI

Nomor:: :u.ouwi

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .........
Berdasarkan Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung/Rekomendasi

NOMOE - s Tanggal .............

menyatakan bahwa:

Nama bangunan gedung

sebagai
LAIK FUNGSI

seluruhnya/sebagian
sesuai dengan lampiran-lampiran Surat Keterangan ini
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keterangan ini.

Surat Keterangan ini berlaku sampai 5/20 tahun sejak diterbitkan.
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(
Lampirai
SLF
Lampiran a
LEMBAR PENCATATAN DATA
TANGGAL PENERBITAN DAN PERPANJANGAN
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
Fungsi bangunan gedung Lokasi
Jenis bangunan gedung
Nama bangunan gedung Luas bangunan gedung
Atas nama/pemilik : Luas tanah
NO. NOMOR LINGKUP SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
URUT FANGGALSLF SLF SELURUHNYA SEBAGIAN
(Diisi data luas, blok dsb).
CATATAN : Lampiran a ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keterangan Bangunan Gedung

Laik Fungsi Nomor : ................... 1= ;70 o - | [OOSR atau perpanjangannya.
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7
Lampiran
SLF
Lampiran b
LEMBAR GAMBAR

BLOCK PLAN / SITE PLAN
Fungsi bangunan gedung z Lokasi
Jenis bangunan gedung :
Nama bangunan gedung : Luas bangunan gedung
Atas nama/pemilik . Luas tanah
CATATAN : Lampiran b ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keterangan Bangunan Gedung

Laik Fungsi Nomor : ................... tanggal....ccc.vvoisense atau perpanjangannya.
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Lampiran
SLF
Lampiran ¢

DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN
UNTUK PERPANJANGAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI

N o Ao

. Surat Permohonan Penerbitan/Perpanjangan SLF Bangunan Gedung.

Surat Pernyataan/Rekomendasi Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan
Gedung.

As-built drawings.

Fotokopi IMB, atau perubahannya (bila ada). dan alasan lainnya.
Fotokopi dokumen status hak atas tanah.

Fotokopi dokumen status kepemilikan bangunan gedung.

Rekomendasi dari instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang fungsi
khusus (khusus untuk bangunan gedung fungsi khusus).

Dokumen SLF bangunan gedung terakhir.

CATATAN :  Lampiran c ini sebagai informasi bagi pemilik/pengguna bangunan gedung untuk proses perpanjangan

sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
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10. Label SLF (Desain Logo, Ukuran, dan Bahan)

15em
7,5cm " N 7,5cm

Putih : cO m0 y0 kO
........................................................................... Logo pemda,
Pemerintah/pemprov
yang menerbitkan
SLF (dapat dicetak
dengan hologram)

e

7.,5cm

| SERTIFIKAT
LAI =
FUNGSI

7,5cm
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
CERTIFICATE OF BUILDING FITNESS
Kuning : ¢c0 mO y100 kO
Color match Biru : c50 m0 yO kO  Hijau : c30 mC y48 kO Hitam : ¢c0 m0 y0 k100

KETERANGAN : - Bahan dapat berupa plastik, stiker, plastik, fiberglass, kayu, atau metal (logam : aluminium, seng, dsb)

- Logo pemda, Pemerintah atau pemerintah provinsi dapat dicetak langsung atau ditempel dengan sticker
hologram.

BUPATI/WALIKOTA ......ccoveinianne.
TTD

NAMA LENGKAP BUPATI/WALIKOTA
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LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI/WALIKOTA ............
NOMOR .......... TAHUN ....
TENTANG

KETENTUAN PENYELENGGARAAN IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG, SERTIFIKAT
LAIK FUNGSI, TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG DAN
PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG

FORMAT KELENGKAPAN
TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

1. Bagan Ruang Lingkup Kerja TABG

Jl ¢ PENYEMPURNAAN | ]
PERATURAN,PEDOMAN,
PENYELENGGARAAN PEME- STANDARTEKNIS
RINTAH
PERENCANAAN PENERBITAN
IMB BG FUNGSI
g KHUSUS
i BG FUNGSI H
e
Koitors -PEMKAB/\ §
TABG KOTA "
BG KEPENT. -PEMPROV Pﬂ‘f::"m
UMUM DKI JKT
PEMILIK/
PENGGUNA
= PELAKSANAAN
BG PENYUSUNAN | |
RTBL
= PEMANFAATAN
Iy
= PELESTARIAN 8 H
D o
8 a PENETAPAN
L PEMBONGKARAN 3 g PENGA- PUTUSAN
3 || ©eeeeeeee DILAN PENGADILAN
o

DAMPAK PENTING

(KE{EE RAN GANHICEREES & [Ganslheranlmasyarakat)
CETTT G arismasukan](pendapat pertimbangan ) darimasyarakatmelalul)TABG)
Pl Garisinastkantdanlkeliarantiugastpokokldantiungs ATABC]
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2. Bagan Kedudukan TABG

PEMERINTAH

PROVINSI PROVINSI ‘ Pengetven

DKI Jakarta (kecuali

Provinsi DKI foemerintahan

RELEL )]

(2 BIEsainformasi
KABUPATEN/KOTA
[Bangunan
Bahanlbangunan]

3. Bagan Tata Cara Pengesahan Dokumen Rencana Teknis Bangunan

Gedung Tertentu

PEMOHON
[ PERS. INST.
| AMDAL
PIMB
- Data pemohon
- Data tanah
- gD:;ir:;ncana bangunan PEMBAYARAN
- Data penyedia jasa Retribusi IMB
konstruksi
- Rencana teknis.
- Rencana kota.
PEME. KOORDINASI
RINTAH/ PEMERIKSAAN PEMERINTAH & PEMDA
PEMDA
PENCATATAN PENELITIAN PENILAIAN/ PERSETUJUAN PENGESAHAN | peNERBITAN
Kelengkapan Pemenuhan EVALUASI Pemenuhan Kelayakan IMB
dokumen persyaratan —p| persyaratan dokumen
™| | administrasi & ¥ teknis Pemenuhan » teknis ¥ yg disetujui
dokumen persyaratan
rencana teknis teknis
| I
Baggunan " Bangunan
. gedung untui edung fungsi
Tidak LENGKA}:/ Ya  kepentingan Ehusuf g
SESUAI? umum (Pemerintah)
(Pemda)
"""""" DENGAR —_ .
TABG PENDAPAT | PENGKAJIAN PEMBERIAN PERTIM-
PUBLIK Untuk  menyimpulkan BANGAN TEKNIS
kesesuaian pemenuhan Saran untuk dasar
persyaratan teknis penilaian

Tidak @ Ya

4. Contoh Keputusan Penugasan/Pengangkatan TABG
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TENTANG

PENUGASAN/PENGANGKATAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......ccooiiiiiiiiiiceeee TAHUN ...............

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung
tahln.. oo , khususnya untuk bangunan gedung tertentu
diperlukan adanya Tim Ahli Bangunan Gedung untuk memberikan
nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional kepada Pemerintah
Daerah;

b. bahwa untuk menyusun nasihat, pendapat, dan pertimbangan
profesional terhadap dokumen rencana teknis bangunan gedung
tertentu, serta masalah yang terkait dengan penyelenggaraan
bangunan gedung diperlukan masukan dari berbagai unsur dan
bidang keahlian yang terkait dengan bangunan gedung;

c. bahwa masukan yang dimaksud dalam huruf b meliputi
pertimbangan teknis dari unsur-unsur asosiasi profesi, perguruan
tinggi, masyarakat ahli termasuk masyarakat adat, dan masukan
untuk pengkoordinasian penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
instansi teknis terkait dari unsur Pemerintah Daerah/Pemerintah;

d. bahwa nama-nama yang tertera pada Kolom 2, dan bidang keahlian
pada Kolom 4 Lampiran Keputusan ini yang dipilih dari Database
Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Provinsi/Kabupaten/Kota
....................................... TahuR: e serta berdasarkan
penugasan dari instansi Pemerintah Daerah/Pemerintah terkait,
dianggap cakap dan memenuhi syarat sebagai Tim Ahli Bangunan
Gedung Provinsi/Kabupaten/Kota..................... Tahun.............. ;

e. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, b, ¢, dan d, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 Tahun
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Memperhatikan :

Menetapkan :

PERTAMA

2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
4. Peraturan Daerah/Provinsi/Kabupaten/Kota..................................

Nomor.......... D= 101 ] (R - tentang Bangunan Gedung;

5. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.................c...c.coooina.
Nomor......... Tahun............. tentang Bentuk Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD
Provinsi/Kabupaten/Kota.....c... cesasnm o ;

6. Keputusan Gubernur / Bupati / Walikota Provinsi / Kabupaten / Kota
................................... Nomor............Tahun................. tentang
Organisasidan TataKerjaDinas ..............ccccoeeiiiiiiiann. (instansi

teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung).

1. Surat asosiasi profesi..............c.eevveeeeeee....NOmMoOr: ...
anggal cussmnnanne tentang Usulan nama-nama calon anggota
Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun...........cccccceeeeeeeeeeen.

2. Surat dari perguruan tinggi..........ccccceeeeeee.n.. NOMOP: csismnmsesnanss
fanggal::annwnmnain. tentang Usulan nama calon anggota Tim
Ahli Bangunan Gedung Tahun...........ccccceeeeeeeeeenn...

3. Surat'dati masyarakatahlic...coosasasad 1761110 ] s A —
tanggal......cccooeevvvvinneenns tentang usulan nama-nama calon anggota
Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun.............ccccccooeeeeie.

4. Surat dari masyarakat adat............................ NOMOT & o vonsumss
tanggal......cccoeeevvvvinneeens tentang Usulan nama-nama calon anggota
Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun.................c.cooooee.

9. Siratdailiinstanslcnicnmnmninannm NOMIOE & ooaainiansns
tanggal.........coovvviiiennnns tentang Usulan nama-nama calon anggota

Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun............cccceeeiiiiiien.

B.  ererrrreeeeeeeeeeieneea—aeaeaeeee e ———————aaeaaaaaans
7. Hasil penilaian Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung
Provinsi/Kabupaten/Kota..............cccceeeevvennnnn. NOMOr: cosusssmssswsinnesmsanis
ANGgalunssnemsrsr T
MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA PROVINSI/

KABUPATEN MKOTA: svos s naia st s i sarsanins TENTANG
PENUGASAN/PENGANGKATAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
PROVINSI/ KABUPATEN / KOTA.......cccccvininieninnn. TAHUN:cveaus

Menugaskan dan mengangkat nama-nama yang tertera pada Kolom 2,
dengan bidang keahliannya atau tugas pokok dan fungsinya pada
Kolom 4 Lampiran 1 Keputusan ini sebagai Tim Ahli Bangunan Gedung
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN :

Provinsi/Kabupaten/Kota.............ccccovviviiniin.... B -{ o 11 [ [OOSEpeemp—
dengan kedudukan sesuai dengan yang tertera pada Kolom 5;
Susunan keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung terdiri dari
Pengawas, Ketua merangkap Anggota, Wakil Ketua merangkap
Anggota, Sekretaris merangkap Anggota, dan Anggota;

a. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas Tim Ahli Bangunan Gedung;

b. Ketua (ex officio) bertugas melakukan kordinasi atas seluruh proses
pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung, dan bertanggung
jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota;

c. Wakil Ketua (ex officio) bertugas membantu Ketua melakukan
kordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan
Gedung, dan bertanggung jawab kepada Ketua;

d. Sekretaris (ex officio) bertugas melakukan dukungan administratif
dan kelengkapan dalam proses pelaksanaan tugas Tim Ahli
Bangunan Gedung;

e. Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur Pemerintah
Daerah/Pemerintah yang terkait bertugas memberikan masukan
untuk mengkordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
instansi masing-masing terhadap dokumen rencana teknis bangunan
gedung tertentu yang dinilai;

f. Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur asosiasi profesi,
perguruan tinggi, masyarakat ahli termasuk masyarakat adat, dan
Pejabat Fungsional bertugas memberikan masukan teknis
profesional sesuai dengan bidang keahlian masing-masing;

Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung dan keanggotaan ditetapkan 1

(satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan ini;

Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung dan keanggotaan dapat

diperpanjang selama 1 (satu) tahun dan maksimal 2 (dua) Kali

perpanjangan, apabila ada pertimbangan/alasan yang dapat diterima
untuk menunjang pelaksanaan tugas;

Keanggotaan dapat gugur sebelum berakhirnya masa tugas apabila

ada bukti yang menyatakan yang bersangkutan telah memenuhi syarat

untuk gugurnya keanggotaan;

Setiap anggota Tim Ahli Bangunan Gedung terikat pada Kode Etik

(janji) Tim Ahli Bangunan Gedung yang diikrarkan pada saat

pelantikan;

Kepada anggota Tim Ahli Bangunan Gedung diberikan honorarium dan

tunjangan setiap bulan yang besarnya ditetapkan sebagaimana tertera

pada Lampiran 2 Keputusan ini;

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya




132

KESEMBILAN :

Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja
(DASK) APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.............cccooeiviiiiiiiieiniinenn..
cq. BINAS: aanmserawnsnarnss (instansi teknis pembina
penyelenggaraan bangunan gedung);

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan
berakhir 1 (satu) tahun.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA. ...,

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota................................
2. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota....................coooooai.

3. Kepala Dinas

................................... (instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan

gedung) Provinsi/Kabupaten/Kota...................cccooeiiin...
4. Para Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.
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Lampiran 1
Nomor
Tanggal

Tentang

Provinsi/Kabupaten/Kota

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

DAFTAR NAMA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

2
o

NAMA

UNSUR/
INSTANSI

BIDANG
KEAHLIAN/
TUPOKSI

KEDUDUKAN DALAM
TIM

PENUGASAN/
PENGANGKATAN
YANG KE

-

3

4

5

6

© @ NP o b e N

Q
[}
—

Pengarah

Ketua (ex officio)

Wakil Ketua (ex officio)
Sekretaris (ex officio)
Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
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Lampiran 2  : Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupaten/Kota...........................
Nomor s

Tanggal s T
Tentang : Penugasan/Pengangkatan Tim Ahli Bangunan Gedung

TAHUN. ces oo
NO. KEDUDUKAN HONORARIUM TUNJANGAN JUMLAH PER
DALAM TIM PER BULAN PER BULAN BULAN
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5
1. | Pengarah
2. | Ketua
3. | Wakil Ketua
4. | Sekretaris
5. [ Anggota

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA. ..o,
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5. Contoh Keputusan Pengangkatan Panitia Pembentukan TABG

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA........cccccviiiininnenn.

KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.............

NOMOR ..o,
TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......ciiiiiiiiines TAHUN osnmn s

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tindak lanjut dari Peraturan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota............................. NOMOT.~. v Tahun
........... tentang Bangunan Gedung, untuk membantu pelaksanaan
tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Bangunan
Gedung, diperlukan adanya Tim Ahli Bangunan Gedung;

b. bahwa untuk membentuk Tim Ahli Bangunan Gedung perlu diadakan
proses pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung yang terbuka bagi
masyarakat yang berdomisili di
Provinsi/Kabupaten/Kota............................ :

c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembentukan Tim Ahli
Bangunan Gedung tersebut dalam huruf b, perlu dibentuk Panitia
Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung;

d. bahwa nama-nama pejabat yang tertera pada Kolom 2 Lampiran
Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat sebagai Panitia
Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung;

e. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b, ¢, dan d, perlu ditetapkan

dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 Tahun
2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;

4. Peraturan Daerah/Provinsi/Kabupaten/Kota...............................
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Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Nomor.......... JLE- 1211 | ¢ eemmm— tentang Bangunan Gedung;

5. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota..................cooooiiiii.
NOMOT: saswavaan Tahlneseassd tentang Bentuk Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD
Provinsi/Kabupaten/Kota...............ccccccceenen. .

6. Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupaten/

tentang Organisasi dan Tata KerjaDinas ............cccoeevieviiienninnnn...

(instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung).

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA: .x:ccuussunmnsusmsuassve s TENTANG PENGANGKATAN
PANITIA°. PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA. ..o, TAHUN. oo

Membentuk Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung
Provinsi/Kabupaten/Kota.............cccoiiiiiiiiiiiiiiiann, yang terdiri atas
Pengarah, Pelaksana, serta Sekretariat dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Pengarah bertugas memberikan arahan dan pedoman pelaksanaan proses
pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung;

Pelaksana bertugas melakukan penyiapan persyaratan, materi, dan proses
pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung, hingga tersusunnya Daftar
Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung ;

Dalam pelaksanaan tugasnya, Pelaksana dibantu oleh Sekretariat untuk
tugas-tugas baik berupa dukungan administratif maupun kelengkapannya;
Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD
Provinsi/Kabupaten/Kota.............................. cqg Dinas.......cocoeevvninnnn.

(instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung);

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dinyatakan
berakhir masa tugasnya setelah 60 (enam puluh) hari kalender terhitung

sejak tanggal ditetapkan yaitu setelah Daftar Anggota Tim Ahli Bangunan
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Gedung tersusun sebagai Database Tim Ahli Bangunan Gedung

Provinsi/Kabupaten/Kota.......................... Tahun.......... .

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota................................
2. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
3. KepalaDinas..........coooevviiiiniennennnnn. (instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan
gedung) Provinsi/Kabupaten/Kota...............ccooeeiiiiiiniin...
4. Para Anggota Panitia yang bersangkutan.
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Lampiran : Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupaten/Kota...........................

Nomor LT T

Tanggal ¥ g meys

Tentang : Pengangkatan Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung
Provinsi/Kabupaten/Kota...............c.ccoceieiiiiinn.... TalUN:wananasaass

NO. NAMA JABATAN KEDUDUKAN DALAM
PANITIA

1 2 3 4

I PENGARAH
T Ketua merangkap Anggota
2. Wakil Ketua merangkap Anggota
Anggota

Il PELAKSANA
Ketua merangkap Anggota
Wakil Ketua merangkap Anggota
Anggota

Anggota

a s N oA

Anggota

Ill. | SEKRETARIAT
Koordinator
Anggota
Anggota
Anggota

AT U

Anggota

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......ccocotuviininienianenne
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6. Contoh Usulan Nama Pembentukan TABG (Dari Asosiasi Profesi,

Perguruan Tinggi, Masyarakat Ahli atau Masyarakat Adat)

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......ccoiiiiiieane

Nomor

Lampiran
Kepada

Yth. Asosiasi Profesi/Perguruan Tinggi/
Masyarakat Ahli/Masyarakat Adat

Perihal . Usulan nama untuk pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung, dan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/
Kota....ooovoeiiiiiic, Nomor......... Tahun............. tentang Bangunan
Gedung, dengan ini diberikan kesempatan kepada masyarakat meliputi anggota
asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli, termasuk masyarakat adat,
yang memenuhi syarat untuk menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung
Provinsi/Kabupaten/Kota...............coooiiiiiiiiiiiiiiiienn. Tahlins s
melalui proses pembentukan yang diselenggarakan oleh Panitia yang ditunjuk

dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota NOMIORE oo
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Adapun penjelasan, dan persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagaimana
pada lampiran surat ini :
1. Dokumen Penjelasan terdiri dari :
a. Leaflet Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung.
b. Lembar penjelasan Persyaratan Calon Anggota Tim Ahli Bangunan
Gedung.
2. Pengisian formulir terdiri dari :
a. Formulir Surat Permohonan untuk menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan
Gedung.
b. Formulir Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae).
3. Mendaftar dan memasukkan Dokumen Pendaftaran.

4. Mengikuti proses pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung.

Jadwal kegiatan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. (tanggal) - (tanggal) Penyampaian Surat Dokumen Pendaftaran
oleh Panitia.

2! s e Pendaftaran dan pemasukan Dokumen
Pendaftaran.

Bl eemmcrmennes e Proses penilaian oleh Panitia.

7 D R —— Penetapan nama-nama anggota Tim Ahli

Bangunan Gedung.

Penjelasan lebih lanjut dapat diperoleh di :

SEKRETARIAT PANITIA
PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA......c.ceveienenen.
Hsssammmmmssmmmmsrems s
(Kota) wovoveiiiiiiieeea
2115 o) g 1 .

Penyampaian usulan nama-nama agar selambat-lambatnya kami terima pada

tanggal......ccocvvviiiiiiiiiiiieeeeeee, melalui Sekretariat Panitia tersebut di atas.
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Demikian agar masyarakat yang berminat dapat mengikuti.

............... g sesessscsassass

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA......cooeiiiiiiiiciie.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota.............................

2. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.............................

3. Kepala Dinas........ccccuuu....... (instansi  teknis pembina penyelenggaraan

bangunan gedung) Provinsi/Kabupaten/Kota...............................
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.................

Lampiran 1.b.

Surat Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupaten/Kota...........................

NOMOY: & cmosmmsrmmsmmssmnsmmmmmn 17211 (6o - | 1 SN

1

PERSYARATAN CALON ANGGOTA
TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

Syarat-syarat Umum.
a. Warga Negara Indonesia, laki-laki atau perempuan.
b. Terdaftar sebagai penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota..........................

. Berkelakuan baik; tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana

kejahatan.

. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan tugas Tim Ahli Bangunan

Gedung.

. Sehat jasmani dan rohani.

Bebas narkoba, dan tidak terbukti sebagai pengguna dan/atau pengedar

narkoba.

. Calon Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur pemerintah

daerah/Pemerintah tidak dalam status dinonaktifkan.

2. Syarat-syarat Teknis Keprofesian/Kepakaran.

a. Calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur asosiasi profesi,

perguruan tinggi, asosiasi profesi, masyarakat ahli, termasuk masyarakat
adat, dan Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan yang
memiliki sertifikat keahlian, memenuhi di antara keahlian di bidang
bangunan gedung, atau yang terkait dengan bangunan gedung yaitu :

- Bidang arsitektur bangunan gedung dan perkotaan

- Bidang struktur dan konstruksi

- Bidang mekanikal dan elektrikal
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- Bidang pertamanan/lanskap

- Bidang tata ruang-dalam/interior

- Bidang bangunan gedung adat

- Bidang nuklir

- Bidang teknologi informasi

- Lain-lain: ...

Pendidikan minimal berijazah Sarjana (Strata-1), kecuali ahli bidang
bangunan gedung adat dapat berupa piagam atau bentuk penghargaan

lainnya dari lembaga adat atau kemasyarakatan.

3. Syarat-syarat administratif.

Dokumen Pendaftaran harus dilengkapi :

a.

b
c.
d

Surat Permohonan untuk menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.

. Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae).

Eotokopi KTP Kota ..xuwsiwssmmnmmmsinins

. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir, piagam, atau bentuk penghargaan

lainnya.
Surat penugasan (hanya untuk peserta Pejabat Fungsional Teknik Tata
Bangunan dan Perumahan).

Pasfoto 3 cm x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Catatan :

Untuk Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung yang akan mendapat penugasan,

wajib melengkapi dokumen tambahan sebagai berikut :

a.
b.

Surat Keterangan Domisili dari kelurahan/kecamatan.

Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit.

c. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit.

Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian Republik Indonesia.
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Lampiran 2.a.

Surat Gubernur/Bupati/Walikota.................... Provinsi/Kabupaten/Kota...............
N (0] 1 (o] Ao tanggal...comsmnsnaans
SURAT PERMOHONAN
UNTUK MENJADI

ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Tempat dan tanggal lahir

Alamat rumah

mewakili unsur (beri tanda v') :

1. Perguruan Tinggi
2. Asosiasi profesi
3. Masyarakat ahli
4. Masyarakat adat

menyatakan memiliki keahlian di bidang (beri tanda v') :

1. Arsitektur bangunan gedung dan perkotaan
Struktur dan konstruksi
Mekanikal dan elektrikal

Pertamanan/lanskap

Bangunan gedung adat

2

3

4

5. Tata ruang-dalam/interior
6

7. Nuklir

8

Teknologi informasi

HoUboduond - good
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dengan ini memohon untuk menjadi anggota Tim Ahli Bangunan Gedung

Provinsi/Kabupaten/Kota......................

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan, saya melampirkan dokumen-

dokumen sesuai dengan persyaratan administratif sebagai berikut :

1. Surat Permohonan untuk menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.

2. Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae).

3. Fotokopi KTP Kota.........coooviiiiiiiiiiine, (kota domisili).

4. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir.
Piagam Penghargaan.*

5. Surat Penugasan Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
(khusus bagi Pejabat Fungsional).

6. Pasfoto 3 cm x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Setuju untuk mengikuti proses pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung
Provinsi/Kabupaten/Kota..................ccccoeeinnnne. TahUN s

2. Bersedia diangkat menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung apabila telah

lulus dan terdaftar dalam Daftar Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.

(Materai tempel Rp. 6.000,-)

(Nama lengkap)

CATATAN : * Pilih yang sesuai
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Lampiran 2.b.
Surat Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupaten/Kota...............ccccceuveen...
N [o] 7 (o] e e ENggalsmnannnsnaas

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

(Curriculum Vitae)

1. UMUM

(Pengisian wajib menggunakan huruf cetak)

Nama
Tempat dan tanggal lahir

Alamat rumah

Nomor Telepon Rumah
Nomor Fax

e-mail

Pendidikan Terakhir

2. PENGALAMAN KERJA
(Tuliskan nama instansi/perusahaan, jabatan, lama bekerja atau dari tahun
berapa ke tahun berapa, dan uraian singkat tentang tugas/fungsi dan tanggung
jawab).
L
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Pasfoto ukuran3cmx4cm L R .

(Nama lengkap)

CATATAN : Apabila halaman ini tidak cukup, dapat menambahkan di lembar tambahan
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7. Contoh Usulan Pejabat untuk Duduk Sebagai TABG (Dari SKPD Terkait)

Nomor
Lampiran

Kepada Yth.:
1. KepalaDinas..................
2. KepalaDinas..................

o m— (instansi terkait lainnya)

Lo

Perihal . Usulan pejabat untuk duduk sebagai Tim Ahli Bangunan Gedung
Provinsi/Kabupaten/Kota...............coooiiiiiiiiiiiiieee,
=10 [ P —

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang

............... % (2] 17 (o Y RNSNIININNNIN | | | o1 | ; KSR tentang Bangunan
Gedung, dengan ini kami minta kepada Saudara untuk duduk atau menugaskan
pejabat dari instansi Saudara/Dinas................ sebagai anggota Tim Ahli
Bangunan Gedung Provinsi/Kabupaten/Kota................. ......... AN s

Penyampaian usulan pejabat agar selambat-lambatnya kami terima pada
tanggal...............o.lL melalui  Sekretariat Panitia Pembentukan Tim Ahli

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA. .....ooeiiiiiiiiieeeeee,

Tembusan kepada Yth.:
1
2.
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8. Contoh Penetapan Nama TABG

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...........ccccuvinnnnen.
KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.........ccoivninnne.
NOMOR ..o
TENTANG

PENETAPAN NAMA ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......cooiiiiian, TAHUN: oz

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA........c.coviiiiannnn. ,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung untuk
terwujudnya bangunan gedung yang fungsional, berjatidiri,
seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan, serta

diselenggarakan secara tertib dan berkepastian hukum;

b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal.............. ayat (...... ) Peraturan
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota............................ [\ (o] 7o ] SHE—
Tahun.......... tentang Bangunan Gedung, telah diadakan proses

pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur-unsur asosiasi
profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli dan masyarakat adat serta
pejabat fungsional.

c. bahwa nama-nama yang tertera pada Kolom 2 Lampiran Keputusan
ini telah memenuhi syarat sebagai Anggota Tim Ahli Bangunan
Gedung.

d. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf b, ¢, dan d, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung;

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 Tahun
2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;

4. Peraturan Daerah/Provinsi/Kabupaten/Kota...................ccocoiiinen.
Nomor.......... FANUB: s ammssmsass tentang Bangunan Gedung;

5. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota..................ccocoiiian.

Nomor......... B - {0 [0]  PR—— tentang Bentuk Susunan Organisasi
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Memperhatikan :

Menetapkan :

PERTAMA

dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD
Provinsi/Kabupaten/Kota................cooooiiiii.. :

6. Keputusan Gubernur / Bupati / Walikota Provinsi / Kabupaten / Kota
................................... NOIMOF camvsvs s FARNUM v TERtANG
Organisasi dan Tata Kerja Dinas: ...cuusssivivssn s iamssisses (instansi

teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung).

1.. Surat asosiasi: profesi;. ... ssmwwmmmsssnossssssNOMOEE woaveissmmnu s
tanggal........ccooeeeiiiiininnnnn. tentang Usulan nama-nama calon anggota
Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun................ccooeuieeees

2. Surat dari perguruan tinggi.........ccceeveeeennn. NOMOT § sy s
tanggal.......ccoooeeeeiiiininns tentang Usulan nama-nama calon anggota
Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun....................cccceeeee.

3. Surat dari masyarakat ahli...........c....c........... NOmMOr & ..ot e
tangaal: couwnmsiessinaiss tentang usulan nama-nama calon anggota
Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun................c..oovvieeen.

4. Surat dari masyarakat adat............................ Nomor: ......... oo
tanNGgal......commemn tentang Usulan nama-nama calon anggota
Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun................................

5. Suratdariinstansi.............ccccoveeveeeeieienennn. N [0] 15 (0] < AT ORI
tanggal..cassmmansnd tentang Usulan nama-nama calon anggota

Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun....................cceeeeeens

Bi  ovnwessnmnmess s N SN SRR
7. Hasil penilaian Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung
Provinsi/Kabupaten/Kota...............c............ NOMIOL ssumsmssmmmsvvsnsisssiss
tanggal........coooeiiiiiiiiii
MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA PROVINSI/

KABUPATEN/ KOTA oo TENTANG PENETAPAN
NAMA-NAMA ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG PROVINSI
FPKABURPATEN: KO TA. ....onvconissmsscsvevmmenseson

TAHUN.............

Nama-nama yang tertera pada Kolom 2 dengan bidang keahliannya
pada Kolom 5 Lampiran Keputusan ini dinyatakan sebagai anggota
yang masuk dalam Daftar Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung sebagai
Database Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Provinsi/Kabupaten/
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung yang terdaftar dalam Database
Calon Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung ditugaskan dan diangkat
untuk membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan
bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan;

Nama-nama tersebut pada Kolom 2 dapat gugur dan dihapus dari
Database Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung apabila yang
bersangkutan telah memenuhi syarat untuk gugur sesuai dengan
ketentuan;

Kepada Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung yang ditugaskan serta
diangkat/dilantik untuk melaksanakan tugas diberikan honorarium dan
tunjangan sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah,;

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Anggaran Satuan Kerja
(DASK) APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.....................coooen.e. cq
DINaS omwanmmnmaaieyn (instansi teknis pembina penyelenggaraan
bangunan gedung);

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diperbarui
apabila ada perubahan-perubahan yang terkait dengan anggota Tim

Ahli Bangunan Gedung.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA........ciiiiiiiiiiean,

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota.............ccccccoeeiiininnn.
2. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.................cccccoeiienn.

3. Kepala Dinas

............................... (instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan

gedung) Provinsi/Kabupaten/Kota..................cooeiiiiinn
4. Para Calon Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Terseleksi.
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Lampiran Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupaten/Kota...........................
NOmor — focnaaasmay
Tanggall | Facenaaamem
Tentang Penetapan Nama-nama Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung
Provinsi/Kabupaten/Kota................c.ccooiiiiiia. =1 1] PRR e
NAMA-NAMA ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:.c:swmsnmsinsmmsmmsssammss B A\ L] [ ———
NO. | NAMA LENGKAP DATA UMUM UNSUR BIDANG IJAZAH
DAN = Tempat lahir = Perguruan tinggi | KEAHLIAN TERAKHIR
GELAR AKADEMIS | = Tanggal lahir = Asosiasi profesi = Nama
DLL. = Alamat rumah | = Masyarakat ahli perguruan tinggi
= Masyarakat adat = Nama lembaga,
dsb.
1 2 3 4 5 6

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
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9. Daftar Anggota TABG
DAFTAR ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

Provinsi 3 Status tanggal
Kabupaten/Kota : Penanggung jawab

NO | NAMA DAN DATA UMUM UNSUR BIDANG IJAZAH DITETAPKAN STATUS

GELAR KEAHLIAN DAN | TERAKHIR* SEBAGAI

PENUGASAN | PEMBERHENTIAN
AENOENEE Eggf: LA e SEBAGAI DARI TABG

TABG

o Tempat lahir | ePerguruan « Nama « Tanggal « Tanggal « Tanggal

Tinggi Perguruan Tinggi
« Tanggal lahir | e Asosiasi Profesi * Alasan

* Alamat rumah | e Masyarakat Ahli « Nama
*Masyarakat Adat Lembaga, dsb.

CATATAN : * Untuk anggota dari masyarakat adat, dapat berupa piagam, atau bentuk penghargaan lainnya.

10. Kode Etik TABG

1 1] 'ﬁ

TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

KODE ETIK (JANJI)
TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK TERWUJUDNYA BANGUNAN
GEDUNG YANG FUNGSIONAL, ANDAL, DAN EFISIEN, SERTA SESUAI
DENGAN KONDISI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT, DENGAN DITUNTUN
HATI NURANI YANG DALAM, ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
BERJANJI :

1. MELAKSANAKAN TUGAS SECARA PROFESIONAL DENGAN KEILMUAN
YANG DIDASARI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, SOSIAL,
BUDAYA, DAN EKONOMI SERTA MENGHARGAI KEARIFAN LOKAL ;

2. MELAKSANAKAN TUGAS SECARA INDEPENDEN, OBJEKTIF, DAN TANPA
TERDAPAT KONFLIK KEPENTINGAN; DAN

3. MELAYANI MASYARAKAT SENANTIASA TERBUKA DAN
MEMPERTANGGUNGJAWABKAN HASIL KERJA.

BUPATI/WALIKOTA .......cccevenenenn. ,
TTD
NAMA LENGKAP BUPATI/WALIKOTA
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